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ABSTRAK

Nama : Miftahus Surur
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Judul : Para Aparatur. Strategi Menghadapi Struktu

Salah satu persoalan yang menghinggapi negara#angsnesia hingga saat ini adalah
sulitnya untuk mempercepat upaya reformasi biroksagtu kata kunci yang diyakini sebagai
gerbang utama pembesutan kesejahteraan dan ‘kerhajaasyarakat. Pendekatan sistem yang
menghendaki keteraturan dalam memandang persoa@ag yatu ini bukan hanya kurang
memadai, melainkan juga kerap terpeleset ketikay yaoncul dan beredar di wilayah publik
justru ketidakteraturan-ketidakteraturan. Aparaiookrasi yang sedari awal diharapkan menjadi
entitas mumpuni pelayan publik justru berbalik am@mjadi sosok yang tidak sepenuhnya tepat
seperti yang diimajinasi masyarakat. Tidak sediliti mereka yang menjaja birokrasi sebagai
ruang pertarungan memperebutkan sumberdaya/modal, d&éngan sumberdaya/modal itu
melakukan praktik yang meneguhkan otoritas merekakumenguasai pihak lain.

Kajian ini ingin beringsut dari telaah birokrasbagai sistem keteraturan ke arah praktik
sosial para aparaturnya yang sangat menentukar waja potret birokrasi itu sendiri. Dengan
menggamit perspektif teoretik tentang kemampagemt mengarungi samudera struktur, kajian
ini memperlihatkan adanya jalin-jemalin antaagent dan struktur sebagai proses timbal-balik
yang menampakkan sisi-sisi khas dari wajah birokmdis Indonesia. Proses-proses itu
menunjukkan adanya kemampuan berstrategi para tapa@gent) untuk meneguhkan,
merespon, atau melampaui struktur yang ada.

Kata Kunci: Birokrasiagent, struktur.

Para aparatur..., Miftahus Surur, FISIPUI, 2012



ABSTRACT

Name : Miftahus Surur
Study Program : Anthropology
Title : The Apparatuses. Strategies Challengemsg&tructures

One of the main problem of Indonesian nation stathe difficulty to accelerate and speed
up bureaucracy reform, a keyword to raise prosperiand developments of the people. The
system method to create regularities preciselyrgesirregularities among public life. The
bureaucracy apparatus who was expected as excelldhit servant changed into the vague
entities and become strangers among the peoplanatagn. Most of them make bureaucracy as
a contestation field to reach and raise the regsimmdals then use it to strengthen their
domination on the other.

This study shifts from system approach to sociatiices of the apparatus in term of their
capacities to determine the face of bureaucracgafRing with referring to the conception of
agent power in relation to structure, this stutipves the thick relation between agent and
structure as duality processes and indicates thgues of Indonesian bureaucracy. These
processes show the capacities of agents strategsgengthen and respond the structures.

Keywords: Bureaucracy, agent, structure
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Bertegur-Sapa dengan Birokrasi Agama

“Assalamu’alaikur®” sapaku ketika memasuki ruang bagian kepegawaian.

“Wa’alaikumsalani jawab beberapa staf yang ada di dalamnya.

“Mau ketemu siapa pak?”

“Saya mau menyerahkan SK (Surat Keputusan) keirjauifi jawabku.

“Oh ya, sini terusmgadepke pak Samanhudi. Itu orangnya yang duduk di
samping kiri sebelah depan.”

Saya lalu menghadap pak Samanhudi sebagaimanariteamjoleh staf tadi.
“Pak, saya pegawai baru di sini. Tadi saya dismenghadap bapak.”

“lya. Mana SK-nya?” tanyanya padaku. Saya seraldan berkas surat-
surat, termasuk SK pegawai saya. Samanhudi sekiEmbaca SK itu, lalu
sembari tersenyum ia bertanya,

"Entebawaan siapa?”

Saya terdiam, tapi Samanhudi mendesak saya untoiberékan keterangan
melalui proses seperti apa saya bisa diterima selpggawai di Kantor Agama,
kantor yang terkenal sulit untuk bisa menjadi pemjaya, kecuali memiliki
beberapa modal, seperti uang atau kedekatan hubwweyaman pejabat tinggi di
kantor itu.

“Saya tidak punya siapa-sia@k Pak. Saya ikut tes dan alhamdulillah
lulus,” jawabku.

“Sudahlah ngaku saja. Kantor kandinasti.”

Saya tersenyum ketika kata “dinasti” itu munculi saulut seorang pejabat
negara. Memang, dinasti sebagaimana yang sayaaiddlah suatu reproduksi
kekuasaan berdasarkan pada ikatan darah, kekerabtda keturunan segelintir
orang. Kata-kata itu tampaknya tidak begitu anefik&kesaya juga tahu bahwa
tidak sedikit pegawai di Kantor Agama adalah orargpag yang memiliki
hubungan kekerabatan dengan pejabat-pejabat tdiggantor Agama, baik d
tingkat Kota, Provinsi, mapun di tingkat Pusat. Mgkin, karena mekanisme
rekruitmen yang selama ini dilakukan adalah bemttasa pada hubungan-
hubungan seperti itu, maka menjadi maklum jika pésgn yang sama juga

1
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ditujukan pada saya. Tampaknya pula, dengan ménélentitas dari pegawai

seperti saya, yang seandainya saya juga memilikutgan kekerabatan dengan
pejabat tinggi di Kantor Agama, maka identitas akan dilihat sebagai modal
sosial-budaya yang patut diperhitugkan.

Saya diam dan tidak menimpali desakan Samanhudihesaya kukuh
tidak memberikan jawaban sebagaimana yang ia iagingkhirnya Samanhudi
pun beralih mempertanyakan latarbelakang pendidieamaktifitas saya sebelum
menjadi pegawai. Setelah berbincang-bincang tenkatagbelakang pendidikan
dan aktifitas saya, sepeminuman teh kemudian, iagarahkan saya untuk
memilih satu diantara beberapa Seksi (pengkhuskisga) yang sesuai dengan
minat. Di Kantor Agama ini terdapat beberapa Sekang kesemuanya
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sepertisi Seknum dan
Kepegawaian, Seksi Pendidikan Keagamaan, dan kb&eksi lainnya. Dari
sekian Seksi yang ada, saya merasa — menurut pemgaldan minat — lebih
tertarik untuk ditempatkan di Seksi Pendidikan Kaagan, itupun yang fokus
pada Pendidikan Keagamaan semacam pondok peségterah itu saya diminta
menunggu sekitar seminggu untuk mendapatkan Swant&h Melaksanakan
Tugas (SPMT) sebagai staf di Seksi tersebut. Kédoetai Seksi ini saya
mengenal salah seorang staf yang pernah menjadapelu saya semasa kuliah
di jenjang S1. Namanya Abdul Basith. la sudah nénpegawai di kantor ini
sejak tahun 2005 dan juga ditempatkan di Seksbets

Seksi Pendidikan Keagamaan merupakan bidang b&am daruktur formal
birokrasi Kantor Agama. Keberadaannya diamini olpémerintah dengan
ditandai oleh keluarnya Peraturan Pemerintah No&%orTahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagakdh-lanjut dari
amanat yang diberikan oleh UU No 20 Tahun 2003atentSistem Pendidikan
Nasional. Sebelumnya, pendidikan agama dan pemdidikeagamaan lebih
merupakan bentuk pendidikan non-formal yang tidakndapatkan fasilitas
“legal” dari negara. Dengan adanya beberapa paratdtukum tersebut,
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan mendapptksi sebagai model
pendidikan yang direstui secara legal-formal olebama.

Universitas Indonesia
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Setelah menyerahkan Surat Keputusan itu, sayajddeffeluar dan dengan
ditemani oleh Abdul Basith segera menuju ke magfidg berada di belakang
kantor bertepatan dengan berkumandangnya adzamumdhlgian menuju masjid
memang tidaklah jauh, saya hanya perlu turun damial 1 dimana ruang
kepegawaian berada lalu keluar dan melewati teipgudir yang saya lihat sesak
oleh mobil dan motor milik karyawan. “Wah, ternyagegawai negeri bisa beli
mobil juga,” batin saya.

Setiba di masjid yang bernama Muwahhid, tidak teatldbanyak pegawai
yang melaksanakan salat berjamaah, padahal ketdkalaim kantor saya melihat
begitu banyak pegawai yang hili-mudik atau yangasg duduk-duduk di
ruangannya masing-masing. Hanya terdapat beberapg yurut berdiri di

belakang imam mas;jid.

“Ya beginilah di kantor ini. Salat jamaah tidak djokan bagi karyawan.
Kalo di Jambi tuh seluruh karyawan wajib dan diabsentuk salat
berjamaah, baik dhuhur ataupun ashar. Tapi ditglak, jadi ya terserah
masing-masing aja,” ujar Abdul Basith.

Satu minggu kemudian, saya kembali ke kantor umhéngambil Surat
Tugas dimulainya bekerja. Pada saat mengambil Suigds itu, saya kemudian
disodori dengan satu buah buku yang isinya adaddtardnama orang dan angka
(uang). “Administrasinya mas. Terserah, berapa l@&h,” ujar salah satu
karyawan di bagian kepegawaian itu. Saya yangrokii sebagai orang baru
hanya bisa menerima, lalu saya lihat berapa ratawoeang lain memberikan
‘biaya administrasi’ sebagaimana yang dimaksud. difegat rata-rata jumlah
biaya administrasi itu adalah Seratus Ribu ruprabka saya pun tanpa pikir
panjang memberikan dalam jumlah yang sama. Meskgua keinginan untuk
bertanya lebih jauh, tetapi niat itu saya urungketika teringat ungkapan banyak
orang bahwa mengurus sesuatu (meminta pelayananirdkrasi pastilah
memberikan biaya administrasi.

Sejak Agustus 2010, saya mulai menapaki diri sabagkah satu staf
(pegawai) di Kantor Agama di salah satu kota diad@ak Peralihan profesi dari
sebelumnya sebagai sosok yang aktif didalam adifit'pemberdayaan”

masyarakat — atau yang jamak disebut dengan LemBagalaya Masyarakat

Universitas Indonesia
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(LSM) - turut memengaruhi adaptasi dengan lingkandgn suasana baru. Kantor
Agama, yang kerap dilabeli sebagai lembaga negarg snemiliki otoritas untuk
mengatur tata kehidupan keagamaan masyarakat Isidoita membuat saya
kerap merasa gundah. Tentu, persoalannya terleidk penempatan diri sebagai
subjek yang selama ini berjarak dengan birokragiaree menjadi subjek yang
harus berkecimpung di dalamnya.

Tidak hanya itu, sejumlah teman dari beberapa LSiMigydulu kerap

LT

berkecimpung dalam berbagai kegiatan “pemberdayalan’ “pendampingan”

masyarakat juga mempertanyakan status baru saymaepegawai negeri di

Kantor Agama. Ada yang mentertawakan dan menganbgawa kepindahan

kerja saya lebih merupakan tindakan pragmatis umteikperoleh jaminan hidup
di hari tua. Ada juga yang sedikit antusias dan bEnmdorongan agar kehadiran
saya di Kantor Agama mampu memberikan sedikit peigaositif, khususnya

bagi generasi muda di Kantor Agama untuk berpikm therperilaku lebih kritis

serta memposisikan diri sebagai pekerja yang Hetull melakukan transformasi
sosial secara terus-menerus.

Cibiran dan sindiran semacam itu bisa dimaklumi gnegat Kantor Agama
kerap mendulang cemooh dari banyak kalangan seba&gérasi munafik, yang
melabel diri sebagai birokrasi keagamaan tetaph jdari nilai-nilai agama itu
sendiri. Salah satu pusat cemoohan itu adalah jayaakingkat korupsi yang
dilakukan oleh para aparaturnya, suatu tindakarg y@ianggap tidak segaris
dengan label agama yang melekat pada kantornya.

Identifikasi sebagian masyarakat, termasuk temanaste saya sendiri
terhadap Kantor Agama yang buruk dan korup membpuoaisi saya sebagai
pegawai di dalamnya turut menjadi sorotan. Kenyatga, cemoohan sebagian
rekan saya itu juga ada benarnya. Proses rekruipagawai baru di Kantor ini
juga kerap menjadi tudingan bahwa Kantor yang satlerap tidakfair dalam
melakukan proses pendulangan calon pegawai basse®yang dilakukan tidak
dilakukan secara profesional, melainkan banyak a@erkolusi, nepotisme, dan
permainan uang. Hal seperti itu juga saya alandigsen

Hari pertama masuk Kantor, saya diperkenalkanstédftain yang berjumlah

9 orang, tidak termasuk Kepala Seksi. Hari pertailmasaya belum bertemu
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dengan Kepala Seksi yang dikhabarkan tengah menjpéasawatan akibat sakit.
Esok harinya, saya diajak oleh Abdul Basith untulenemui sekaligus
diperkenalkan dengan Kepala Seksi di rumahnya. fesaya di sana, saya
diperkenalkan dan diterima dengan baik. Kepala iSaeksnerupakan salah satu
pejabat kantor yang cukup lama menjadi pegawai yangenurut pengakuannya
— tidak pernah dan tidak mau mengalami mutasi grdtarja) ke wilayah yang
lain. Di akhir obrolan yang berlangsung sekitaugatn itu, Kepala Seksi hanya
berpesan agar saya bekerja dengan baik layaknyavpedi kantor pemerintahan
dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Di awal-awal bekerja sebagai pegawai baru, sayi leadnyak berpangku-
tangan mengingat kegiatan yang ada di Seksi tabaf thendekati masa akhir
dan hanya menyisakan satu kegiatan yang belunksara. Saya sering melihat,
para pegawai di ruangan hanya duduk-duduk, ngolat@u maingame di
komputer yang sudah butut. Sesekali ada tamu yatasng untuk mengurus surat
permohonan dan yang sejenisnya. Sepuluh hari mkegk dengan suasana
seperti itu sungguh kurang mengasikkan. Lalu sagacoba bertanya ke Abdul
Basith tentang rencana-rencana kegiatan ke depamehgatakan bahwa dalam
waktu satu bulan kedepan akan diadakan kegiataar He=skala kota, yang
bernama Forum Silaturahim Kyai-Santri se-Kota.

Kegiatan tersebut, menurut Abdul Basith dan Baitrdihi (keduanya adalah
staf) merupakan kegiatan besar yang baru pertaihailkksanakan oleh Seksi.
Kegiatan tersebut berupaya mengumpulkan seluruh bagm Pendidikan
Keagamaan se-Kota dengan jumlah peserta didikeseki@00 orang bisa hadir
dalam kegiatan tersebut. Sebagai suatu kegiataar luEs1 baru kali pertama
hendak dilaksanakan, maka diperlukanlah suatu kogaeg cukup baik demi
keterlaksanaannya.

Abdul Basith yang tahu latarbelakang aktifitas flaga pendidikan saya lalu
meminta saya untuk memeriksa proposal, atau jikpknu, saya dipersilahkan
untuk mengoreksinya sekaligus memasukkan nama dsilesmnan kepanitiaan.
Posisi baru sebagai panitia membuat saya mulai hixemmiibungan yang dekat
dengan pegawai lain. Keterbukaan informasi terhddapdisi dan mekanisme

kerja di ruangan mulai saya dapatkan. Saya musai imerasakan dan tahu bahwa

Universitas Indonesia
Para aparatur..., Miftahus Surur, FISIPUI, 2012



meskipun hubungan keseharian antar-staf terlih&uguwbaik, tetapi masing-
masing memendam prasangka-prasangka dan “penikhiasus” terhadap staf
yang lain. Sederhananya, staf yang satu mengarfggjapa staf yang lain tidak
kredibel, ada juga yang menilai bahwa perputarasithkegiatan hanya berada
di staf tertentu belaka, serta ada pula yang mebdawa staf tertentu sangat
berhasrat menjadi pimpinan di Seksi ini.

Nani Yusilawati misalnya, salah satu pegawai pereanpyang sudah berada
di seksi ini selama tujuh tahun menceritakan bagaarsuasana di dalam ruangan
yang meskipun terlihat “biasa-biasa” saja namunymepan bara api yang selalu
siap untuk membakar para stafnya.

“Sejak Pak Kasi sakit, kendali ruangan untuk melak&an program
dipegang oleh dua orang, yaitu Pak Abdul Basith Bak Kirmanto. Dua
orang itu sangat lihay “bermain”, mroyek melultoe kudu ati-ati, jangan
sampai dipengaruhi oleh mereka, apalagi Abdul Badiia itu meskipun
masih muda, tapi sangat lincah dan licin. Banyadjdtan yang tidak jelas
duitnya lari kemana aja. Ntéwe bakalan ngerti lah,” ujar Nani dengan logat
betawinya yang cukup kental.

Sebenarnya, informasi dari Nani tidak membuat dag@n. Ada beberapa
pra-kondisi yang membuat saya terbiasa saja dengarmasi itu. Pertama
informasi-informasi yang beredar tentang kinerjarafur birokrasi pemerintahan
yang doyan uang sudah kerap saya baca dan sayardselgagaimana informasi
yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Selain bdeydk di media massa
bermunculan tentang kinerja birokrasi pemerintayaarg amburadul, saya sendiri
memiliki banyak teman yang bekerja sebagai pegasgeri di Kantor Agama.
Mereka kerap menceritakan tentang keburukan-kelnriknerja birokrasi, yang
mereka sebut sebagai masalah sist€gdug pertama kali masuk di Seksi ini
saya sudah mendapat suntikan informasi dari AbdagitB yang mengatakan
bahwa suasana di birokrasi sering kurang kondusyanggur, intrik antar-
pegawai, dan hubungan hirarkis yang kuat.

Hari demi hari, informasi dari Abdul Basith itu raukaya rasakan. Selama 4
(empat) bulan pertama sebagai pegawai, baru terdl@akegiatan yang saya
jalani. Artinya, hari-hari di kantor lebih banyakachnya. Dalam hal inilah saya

membatin, “alangkah ruginya negara ini membayaitbdganyak pegawai yang
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tidak melakukan banyak hal yang berarti bagi madsair” Pada empat bulan
pertama itu pula saya mulai mendengar suara-suarbasg dari sesama pegawai
yang menginformasikan keburukan pegawai yang ldimgga kepiawaian
pegawai untuk menyiasati laporan kegiatan yang akiperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) di akhir tahun anggard®.20

Hamparan kisah ini saya torehkan sebagai ingatamadap pertemuan
pertama kali dengan Kantor Agama. Suasana, infarrhabungan keseharian,
dan penglihatan terhadap realitas kerja di birokitatah yang kemudian turut
menjejaki dan melatarbelakangi penelitian ini. Sayarasa ada sesuatu yang
membuat saya terbesit rasa aneh.

Pertama, Kantor tempat saya bekerja adalah kantor yang lberlagama.
Sejauh yang saya tahu, Kantor Agama tentu sangaede& dengan agama itu
sendiri. Kantor Agama lebih merupakan suatu lembadministratif sebagai
pelaksana fungsi-fungsi birokratik negara. Karendatrs/a yang lebih
administratif, maka ia sulit untuk secara langsbhathubungan dengan agama itu
sendiri. Dengan pengertian lain, kesalehan spirityang dimiliki dan
dipraktikkan oleh para aparaturnya tidak mesti lapjadengan lembaga
administratif yang ada. Pemahaman seperti ini teafja tidak selaras dengan
pandangan beberapa pihak yang melihat keterkagizars langsung antara agama
dan birokrasi yang tercermin dari perilaku paragvesy yang ada di dalamnya.

Kedug birokrasi berikut mekanisme yang terdapat didalganmerupakan
struktur yang begitu kuat sehingga menyulitkan geelakunya untuk keluar dari
struktur itu. Di dalamnya terdapat pihak-pihak yalgrkeinginan untuk
mendominasi pihak lain, tetapi juga muncul perilplarilaku tertentu untuk
melegitimasi tindakan yang dilakukan oleh para afpanya.

Kondisi struktur yang demikian itu membuat karyawsait untuk keluar
daripadanya, kecuali hanya melakukan penyiasatapgmatan sembari berharap
agar keinginannya bisa terwujud. Para karyawarsegperti sadar bahwa mereka
terkekang oleh struktur yang ada, tetapi sangat snotuk menentangnya atau
meninggalkannya. Yang bisa dilakukan adalah bagaanmaenyiasati struktur itu
dan dengan sadar membuat strategi-strategi untagmaelapinya.
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Dalam konteks ini saya teringat akan Anthony Giddgi984) yang
menyatakan bahwa setiap orarartOr, agent selalu hidup dalam bentangan
struktur lalu kemudian meresponnya menurut kesadé@teskursif dan praktis)
yang ia miliki. Bentangan struktur tersebut kemudiaenjadi sarana yang
menuntunagentuntuk melakukan praktik sosial. Artinya, strukbagi Giddens
bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mengekaogstfain), melainkan juga
membebaska(enabling sebagai proses timbal balik (dualitas).

Pembebasanefiabling itu bukanlah sesuatu yang melepaskan agent dari
struktur, sebaliknya, justragentmemiliki kemampuan untuk ‘berenang dengan
indah’ di belantara struktur karena bagaimanapusisp@gent justru sangat
tergantung pada belantara struktur itu sendiri.adasanagentuntuk menjemput
tujuan mereka secara signifikan dipengaruhi oleingudimana terjadinya relasi
sosial antara individu yang kemudian membentuktpealosial (Callinicos, 2004;
100). Titik tekannya bukanlah pada bagaimagentitu memercayai struktur,
melainkan pada kemampuagentmengarungi samudera struktur.

Satu hal yang membuat saya kerap terhenyak adatathan banyak oang
bahwa Kantor Agama tidak menjalankan perannya selmgkrasi keagamaan.
Saya sendiri berusaha mencari jawaban dari peranyaengapa sebagian
aparatur Kantor Agama ini begitu saleh dalam pearilandividual tetapi
membentuk dan mempola tindakan-tindakan yang tidsarus dengan
normatifitas agama itu sendiri?

Saya melihat adanya ketidakmemadaian hubungan largsung antara
agama dan birokrasi, di mana yang satu bersentigragan bagaimana seseorang
memahami dan meyakini tentang “sisi lain” (misalnyaengenai Tuhan,
kematian, hal-hal gaib, kesalehan spiritual), sdaranyang lainnya (birokrasi)
banyak bersentuhan dengan bagaimana memberikalyapata administratif
kepada masyarakat. Dua titik yang berbeda huluhdanitu merupakan kondisi
yang menyulitkan untuk menarik hubungan dan aruwsmraelangsung antara
agama dan birokrasi.

Di samping itu, ketika memikirkan tentang agama biaokrasi, saya merasa
kembali ke masa lalu di mana negara ini merasa petiuk membentuk birokrasi

agama bukanlah dalam rangka untuk meneguhkan kesakosial, melainkan
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lebih untuk memperkuat otoritas negara terhadap yanakatnya melalui
pembentukan birokrasi yang khusus melayani kebutuhasyarakat di bidang
keagamaan. Jika dihubung-hubungkan, mungkin inikai@nnya dengan salah
satu visi negara mengenai pentingnya memahami damgamalkan falsafah
ketuhanan Yang Maha Esa. Mewujudnya falsafah tats#ddam bentuk birokrasi
agama sepertinya merupakan signifikasi atau saédustmbolis dari adanya suatu
keinginan yang besar dari negara untuk selalu ragpasting memperlakukan
agama secara khusus. Pentingnya memperlakukan agao@a khusus itu
merupakan suatu upaya untuk meneguhkan otoritagraelgagi masyarakat
melalui praktik-praktik yang dominatif dengan mematkan negara sebagai
‘pengayom’ utama pelayanan publik dan juga legitimeetika bahasa agama itu
sendiri dipakai dan dianggap sebagai bagian yantingebagi masyarakat.

Berbagai hal-ihwal yang saya lihat dan saya antatah yang kemudian
menjadi suatu dorongan untuk melakukan suatu gemelrang lebih mendalam,
yaitu tentang strategi-strategi kreatif aparaturolbiasi dalam menghadapi
belantara struktur yang melingkupi kehidupan merg&am keseharian mereka
sebagai aparatur. Agama, yang dalam hal ini sebgaamerujuk pada ruang
kerja mereka yang dinilai banyak pihak ‘seharusng@@mengaruhi kinerja
aparatur, meskipun tidak menjadi fokus langsung p@nelitian ini, tetapi juga
tidak serta merta diabaikan karena label agama yemgmpel dalam birokrasi
tersebut sudah menjadi suatu tata-simbolik yang améikn penafsiran, bahkan
harapan terhadap kesatu-arusan antara — meminjgah iSeertz (1981; 211) -
pengalaman relijius dengan praktik keagamaan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana disinggung di atas, penelitian ini k&ndentang strategi-
strategi kreatif aparatur birokrasi menghadapi k$tnu yang melingkupi
keseharian mereka. Strategi, sebagai suatu praktikagent atau dalam hal ini
adalah aparatur birokrasi mencakup penyiasatanigpeatgn, respon, dan upaya
mempertahankan atau mengubah keadaan yang ada sladtumruang dan waktu
sehingga pada akhirnya membentuk suatu pola yangadie“identitas” dari

aparatur dan/atau birokrasi itu sendiri.
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Dengan demikian, pokok permasalahan yang dibahsndpenelitian ini
adalah pada strategi sebagai bagian dari prakskalsaparatur birokrasi yang
membentuk atau dibentuk oleh struktur yang adagsebsuatu proses timbal-
balik antaraagentstruktur dimana seolah-olah kemudian tanpa tersad@ara
sistematis bagaimana praktik itu sendiri terjadi.

Berjejak dari pokok permasalahan seperti itu, madaelitian ini berupaya
menjawab beberapa pertanyaan yang menggelayuttataaya:

1. Bagaimana praktik sosial aparatur birokrasi yandeelja melayani

masyarakat di bidang kehidupan keagamaan?

2. Bagaimana strategi mereka merespon struktur daigratan sehari-hari

di sebuah birokrasi?

1.3 Telaah Pustaka

Birokrasi tempat saya bekerja dan juga saya anuatiah birokrasi yang
fokus pada bidang kerja pelayanan kehidupan berag&®rbagai kajian yang
terhampar tentang birokrasi keagamaan di Indordadah kajian-kajian tentang
Kementerian Agama (sebelumnya Departemen Agamas$il Hajian tentang
Kementerian Agama sebagai birokrasi pemerintahary y@erwenang mengatur
tata-kehidupan (ke)Agama(an) “resmi” di Indonessatif banyak terhampar.
Dari mulai telaah kesejarahan berdirinya Kementewagyama pada 3 Januari
1946 hingga berbagai transformasinya pada zamanni&ek yang harus
berkerudung kepatuhan pada prinsip reformasi bagkijuga banyak yang
bermunculan. Termasuk pula menyeruak kritik terpadeberadaan Kementerian
Agama yang telah dengan sendirinya mempraktikkadakan-tindakan politis
dengan menjadikan agama sebagai ideologi dan kakomafDhakidae, 2003;
Baso, 2008).

Berbagai hasil kajian itu lebih banyak memfokuskin pada peran dan
fungsi (terkadang secara politis) Kementerian Agasehagai institusi. Yang
ditelaah dan menjadi fokusnya adalah latarbelakbaglirinya Kementerian
Agama dan perilaku-perilaku institusional Kemerderi Agama yang
mendasarkan diri pada regulasi-regulasi yang mele&danya. Suminto (1996
[1985]) misalnya, mengatakan bahwa sejak zamannialourusan agama
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menjadi fokus yang sangat penting sehingga padanth899 pemerintah kolonial
mendirikan Kantoor voor Inlandsche zakewyang bertugas sebagai penasehat
urusan pribumi bagi pemerintah kolonial. Berdiringantoor voor Inlandsche
zakenini dianggap sebagai awal mula politik etis koldnyang justru menjadi
“mata-mata” yang mengawasi perilaku masyarakat upmibuntuk kemudian
dilaporkan kepada pemerintah kolonial. Logika it@mpaknya mirip dengan
kerja-kerja etnografi pada masa-masa awal di Edga Amerika yang selalu
identik dengan upaya pemerintah kolonial untuk neeadj masyarakat pribumi
lalu kemudian berusaha menjinakkan dan menundukieann

Lain halnya dengan Suminto, Baso (2005) menguraiken lain dari
keberadaan Kementerian Agama. la menjelaskan balwdirinya Kementerian
Agama, selain sebagai warisan kolonial yang sefaémosisikan diri sebagai
pengawas bagi seluruh perilaku keagamaan masyargkiiumi, juga
memerankan diri sebagai institusi negara yang gecautlak menentukan
keberadaan agama-agama yang diridhai di Indonekeigus menjadi pembina
dan pembimbing (pengadil) bagi keberadaan keyakyaag tidak sejalan dengan
agama resmi sehingga bisa kembali ke pokok-pokakaajresmi. Ini berarti
bahwa Kementerian Agama merupakan konsekuensiigaratik dari keinginan
untuk mempertegas fungsi sistemik dan integrasionasimana keberadaan
ragam agama, terutama dalam bentuk agama lokajgh@nsebagai penghambat
berdirinya bangsa yang satu dan kuat, sehingga Kiema&n Agama perlu
mempertegas fungsinya sebagai tangan pemerintah lpartugas mengawasi
kegiatan keagamaan, membimbing dan membina geralsiik agar kembali ke
ajaran induk agama, serta mengharuskan setiap m&ayaintuk menegakkan
hukum dan peribadatan agama (resmi).

Sementara Dhakidae (2003) lebih menyoroti sisilmge dan kekuasaan dari
agama yang diperankan oleh kementerian Agama. lg@skidak secara spesifik
dan detail mengungkapkan tentang wajah Kementéwmma, tetapi keberadaan
Kementerian Agama — pada sisi ideologis dan kelaraga — merupakan cermin
atau bentuk lain dari pemapanan ideologis tentgagna dan juga kekuasaan di
Indonesia. Pantulan ideologis dan kekuasaan icererin misalnya dari semakin

kukuhnya keinginan dari Kementerian Agama sebagaijgga doktrin yang
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dianggap paling benar dan berkolaborasi dengandgepenjaga doktrin lainnya
seperti kejaksaan dan kepolisian.

Kajian-kajian tersebut tampak lebih banyak memiagrilsorotan terhadap
hubungan antara Kementerian Agama dengan pihak(ta@&syarakat, lembaga
non-pemerintah, dan lain-lain) dan fungsinya dalarhungan antara negara dan
masyarakat. Sedangkan kajian yang memfokuskan padaimana tindakan
orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi KenraarieAgama sendiri kurang
mendapat perhatian. Bahkan beberapa kajian yamgitkhn oleh “orang dalam”
Kementerian Agama sendiri juga banyak memberikarsippada bagaimana
proses-proses dan bentuk-bentuk transformasionatratis Kementerian Agama
dari waktu ke waktu. Djunaidi (2009) dalam bukunyamamika Membangun
Strategi & Profesionalitas Birokrassecara cukup detail menjelaskan tentang
perubahan positif Kementerian Agama dari waktu le&tw yang tercermin dari
peningkatan kualitas perencanaan dan peningkataggaesn pada setiap
tahunnya. Peningkatan signifikan perencanaan dggaaan dari “hanya” 6,8
trilyun pada tahun 2006 hingga 26,6 trilyun padauta2009 dianggap sebagai
salah satu indikasi kesuksesan Kementerian Agamaandzengelolaan kehidupan
keagamaan di Indonesia.

Birokrasi Kementerian Agama, pada dasarnya tidak jaerbeda dengan
birokrasi Negara pada umumnya. Birokrasi denganbdgai dimensi
pengertiannya (Farazmand, 2009: 5): baik yang mkrpada Weber sebagai
organisasi masyarakat modern yang berkarakteksatando, garis hierarki yang
jelas, pembagian kerja dan spesialisasi, sisteruitelen, serta peraturan dan
kewajiban; maupun berbagai organisasi berstrukiemgdn misi, fungsi dan
proses-proses yang berdampak pada lingkungan ahtgam eksternal merupakan
suatu elemen penting atau mesin untuk menjalankgloruh  mekanisme
pemerintahan (Negara): atau juga merujuk Kante®X)l%ebagai konsep yang
menggambarkan adanya seperangkat posisi dengaaghertugas, tanggung-
jawab, dan hak yang diserahkan pada orang-orangukhyang dipilih secara
formal menurut peraturan dan prosedur yang tertuleyupakan gejala yang
muncul di negara dan masyarakat modern, khususniaoga pada akhir abad
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ke-18 beriringan dengan revolusi industri dan resoperancis (Ong Hok Ham,
2002: 19).

Sebagai gejala modernitas, kehadiran birokrasindiomesia sebenarnya
tidak bisa lepas begitu saja dari akar-akar kedmhsejarah Birokrasi di Eropa
yang kemudian diterapkan di Hindia Belanda (Ind@)esLombard (2000)
misalnya, meriwayatkan bahwa birokrasi modern makap warisan dari
kerajaan-kerajaan agraris yang digunakan sebaganamzar kekuasaan.
Sedangkan pegawai negeri yang pada awalnya diskEmganpamong praja
(Jawa: pengemban kerajaan) dan kemudian disebgladgoegawai merupakan
orang-orang yang bekerja untuk “menjalankan” dareriggerakkan” tatanan
sosial dan dengan itu mereka diharapkan mampu méafgani jarak antara
masyarakat konsumtif modern dengan masyarakat \@ergda pada taraf
akumulasi “primitif” yang mendahuluinya (JId.3/72§aka menjadi maklum jika
pegawai negeri adalah miniatur penguasa yang lastugenjaga ketertiban
(layaknya raja) dan memiliki kekuasaan yang hammnpitlak, yang tidak bergaji
rutin, tetapi mengambil dan/atau menerima hasilian daerah kekuasaannya.

Sementara itu, Ong Hok Ham (2002) mengatakan batenzentuknya
birokrasi dan negara modern di Indonesia (HindiaB#a) dimulai dan
diperkenalkan oleh Marsekal Herman Willem Deand@62-18181) yang
mengklaim dirinya sebagai Napoleon kecil dan beyapaendirikan negara
bermodel Napoleon di negara koloni Hindia-Belariaokrasi yang rasionalpun
ia bangun melalui pembagian fungsi, daerah, daarkiirkekuasaan, baik di
kalangan penguasa Belanda maupun Bumiputra. Paatikdijadikan pegawal
pemerintah Hndia-Belanda dengan gaji yang jelasteia@tur, beberapa keluarga
priyayi mendapat pendidikan, para penguasa loRangreh Praja diberikan
wewenang kekuasaan untuk mengatur masyarakat Btmmipdan berbagai
pengkondisian lainnya yang semakin memperjelashnajakrasi pada waktu itu.

Mencermati sejarah pembentukan birokrasi di Indenesaka tidaklah aneh
jika keberadaan birokrasi merupakan cermin darekattaan negara itu sendiri.
Dan ketika negara menjelmakan diri sebagai pihakgy@erwenang mengatur dan
mengelola masyarakat, maka berbagai perangkat kengudidalamnya harus

efektif, rasional, ketat, berlaku umum, dan memfiikus.
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Dari beberapa hasil kajian yang ada, dan sejaublpsiran saya, sepertinya
terdapat kekurang-memadaian porsi untuk melihaksitural yang dinamis dari
Birokrasi Kementerian Agama. Apa yang saya maksaid sisi kultural yang
dinamis adalah bagaimana posisi dari para pekegjadftterian Agama sendiri
dalam mengenali wawasan dan pengetahuan tentamgaprp kegiatan, tugas
pokok dan fungsi Kementerian Agama menurut pos&é @orsinya masing-
masing. Lalu, bagaimana pula pengetahuan merekarigeulur dengan seluruh
tindakan mereka sehari-hari dan bagaimana gagasatirdiakan itu mengalami
relasi dan kontestasi dengan pihak-pihak lain. ASusaya dengan merasa
penting untuk melihat hal tersebut adalah untuk jeleskan bagaimana potret
yang lebih nyata tentang budaya birokrasi yangetsibdari tindakan keseharian
staf (karyawan/pegawai), bukan semata-mata sebagti institusi atau birokrasi
formal belaka, melainkan suatu wujud dari kontestesnflik, atau siasat dari
seluruh aparatur birokrasi yang mengoperasikannrasokrasinya untuk tujuan
dan kepentingan mereka masing-masing.

Mencermati hal tersebut menjadi penting karen&tsdalikit yang berasumsi
bahwa birokrasi keagamaan meniscayakan adanyaajasej antara pengetahuan
normatif agama dengan tindakan praktis para apangu Dan ketika asumsi
tersebut tidak lagi memadai, lalu mengapa dan dandetak terjadinya

keterpelesetan antara ‘kesalehan spiritual’ demigaakan konkret sehari-hari?

1.4. Per spektif Teoretik

1.4.1. Practice: Meminjam Pierre Bourdieu

Entah sudah berapa banyak kajian akademik-ilmiatg yaenggunakan
perspektif Pierre Bourdieu (1930-2002) untuk mennonpemahaman dalam
mencermati persoalan-persoalan sosial-budaya lkekinKajian ini pun
demikian. Terlepas dari perdebatan tentang mengaueopologi harus
merujuk Bourdieu atau tidak, meminjam Bourdieu petaenarik untuk
dijadikan sebagai arahagujdancg dalam menelaah suatu peristiwa empirik
yang kemudian coba diabstraksikan dalam suatu gaésnahaman yang lebih
bisa dipandang sebagai suatu hasil karya penetitaaorang.

Pierre Bourdieu menjadi penting dan menarik untiolijuk, paling tidak

untuk turut mengamini adanya gejolak “konfliktuadalam teori-teori ilmu
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sosial yang terkungkung dalam oposisi antara “kelmknstrukturalisme” yang
lebih mengutamakan struktur daripada pengalamaargysusubjek dengan
“kelompok fungsionalisme” yang lebih menekankangpaéngalaman (suara)
subjek ketimbang struktur. Bourdieu — selain Gidden datang dengan
pemikirannya untuk “mendamaikan” ketegangan angénaktur dan tindakan
subjektif (kerapkali disebut dengagency, bukan lagi sebagai dua hal yang
bertentangan melainkan dua hal yang saling bertggsudan tak terpisahkan.
Haryatmoko (2003) menjelaskan bahwa penyatuan keadhsur tersebut
(struktur danagency mampu mengatasi dikotomi antara individu-masyatr,ak
agen-struktur, dan kebebasan-determinisme, bahiEnmampu membongkar
strategi dominasi sekaligus menunjukkan letak k&iddilan dan
ketidaksetaraan.

Proses-proses dialektik antara agen dan strukiuehit yang oleh
Bourdieu disebut sebagai praktik. Dialektika teirjedtika internalisasi yang
eksternal dan eksternalisasi dari yang internal jatersuatu jalinan proses
yang terus berjalan (Bourdieu, 1977: 72). Setiavidu lahir dan hidup dalam
suatu lingkungan yang gegap dengan berbungkus-benfgnomena, suatu
kondisi eksternal yang tak mungkin terhindarkanlaBekondisi seperti itulah
agen dipengaruhi, dibentuk dan mewujudkan aktitgaentu. Sementara pada
saat yang sama, agen pun tak selalu diam dalanmapéndari yang eksternal
itu. Agen selalu merespon dan mengkonstruksi yakgiemal itu menjadi
sesuatu yang lebih produktif.

Lalu, apakah dengan demikian proses dialektis iapat dianggap
sebagai suatu proses bolak-balik yang sederhana@liBa menolak anggapan
itu karena asumsi seperti itu berarti menihilkarbdtadaan waktu. Proses
dialektis antara agen dan struktur justru diperantaleh suatu mediator yang
popular dengan sebutan habitus, suatu sistem dssgyasg berulang, struktur
yang dibentuk dan membentuk sebagai prinsip peaggian pengatur praktik
hidup serta representasi, dapat disesuaikan detgaan meskipun tujuan
tersebut tidak harus diandaikan secara sadar iterthulu, secara objektif
diatur tetapi tidak harus sepenuhnya patuh padstyran-peraturan (Bourdieu,
1977: 72).
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Habitus, dengan demikian bukan sesuatu yang terlmelainkan
dikondisikan dalam suatu proses sosial yang culagapg, baik itu melalui
sosialisasi maupun pembelajaran ketrampilan tertegang kemudian
membentuk tindakan praktis. Unsur pembelajaranatip struktur eksternal
yang dibatinkan oleh agen dan kemudian distrukturkembali kedalam
tindakan praktis serta seolah-olah tidak perlu idgmg/akan kembali oleh agen
mengenai pewujudannya itulah yang menjadi jantuags&ptual Bourdieu
tentang habitus. Sebagai penggerak pemikiran,karddan representasi, maka
habitus dipandang mampu mengarahkan tindakan setigpn dalam
mempersepsi kesuksesan atau kegagalan masa depidabytas itu pula yang
mampu mengantisipasi dan mengatur harapan-haraimya suatu semesta
kemungkinan yang tak selalu tetap karena ada aafabhk selalu berubah
(Reed-Danahay, 2005: 109). Dimensi ruang dan waldta keberjalinannya
dengan segala sesuatu yang di(re)produksi secaial smlah yang tidak
mungkin memahat habitus sebagai sesuatu yang tetapitus pun akan
terbentuk dan membentuk perubahan baru tindakaktipreetiap agen pada
setiap momentum dimana jalin-jemalin proses sasals bergeliat. Dalam
konteks ini, Bourdieu tidak pernah khawatir jikarkedian lingkungan sosial
atau dunia berubah dengan cepakh kemudian habitus pun bukanlah suatu
keadaan yang tak mampu mengiringi perubahan itu.

Habitus yang memerantai tindakan agen dan strykéuiu dorongan
yang seolah-olah bersifat niscaya, yaitu modadpital) yang kemudian
berkontestasi dalam ranalkch@mp, fiel). Tanpa modal dan ranah, maka
kreatifitas agen menjadi mandeg dan pada akhirnydi. nModal, bagi
Bourdieu mengejawantah dalam empat hal: ekononsjalsobudaya, dan
simbolik. Modal ekonomi sebagaimana dipahami olehman juga para
pengagumnya adalah kekuatan berdimensi finansiad) yengan itu setiap
agen mampu menembus batas-batas kebebasan. Maslal swerupakan
kekayaan yang bersumber pada posisi diri bersamek pain, baik itu yang
dipandang sebagian kalangan sebagai ketokohanuatagmata-mata karena
dirinya adalah sosok yang berharga bagi masyasakaarnya.
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Sementara modal budaya merupakan kekuatan yangimess
pengetahuan, cita-rasa, pendidikan dan sebagairysy ynembuat agen
menjadi mudah untuk menundukkan dan mendominaakp#in karena modal
budaya ini kerapkali bersinggungan dengan upaya atpdam melakukan
suatu penaklukan tanpa kekejaman, atau yang disBbutdieu sebagai
kekerasan simbolik. Sedangkan modal simbolik medpakekuatan yang
berdimensi kehormatan atau prestise seseorang, getarunan, dan dengan
itu semua ia mampu memanfaatkannya menjadi seswatg bernilai dan
menguntungknnya.

Modal-modal tersebut menjadi tak penting ketikaidak maju dalam
ranah kontestasi dengan pihak-pihak lain. Oleh lsehg ranah kontestasi
antar-modal menjadi arena yang perlu dilihat kar@gan itu akan turut pula
menentukan posisi agen dan bagaimana modal-modsgbtg digunakan.
Menjadi semakin gamblang ketika banyak pemikir na¢aigan bahwa kajian
Bourdieu beringsut dari semata-mata tentang peyarakelas atau relasi kuasa
kearah strategi-strategi agen dalam ranah dengamgamit modal-modal
yang dimiliki. Modal adalah strategi kekuasaan, #&n keyakinan Bourdieu
membisik. Bourdieu tampaknya hendak mengatakan &ahwedal perlu
komplit, karena dengan itu setiap agen selalu mienmkkemampuan untuk
membuat modal yang dimilikinya dapat mengguncamghiadan dengan itu
keberadaan agen menjadi diperhitungkan, atau bahkeawujud sebagai
kekuatan yang dominatif.

Setiap staf yang bekerja di birokrasi berlabel agamh memang telah
memiliki modal, sejak ia direkrut telah membawausgtuk andalan, dan tidak
jarang atas kesadaran kepemilikannya terhadap mtdahaka ia menjadi
harus untuk menjadi staf. Para staf itu, tidakrgradalah putra atau putri
kesayangan seorang pejabat yang bukan hanya mierotltkitas untuk
menentukan dan menempatkan angka, jumlah dan derstma pegawali,
melainkan juga adalah teman baik dari sang pengeasaggi (Menteri). Tak
pelak, siapa yang layak dan tidak untuk menjadiapeqg tak sekedar
ditentukan oleh modal budaya (pengetahuan dan kakuavawasan,
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misalnya), tetapi juga oleh hal-ihwal yang lainmédna hal-ihwal yang lain itu
- justru tak pernah terumuskan dalam tata-atur yehg.

Strategi kekuasaan berdasarkan modal adalah unarkpertahankan
(orthodoxg atau mendobrakhgterodoxa kemapanan kekuasaadokd itu
sendiri. Maka menjadi sangat maklum jika sempitmgadal salah seorang staf
membuatnya begitu mudah tersisih, dipindah ke tampat dengan alasan
memenuhi keinginan dinamika birokrasi. Strategidasdaan itu seolah menjadi
sesuatu yang tak terbantahkan lagi ketika tindgkaktis setiap agen dari
masa lalu terkesan mewariskannya sebagai rujukag perlu diadopsi oleh
generasi masa kini.

Secara sederhana, memahami Bourdieu adalah bagamamgerti dan
mencermati tidakan aktif para agent berhadapan atemsgruktur. Tindakan
aktif itu bisa berbentuk adaptasi dan bagaimana pgent bertindak untuk
dapat selalu tepat sesuai dengan, atau terkadafmgnpei dan terkadang
mengelabui struktur yang ada meskipun semuanypa tietiam konteks struktur
yang ada.

Untuk kajian ini sendiri, saya merasa perlu untuénoermati modal-
modal yang dimiliki oleh setiap agen (aparatur kiasi) dan bagaimana
mereka menggunakan modal-modal itu sebagai kekuwsituk menggerakkan
suatu strategi dominasi atau strategi-strategnian Di samping itu, menjadi
penting pula bagi saya untuk melacak dan mempékhhabagaimana habitus
mereka terbentuk dan menggerakkan tindakan prakéscka dalam ranah
Seksi Pendidikan Agama yang kemudian membesut suapaya

mempertahankan kelangsungan hidup, atau juga médragegykannya.

1.4.2 Posisi K ajian

Kajian ini bukan berupaya untuk menelisik hubungatara agama dan
birokrasi (negara), juga bukan mengkaji tentangungln antara agama dan
kebudayaan, meskipun lokus penelitiannya sendiakdkan dalam ranah
birokrasi dengan bidang kerja yang fokus pada pelay kehidupan
keagamaan. Tetapi, kajian ini berupaya mencermati melihat bagaimana

para aparatur memahami struktur serta bagaimanekaenelakukan strategi
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untuk menghadapi struktur itu sendiri. Posisi kajia menjadi penting, paling
tidak dengan beberapa asumsi teoretik yang dapedildan sebagai bahan
diskusi.

Pertama, mengkaji agama dalam konteks antropologi berartanak
mengkaji hubungan antara agama dan kebudayaanleatutepatnya adalah
antropologi agama itu sendiri. Sementara kita tahbwa hubungan antara
agama dan kebudayaan, atau bagaimana menempatkanmedikukan
kontekstualisasi agama dalam ranah sudut panddmglagaan memiliki dan
membutuhkan suatu refleksi teoretik yang tidak demiea, termasuk juga
rujukan konseptual dan kesejarahan yang cukup .pebkla masa awal-awal
meletupnya antropologi misalnya, kajian tentangneadegitu gemar untuk
menelisik kehidupan kelompok masyarakat pedalan@mmitif, terasing)
dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang u&wh kébudayaan
mereka. Kajian seperti itu kerap berselempangkalutspandang yang sangat
positivistik, bukan hanya menempatkan peneliti pgubesisi yang sangat
superior dalam mendefinisikan kebudayaan masyarakelainkan juga telah
tergiring untuk menjelaskan gejala objektivitasidamtitas yang dikaji dan
segaris-lurus dengan dimensi alamiah. Orang-oradgk tpernah dilihat
sebagai sosok yang aktif dan kreatif dalam mereslponrmenegosiasi berbagai
kekuatan dari luar, tetapi justru dilihat sebagesak yang begitu patuh pada
kebudayaan mereka.

Kecenderungan semacam itu mulai memudar ketikat pahdang anti-
positivisme merebak pada tahun 1970-an, khususeyi&akindividu @ctor,
agency menjadi pusat perbincangan. Anti-positivisme yagjajar dengan
postmodernisme (Saifuddin, 2005) bukan hanya megajgikkemapanan
pendekatan positivistik dalam ilmu sosial, melamkaga memberi ruang yang
cukup luas bagi keberadaan individu sebaggéent yang piawai dalam
menyiasati, merespon, dan melawan struktur objegkiiig mengkungkung.
Oleh sebab itu pula, etnografi postmodernis tidai berbicara dan terbebani
untuk mendapatkan representasi keseluruhan bu@ditord, 1988; Barnard,
2000), melainkan pada multivokalitas dan ragagency yang selalu

melakukan negosiasi dan resistensi dalam selutahki ngang terbangun. Pada

Universitas Indonesia
Para aparatur..., Miftahus Surur, FISIPUI, 2012



20

titik ini, dimensi lokalitas, suatu kondisi yangngtatakan oleh Tsing (1998)
sebagai penentuan kedudukgogitioning di dalam konteks tertentu sebagai
bagian dari proses dialog sosial yang terjadi setamus-menerus dan lintas-
batas menjadi penting untuk diperhatikan, karendapsisi itulah perebutan
untuk mendapatkan kekuasaan dan makna terjadi.

Proses-proses seperti itulah yang juga terjadnddd@ian tentang agama
dalam ranah antropologi. Berbagai hasil kajianaegtagama yang dihasilkan
oleh para antropolog menunjukkan bahwa mengkajimagdukan berarti
memahami teks-teks keagamaan yang diyakini menmmii&i penting bagi para
penganutnya, melainkan beringsut pada setiap penahdan tindakan setiap
orang dalam seluruh nafas dan gerak kehidupan yengentuhan dengan
dimensi keagamaan itu. Oleh sebab itu pula, ankogpmenjadi kerap tertarik
untuk melihat, mencermati dan memahami serta splsalimenjawab
pertanyaan-pertanyaan yang muncul, misalnya: bagamapi menjadi sangat
berarti bagi orang Hindu, bagaimana makam Buyut $aihgat penting bagi
sebagian komunitas Using-Banyuwangi (Beatty: 20@6u ruang batin juga
menjadi krusial bagi sebagian besar masyarakat. Jawa

Berbagai hasil kajian itu pula yang kemudian memilkan tafsir
mengenai definisi tentang agama dengan bertitdktalan tergantung pada
perspektif yang dipakai oleh setiap antropolog.d@agan yang sarat dengan
pendekatan struktur-fungsi sangat terlihat olelsamia, Malinowski (1944)
yang memberikan gambaran tentang magis dan riggai bagian penting
dari pertukaran sosial dan Radcliffe-Brown (19528hg memahami struktur-
struktur (batin) sebagai interaksi integratif yareyfungsi sebagai pembentuk
struktur sosial. Sedangkan Harris (1968) dengandgdeatan materialisme
kebudayaannya memandang keberadaan materi sebafgs kebudayaan
masyarakat, hingga pada saatnya Geertz (1972), mamppnen pendekatan
interpretivisme simbolik mendefinisi agama sebaigtiem kebudayaan.

Apa yang menarik dari rentetan “definisi” tentangama itu adalah
menyembulnya tekanan terhadap keterkaitan antanagafmman batin,
keyakinan terhadap nilai-nilai, dan tindakan-tinglak(Stange, 1998: 249).

Keterkaitan-keterkaitan itulah yang membuat telaahtang agama selalu
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mendentumkan gagasan bahwa mengkaji agama tidalp ad&n akan selalu
terpeleset jika hanya melenguk kedalam sisi fordaa normatif dari agama.
Hal tersebut disebabkan oleh karena agama tidakapeberhenti dan final

pada sisi normativitas belaka, melainkan ia sefadlup dan bergerak dalam
keseharian yang meniscayakan adanya gesekan, &@ntan letupan antara
apa yang diyakini dengan apa yang dipraktikkandiktui. Dengan kata lain,

keyakinan yang ditopang oleh teks-teks normatkadang tidak lebih penting
dari tindakan-tindakan nyata di lapangan.

Berbagai studi tentang agama dari sudut pandamgpabgis memang
tidak melihat sisi normativitas agama sebagai suaitpijak dan lubang-
sorotan, melainkan sebagai suatu tautan yang dipésiu setiap subjek yang
memahami dan mempraktikkan seluruh dimensi keagamyaadalam suatu
ruang dan waktu tertentu. Dalam konteks ini, reld@n tindakan dinamis
antara subjek dan struktur menjadi sangat menagjolsepertinya sulit untuk
keluar dari lokus di wilayah itu.

Kedug kajian tentang agama dan birokrasi di Indonesadmnya akan
terseret pada pandangan tentang atau masuk dalah kajian mengenai
relasi agama dan negara. Uraiannya pun biasanyguthaalam kerumitan
memberikan penjelasan mengenai format negara darantarik-menarik
gagasan tentang sekularisme, negara agama, atabinasin keduanya.
Terlebih di Indonesia sendiri, sejarah hubunganm@gdan negara merupakan
sejarah yang dipenuhi dengan praktik dalam tamk-ulerbagai gagasan
tersebut.

Saidi (2001) menyatakan bahwa hubungan antara agkmanegara
sejak pra-kemerdekaan hingga reformasi mengalasangasurut (fluktuatif),
mulai dari ketegangan-ketegangan epistemologis kuntnemformulasi
hubungan agama dan negara yang jelas (tepat) padgoekarno, masa-masa
deideologisasi agama (Islam) hingga era bulan nuadu politik akomodasi
pada era 1990-an.

Keberadaan Kementerian Agama juga mengalami pasaog-menurut
formulasi hubungan agama dan negara dalam rentejagals yang cukup

panjang. Peran-peran yang dilakukan oleh Kement&Xgama selalu berada
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pada lingkaran kekuasaan untuk “menundukkan” agameskipun dengan
atas-nama politik akomodasi agama dalam ruang aedgachtiar Effendi
(1998) mencatat empat hal yang membuktikan adaoiikpakomodasi itu,
yaitu: 1) akomodasi struktural berupa direkrutng@oh-tokoh Islam dalam
birokrasi, 2) akomodasi legislatif berupa dimasukka unsur agama dalam
kebijakan pemerintah, 3) akomodasi infrastruktudagérupa pendirian
infrastruktur yang dibutuhkan oleh ummat Islam kntuenjalankan kewajiban
agama, 4) akomodasi kultural berupa penyelengataanagai festival
kebudayaan Islam di berbagai tempat.

Sejak “diresmikan” berdiri pada 3 Januari 1946 uadabulan setelah
kemerdekaan RI, keberadaan Kementerian Agama nkemiti penting bagi
perjalanan kehidupan agama masyarakat dalam kok&tkdupan berbangsa
dan bernegara. Menjadi menarik karena Kementerigan® kemudian diisi
oleh, bukan hanya umat Islam yang diklaim sebagayamtas di Indonesia,
melainkan juga oleh aparatur yang secara kulturgkad dengan nadi
kebudayaan pesantren di lingkungan Nahdlatul Ul@xtd). Relasi-relasi yang
terbentuk dalam rentang sejarah yang cukup panpangrnyata menancapkan
suatu kondisi “kenikmatan” generasi untuk terus dueluki Kementerian
Agama secara turun-temurun.

Menilik kedua tarik-ulur pandangan mengenai kaji@ng dilakukan,
maka saya mengambil posisi pijakan teoretik unteiin mentik-beratkan
kajian ini pada pencermatan terhadap praktik s@sied aparatur birokrasi dan
bagaimana strategi yang muncul dalam menghadapktstr yang ada.
Meskipun para aparatur ini bekerja di bawah naurjarkrasi Kantor Agama,
tetapi hal tersebut tidak serta-merta menempatkamersi (ke)agama(an)
sebagai tilikan yang dominan. Yang justru inginasagri dan uraikan adalah
bagaimana struktur yang ada terbentuk dan membetimidiakan aparatur
sebagai suatu relasi timbala balik melalui proseses signifikasi, dominasi,
dan legitimasi yang mungkin saja terbungkus dalaheba-bahasa agama.

Dengan pengertian lain, yang ingin saya kemukaktaiah bagaimana
keterbentukan dan keterulangan pola tindakan ppasatur birokrasi dalam

ruang dan waktu yang kemudian membentuk praktikakgang ‘khas’ dalam

Universitas Indonesia
Para aparatur..., Miftahus Surur, FISIPUI, 2012



23

kehidupan birokrasi. Praktik sosial inilah yang -ungkin saja - turut
memengaruhi bentuk wajah dari agama dan birokitasiendiri.

Dalam konteks itu, yang juga perlu diperhatikanlaudgerilaku individu
yang terpola dan kemudian membentuk kapasitas tatalksebagai media
pembesut praktik sosial (aparatur) birokrasi. Rkakbsial itu tidak cukup
melihat perilaku-perilaku individu belaka, melainkguga berbagai kiprah,
peran, dan relasi mereka dengan pihak lain. Artipyk, aparatur birokrasi
yang bekerja di Kantor Agama tidak cukup dipandaebagai entitas yang
berada pada suatu payung birokrasi Kantor Agamakaglmelainkan juga
harus ditilik bagaimana relasi budaya mereka demgaak-pihak lain, seperti
pesantren, kiai, organisasi sekolah, dan sebagaifjikan semacam ini
menjadi penting untuk bisa melihat bagaimana tiadalpara pegawai di
Kantor Agama sebenarnya tidak terlepas begitu s&@a pertimbangan
terhadap relasi-relasi itu. Bahkan, sebagai pegaang bekerja di Kantor
Agama, ternyata juga tidak bisa diposisikan sebagtias yang tergiring oleh
kerangka normatif keagamaan mereka, melainkan pirhat sebagai entitas
yang berrelasi dengan berbagai hal (pihak lainyksir, regulasi) dimana
kemudian mereka demikian aktif, lihai, dan piawarrain-main dengan
berbagai hal tersebut yang membuat wajah biroktassendiri penuh gurat
warna yang beragam. Tampaknya, pemisahan antarat@&paegara state
apparatu$ dengan aparatur negara yang Iideologideqlogical state
apparatu, sebagaimana yang pernah dihamparkan oleh Akhu€2006
[1970]) mengalami tantangan di sini.

Posisi perspektif atau titik-pijak teoretik ini ment saya sangat penting.
Saya ingin melihat bagaimana setiap subjek dalarokiaisi melakukan
tindakan-tindakan kreatif dalam seluruh mekanisrae geraturan yang ada
dalam birokrasi itu sendiri. Penglihatan fokus sgpmi akan membantu
pemahaman bahwa setiap subjek yang bekerja di Kakgama memiliki
gerak sendiri yang terkadang jauh dari imajinakiakilain. Agama sebagai
label yang melekat dalam birokrasi Kantor Agamakisnenjadi titik bidik
utama, meskipun ia juga tidak bisa diabaikan sébesgija. Label agama itu,

terkadang tergamit sebagai suatu bagian dari teyaaly membuat banyak
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pihak melihatnya sebagai bagian tak terpisahkanhdakrasi keagamaan itu
sendiri.

Dengan penegasan posisi teoretik ini, pertanyaaangdah dari mana
saya memulai telaah ituPertama pengamatan pada proses keseharian
menjadi penting karena di situlah akan bisa tergakdm dan terpahami
berbagai tindakan para aparatur itedug keberadaan Seksi Pendidikan
Keagamaan sebagai suatu struktur baru di Kantomagpiga perlu dilirik.
Awal munculnya Seksi Pendidikan Agama bisa dibasbagaieventyang
memengaruhi perubahan gagasan dan tindakan sulipgisyang terdapat
didalamnya. keberadaan budaya birokrasi sebelumyad8eksi Pendidikan
Keagamaan akan dievaluasi, mengalami pemaknaan-tanu didialogkan
dengan kehadiran struktur baru yang terus bergldém situasi masa kini
sehingga membentuk nilai-nilai baru.

Mascarenhas & de Vasconcelos (2009) memberikaru sgambaran
yang juga bisa dirujuk tentang bagaimana kedatapgayek Corporate Social
Responsibility (CSR) yang bernama Centre of Develemt of the Rural
Youth di Rio de Janeiro, Brasil telah mendentumkialog-dialog kreatif
antara keberadaan budaya tradisional masa laluadeiagvaran-tawaran masa
kini yang kemudian mengubah struktur sosial-budagayarakat. Keberadaan
sumberdaya ekonomi menjadi ruang kontestasi dim#iabbg kreatif itu
berlangsung. Dalam konteks Kantor Agama, adanyasiSbiru berikut
program dan anggaran telah mau tidak mau mendoraggnt-agent
didalamnya untuk mengejar kepentingan-kepentingareka. Keberadaan
peraturan justru dimaknai sedemikian rupa sehimggaunculkan pemaknaan
dan penilaian baru yang terus berjalan secara dgnadvtungkin inilah yang
disebut Sahlins sebagai revaluasi fungsion&indtional revaluatioi
Meskipun dalam beberapa sisi, cara pandang damakiamd pegawai Kantor
Agama mengalami perubahan, merekapun belum sepgmuheninggalkan
kebiasaan-kebiasaan lama, sementara kehadiratusthaitu membuat mereka
juga harus piawai untuk merespon, mengendalikannyrasati, dan

memainkannya. Proses-proses relasional inilah yaeguntun saya untuk
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memahami dan memotret skema budaya Seksi Pendidkagamaan di

Kantor Agama Jakarta.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh dan memberikan gambardanggrbagaimana
para aparatur memahami dan melakukan strategi madagh (menyiasati,
memodifikasi, dan memanipulasi) struktur yang ati@aka saya lebih banyak
mengamati hubungan-hubungan keseharian antara pegaagaimana mereka
memahami dan memaknai berbagai peraturan, caradcelakukan siasat
terhadap kegiatan dan anggaran, serta bagaimargkaneremengaruhi pihak-
pihak lain yang memiliki hubungan (struktural-kwdl) dengan Kantor Agama
Jakarta.

Pengamatan seperti ini lebih mungkin dilakukan nregeg saya sendiri
adalah salah satu dan merupakan bagian dari K&gama, meskipun harus
diakui bahwa saya sendiri kerap menghadapi kerstaltural mengingat posisi
saya yang dianggap sebagai pegawai baru. Posissifédrkajian ini tampaknya
bisa agak mirip dengan kajian secara auto-etn@grafiatu pendekatan yang
disebut oleh Buzard (2003) sebagai kajian, reptasgnatau pengetahuan
mengenai budaya yang berasal dari salah satu atzerdpa anggota kelompok
(pemilik) kebudayaan. Keadaan saya sebagai pesektligus yang diteliti telah
menempatkan saya berada pada posisi ambang yangtuesaya untuk selalu
melakukan refleksi terhadap proses penelitian.

Meneliti kebudayaan sendiri, atau bagaimana makghatakal menyuarakan
persoalan mereka menjadi suatu kajian etnografigpaemenjadi persoalan pelik
dalam dunia antropologi. Reed-Danahay (1997) mexkam bagaimana
perdebatan yang terjadi mengenai “keabsahan” awdgedfi itu. Hal-ihwal yang
dikutak-katik diantaranya adalah mengenai adanyentiths ganda dpuble
identitieg yang menghinggapi antropolog antara diri sebpgaeliti dan sebagai
yang diteliti. Identitas ganda ini kemudian menyg@ada ihwal yang kedua, yaitu
mengenai autentisitas “suara” yang digemakan, asiapa yang meyuarakan dan
disuarakan terkait persoalan yang menjadi lokuglgem.
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Terlepas dari perdebatan panjang mengenai poseetaografi dalam dunia
antropologi, satu hal yang kemudian muncul adatatyataan bahwa refleksi diri
mengenai kebudayaan sendiri tetap dianggap pekfingna hal tersebut tetap
merefleksikan suatu skema budaya dari subjek yahgphdalam konteks sosial
yang lebih luas. Jika hanya autentisitas kajiangyaipertanyakan, maka hal ini
hampir senada dengan pertanyaan mengenai “kealisgierelitian yang
dilakukan oleh orang-luar untuk meneliti budayanlgiang kemudian dalam
sejarah panjang antropologi disebut sebagai kdieag yang lain ¢olonializing
otherg. Mungkin, karena hal-hal seperti itu, maka autogtafi sendiri lebih
diposisikan sebagai etnografi dalam dunia postmodeyang selalu
mempertanyakan kemapanan-kemapanan diskursussp@agentisitas, identitas
tunggal, dan sebagainya.

Untuk menjembatani pertanyaan mengenai autentidaas‘keabsahan” itu,
Reed-Danahay (1997) memberikan suatu postulat yaegurut saya menarik
untuk dicermati bahwa yang patut dipersoalkan biakaautentisitas atau suara
budaya seperti apa yang digemakan, melainkan slapabagaimana kajian itu
sendiri dilakukan. Hal ini sebenarnya terkait dengasetodologi penelitian yang
harus dilakukan. Baginya, sejauh penelitian ittaldikan secara ‘profesional’,
dalam arti mengerti tentang bagaimana melakukaelpi@m, maka hal itu tidak

akan “menyalahi” tradisi panjang penelitian antiogcs.

“Here, issues of authenticity of voices and of meunarrative come into
play when the autoethnographer is not a profeskiamropologist. When
an autoethnographers is a professional anthropsti|lagsues are raised about
the methodological issues of doing an ethnograpdty fome”, given the
long-standing tradition in this discipline of study “others.” (Reed-
Danahay, 1997: 9)

Dalam penelitian ini, saya cukup memahami bahwaspsaya yang meneliti
budaya sendiri tentu akan menimbulkan pertanyadnysusnya bagaimana
menempatkan “keabsahan” data atau informasi yaym dapatkan. Sepintas lalu,
posisi saya seperti itu di satu sisi memudahkaa sayuk membangun hubungan
yang sangat terbuka dengan teman-teman se-kamgr jyga informan utama

saya. Karena mereka tidak segan-segan untuk mekaeri banyak hal yang
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selama ini menjadi kebiasaan dalam menjalankansidarja, atau yang biasa
dikenal sebagai Tugas Pokok dan Fungsi (TupoksihkBn, karena posisi saya
sebagai “orang dalam” dari birokrasi yang sayditetiaka pada dasarnya saya
adalah sumber data itu sendiri. Tetapi di sisi,l&n-isu seputar persoalan yang
sensitif, seperti masalah keuangan atau kemungkegadinya penyimpangan,
maka akan menimbulkan pertanyaan sejauhmana insor@eu pengakuan yang
diberikan informan itu tepat, tidak menipu, ketikareka tahu bahwa saya sedang
melakukan penelitian atau dianggap sebagai orangdddingkungan mereka.

Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan satyk umeyakini bahwa
informasi itu tepat adany&ertama, posisi saya sebagai pelaku dari seluruh
mekanisme kerja yang terjadi di kantor membuat sE@at menarik garis-temu
antara informasi dan hal-hal praktis yang terjadhasi-hari. Kedua, ketika
informasi itu menyangkut keberadaan pihak lain, anp&ngecekan kepada pihak
lain itu tetap dilakukan, sehingga informasi yamgedkan dapat diketahui tingkat
“validitasnya.”

Oleh karena penelitian ini merupakan pnelitian lyadaendiri, maka saya
banyak melakukan pengamatan sekaligus merefleksi y@amg saya lakukan.
Obrolan dan wawancara yang saya lakukan denganwpegagawai yang
bekerja di Seksi Pendidikan Keagamaan belaka teta@ lakukan. Tetapi
wawancara dengan orang-orang tertentu yang mepusisi penting di kantor ini
belum mampu saya lakukan secara mendalam. Selagn&aharus melalui
prosedur, posisi saya sebagai pegawai baru memgagisandungan tersendiri.

Pada akhirnya, wawancara yang saya lakukan pun Ilsatgesi, atau lebih
banyak saya lakukan dengan para pegawai di Seksiidtkean Keagamaan saja.
Pembatasan ini, selain disebabkan oleh keterjangak@enelitian, membatasi
subjek penelitian merupakan pilihan yang tidak nkimgdihindari dengan
harapan bahwa meskipun penelitian ini bersifat askopik tetapi tidak
kehilangan nuansanya untuk bisa menjelaskan persparsoalan yang lebih
besar.

Dengan menggunakan metode penelitian seperti aya derharap bisa
memberikan gambaran tentang skema budaya Seksiidikamd Keagamaan

Kantor Agama Jakarta sebagai salah satu wajalbuekirasi di Indonesia.
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1.6 Sistematika Penulisan

Fokus kajian ini adalah strategi para aparatur kb menghadapi
struktur.. Pemaparannya mengarah pada bagaimasasppooses kreatif yang
dilakukan oleh para pegawai Seksi Pendidikan Keagamterhadap struktur
eksternal mereka yang kemudian menyembulkan ptegréang keterpelesetan-
keterpelesetan dan ragam-semburat wajah biroKfasiapan-tahapan penyajian
hasil penelitian ini akan diuraikan dalam lima lzegi

Bab | merupakan landas-pikir yang memaparkan tgntatar-belakang,
permasalahan, tinjauan pustaka, perspektif teprééis metode penelitian yang
dilakukan termasuk bagaimana saya harus membamagyort dengan informan
atau juga mejelaskan posisi-diri sebagai penekabgus pihak yang diteliti.

Bab Il memaparkan tentang potret kesejarahan, dimésik, letak
geografis, dan fokus kerja Kantor Agama Jakartaydemmemberikan porsi lebih
banyak untuk mengungkap tentang “jati-diri” Seken&idikan Keagamaan. Pada
bagian ini, pemaparan secara deskriptif tentang @paSeksi Pendidikan
Keagamaan lebih menonjol.

Bab Il bagian ini menjelaskan tentang proses-mdseatif dari para agent,
dalam hal ini para pegawai Seski Pendidikan Keagamdalam merespon,
memodifikasi, dan memanipulasi berbagai hal (kdndieraturan, anggaran)
sebagai cara untuk menegosiasi berbagai kekuataluaadirinya.

Pada bagian IV, saya memperlihatkan sisi pentimgadanya ranah kapital
(modal, uang) yang menjadi ruang kontestasi, temkasagaimana upaya
perubahan yang dilakukan oleh beberapa aktor dat@myikapi keadaan yang
ada.

Pada Bab V, sebagai akhir dari kajian ini saya nparkan jawaban dari
pertanyaan yang dirumuskan sebagai permasalahitmanebekaligus sebagai

penutup dan kesimpulan dari ulasan pada bab-batusebya.
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BAB 2
SEKSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN:
JEJAK BARU MASA SILAM

2.1 Ranah Fisik

Seksi Pendidikan Keagamaan Kantor Agama Jakarteteerdi daerah
Jakarta dengan satu gedung, 3 lantai, satu masjithima masjic\l-Muwahhid,
dan 1 gedung satu gedung Koperasi berlantai 5.r&ewrganisasional, Kantor
Agama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, satust@fub Bagian Tata Usaha
(membawahi Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawadkam),6 (enam) orang
Kepala Seksi yang membawahi masing-masing satu. $&¢kberbagai tempat di
Indonesia, Kantor Agama memiliki struktur organisgang sama, meskipun
terdapat beberapa prioritas dan fokus kerja tewp@npada wilayah geografis
dimana Kantor Agama itu berada. Misalnya, di Papamtor Agama lebih
banyak menitikberatkan pada pelayanan terhadap hibasu non-muslim,
sementara di Jawa atau Sumatera, maka lebih meendéitkan pada pelayanan
bagi masyarakat muslim. Setiap Kantor Agama di yaita Kota/Kabupaten
merujuk pada struktur Kantor Agama yang ada dik@drovinsi dan Tingkat

Pusat.

Tabel 2.1. Struktur Organisasi Kantor Agama Tindkasat

Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal

Direktorat

Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal

Bagian
Litbang dan Dikla

Sumber: www.kemenag.go.id
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Tabel 2.2. Struktur Organisasi Kantor Agama Kot&ligaaten

Kepala Kantor

Ka. Sub Bag TU

31

A 4 A 4 A 4

Seksi

Seksi Seksi Seksi Pend. Keagamaan

Seksi

Seksi

Sumber: Bagian Kepegawaian Kantor Agama Kota

Dengan membawahi atau melingkupi tingkat Kota, Kadtgama Jakarta

melaksanakan fungsi dan tugas pokok kinerja berkiasapada ruang lingkup

kewilayahannya. Dengan jumlah sekitar 138 karyaw&amtor Agama Jakarta

terlihat cukup sesak. Hal tersebut bisa terlihasatmya, dalam hal adanya

ketidak-memadaian antara jumlah karyawan dengausf&@inerja yang dilakukan.

Pada hari-hari kerja, kerap terlihat suasana saf#@ai cenderung menganggur

sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejumlah kaagawHanya terdapat

beberapa Seksi saja yang terlihat sedemikian sialdm memberikan pelayanan

kepada pihak luar, seperti Seksi Pendidikan Foryagzlg melayani persoalan

Pendidikan Dasar.

Seksi Pendidikan Formal misalnya, terlihat kerapulsidan menghadapi

banyak tamu yang membutuhkan pelayanan karena Sgksy satu

ini

membawahi bagian pengelolaan pendidikan dasar yaeqiliki hubungan

dengan banyak pihak dalam bidang pelaksanaan pkadidasar. Di Wilayah
Kantor Agama ini, terdapat sekitar 222 Taman Kakekak, 165 Madrasah
Ibtidaiyah/MI (setingkat SD), 62 Madrasah Tsanawilérs (setingkat SMP), 26
Madrasah Aliyah/MA (setingkat SMA), dan terdapaB3 tenaga pendidik di

semua jenjang pendidikan dasar.
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Sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Agama mijkat pusat,
keberadaan Kantor Agama di wilayah Kota/kabupassisi mulai dibentuk dan
melaksanakan fungsinya sebagaimana fungsi urusanaagejak tahun 1974. Jika
Kantor Agama di tingkat pusat sudah sejak lamaibenghitu sekitar 4 bulan
setelah Indonesia  Merdeka, tetapi keberadaan KaAgama di tingkat
Kota/Kabupaten tidak secara langsung diadakan. Meérdirmanto, pada akhir
1960-an, di seantero Jakarta ini hanya terdapakamtor Agama yang terdapat
di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Seraeiigartor Agama di wilayah
lain, menyusul kemudian. Seperti Kantor Agama ybeda di wilayah selatan
pun baru ada pada awal-awal 1970-an atau tepatalgant 1974 dengan
mengangkat Yasin Sultan sebagai Kepala Kantor pangama.

Sejak 1974 hingga 2011, Kantor Agama sudah mengapargantian
kepemimpinan sebanyak 10 kali dengan masa kerjangiagasing pemimpin
(Kepala Kantor) yang sangat variatif. Kepala Kantang pertama, Yasin Sultan
menjabat sebagai Kepala Kantor selama 4 (empaiptaejak tahun 1974-1978.
Setelah itu, Kantor Agama dipimpin oleh: H. BahBalnani (1978), H. Muhamad
Rohmadi (1979-1982), H. Hasyim Adnani (1982-198d), Muhammad Aziz
Dahlan (1986-1993), H. Rojali (1994-1998), H. Ish@®99-2004), H. Tjahjo
Kumolo (2005), HM. Abdul Khair (2006-2009), H. Mustuddin (2009 —
sekarang). Ketidakstabilan masa jabatan yang dijaleh setiap Kepala Kantor
bukan hanya disebabkan karena faktor pensiun, nkalaijuga oleh tidak-adanya
suatu perangkat kebijakan yang jelas dan terdulalely suatu “politik” mutasi
(pemindahan) jabatan. HM. Abdul Khair (2006-200®nuturkan:

“Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Kantor, saygpat menjabat
menjadi Kepala Kantor di beberapa tempat, baikidiyah Kota maupun di
Provinsi. Dari dulu saya punya prinsip, kalau stigak mencari jabatan tapi
saya akan melaksanakan jika diminta dan diperio&hatasan. Saat itu di
Kantor Agama sendiri dipimpin oleh pak Tjahjo daepéla Sub Bag TU
adalah pak Ahmad Bashri. Tetapi karena Pak Tjalgials mendekati masa
pensiun, maka saya dipanggil oleh atasan untuk gaatiggan kursi yang
akan beliau tinggalkan. Biasanya, kalau terjadgaetian Kepala Kantor,
maka Kepala Sub Bag TU itulah yang naik. Saya sekehal cukup baik
dengan Ahmad Bashri karena dia juga masih tekkedbat dengan saya.
Tapi apa mau dikata, saya sendiri tidak bisa ménopéintah atasan. Saya
lalu pindah ke Kantor Agama ini dan Ahmad Bashtapesebagai Kepala
Sub Bag TU. Tidak berapa lama, Ahmad Bashri hargandi oleh Umaro
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Jamsari yangotabene masih saudara sepupu dengan Walikota pada waktu
itu. Saya mendengar bahwa Walikota yang memintaKé&etor Agama
Provinsi agar sepupunya menjadi Kepala Kantor, tapena golongan
pangkatnya belum mencukupi, akhirnya dia hanya mmeaduduki jabatan
sebagai Kepala Sub Bag TU menggantikan Ahmad BaSwementara

Ahmad Bashri sendiri harus rela turun menjadi Kepaéksi Pendidikan

Keagamaan.”

Tuturan dari HM. Abdul Khair tersebut merupakanaéessan tentang betapa
persoalan pergantian jabatan tidak semata-matantuki@n oleh prestasi
kekaryaan dan kualitas kinerja atau karena kelayakerdasarkan golongan
pangkat, melainkan juga oleh kekuatan politik. Osglbab itu, tidak terdapat
suatu rumusan yang baku mengenai berapa lama argeoremegang jabatan
tertentu dan harus bagaimana pula ia mempertahgakatan yang ia pegang.
Dinamika tentang pergantian jabatan bagi PegawgeNe&ipil (PNS) yang ada
di lingkungan Kantor Agama merupakan suatu fenomensendiri yang juga

menarik untuk dikaji.

2.2 Seksi Pendidikan Keagamaan: Kamar Baru dalam Rumah Lama

Seksi Pendidikan Keagamaan merupakan sebutan yaleiah pada suatu
wilayah kerja yang dimiliki, dijalankan, dan beraddawah Kantor Agama
Kota/Kabupaten. Kata seksi merupakan pembeda setasktural dibanding
dengan keberadaannya di tingkat Provinsi dan djkéih pusat. Di tingkat
Provinsi, struktur khusus yang membidangi wilayamdidikan Keagamaan dan
Pondok Pesantren disebut dengan Bidang Pendidikagdtmaan. Sementara di
tingkat pusat disebut dengan Direktorat Pendidikeaagamaan.

Secara umum, Seksi Pendidikan Keagamaan memfokulskgrada urusan
di bidang Lembaga Pendidikan Keagamaan non-forey@rsi Pondok Pesantren
dan Sekolah Agama Islam. Pondok Pesantren merupakatu |lembaga
pendidikan keagamaan yang sudah ada cukup lamagérinini dengan bentuk
pendidikan berasrama (pondok). Sementara SekolamAgislam merupakan
satuan pendidikan keagamaan Islam non-formal yangnyelenggarakan
pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi gismdidikan umum.

Jika Pesantren melaksanakan sistem pendidikanmgadecara yang khas,

dalam arti setiap pesantren memiliki cara-caraetetsi dalam melaksanakan
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seluruh proses pendidikan di pesantren, maka Sekélgama Islam lebih
memiliki keseragaman. Sekolah Agama Islam ini ditalakan secara berjenjang,
yaitu tingkat dasar selama empat tahun, tingkatemgah selama dua tahun, dan
menengah atas selama dua tahun. Karena sifatnyagaelpelengkap dan
berbentuk non-formal, Sekolah Agama Islam dapaikddnakan secara fleksibel,
di rumah-rumabh, di masjid, atau juga menumpangguatas di sekolah-sekolah
tertentu. Dan jika merunut ke belakang, maka kelaiayang hidup di masyarakat
terkait pengajaran agama Islam selain pesantrensdaelum adanya sistem
klasikal seperti madrasah adalah Sekolah Agamanmis@an setelah adanya
madrasah dengan sistem klasikal, Sekolah Agamen Is#éap hidup bahkan kini
mendapat dukungan fasilitas dari Kantor Agama, tdramya berupa kurikulum,
guru, dan bantuan lainnya.

Sebagai unit kerja yang bersifat hirarkis-vertikddeberadaan seksi
Pendidikan Keagamaan di tingkat Kota/Kabupaten jugiak lepas dari
keberadaan Direktorat Pendidikan Keagamaan di Bindlusat. Bidang/Seksi
Pendidikan Keagamaan sendiri berada di bawah ddiadktorat Jenderal yang
berurusan dengan pengelolaan Pendidikan Islanddniesia.

Struktur yang demikian juga berimplikasi pada ps#ataan Tugas Pokok
dan Fungsi masing-masing bagian dan harus dilakaanaleh staf-staf yang
diminta dan ditempatkan oleh Kepala Seksi. Penanpstaf oleh Kepala Seksi,
selain karena faktor pengalaman masing-masing js@gd dilakukan dengan
musyawarah, tidak bersifat otoritatif dan pemaksaddahkan sangat
memungkinkan terjadinya pergantian posisi jika emkidian hari menimbulkan
kekurang-tepatan pada penempatan dan pelaksanaantugasnya masing-
masing.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan Pendidikan Isldiselenggarakan di
bawah naungan Kementerian Agama dan sudah dilakekg@k cukup lama,
bahkan sejak awal-awal Kementerian Agama berdatnidnya beberapa peraturan
kebijakan turut menandai adanya justifikasi untulelakukan pengelolaan
penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. IWysa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tanggal 25 Desed®9 tentang lapangan

pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajibameKterian Agama
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(Provinsi) disebutkan bahwa pemeriksaan pendidikgama merupakan tugas
dari Kementerian Agama. Urusan di bidang Pendidiksgama kemudian

diperkuat oleh Penetapan Menteri Agama Nomor 1&I3&ang membentuk Biro

Peradilan Agama, Jawatan Pendidikan Agama, dantdavienerangan Agama.
Sedangkan untuk daerah, dengan merujuk pada kosnpgGsmenterian Agama
pusat dan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Noéhdiahun 1952 juga
dibentuk Kantor Urusan Agama, Kantor Pendidikan rAgaKantor Penerangan
Agama, dan Mahkamah Islam Tinggi.

Sebelum adanya Seksi Pendidikan Keagamaan, di K&gama Jakarta
terdapat seksi Pendidikan Islam dengan wilayahakggng sama, yaitu fokus
pada pelayanan dalam bidang pesantren dan jugdaBekgama Islam. Setelah
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 55Taf07 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka terjadi pefabphan struktur di
tingkat Kantor Agama dimana Seksi Pendidikan Istanberubah menjadi Seksi
Pendidikan Keagamaan dengan fokus kerja yang fretaina dengan yang
dilakukan oleh Seksi Pendidikan Islam. Perubahamanatersebut yang
dijustifikasi oleh Peraturan Pemerintah juga belikagi pada pemberian
wewenang untuk memberikan pelayanan, pembinaanbifgan, dan bantuan
pada Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam dirhahtersebut tidak
terjadi sedemikian rupa pada periode-periode sabgfa. Lahirnya Peraturan
Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agalan Pendidikan
Keagamaan tersebut juga dinilai turut memperkubekalaan lembaga-lembaga
penyelenggara pendidikan keagamaan, seperti Selkodama Islam, Pondok
Pesantren, dan lembaga sejenis lainnya. Pemerkitatgpaling tidak berupa
legalisasi peraturan kebijakan yang memberikan kmeren bagi pemerintah
untuk lebih memerhatikan dan memberikan fasilitaggi b keterlaksanaan
pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan keagama

Sebenarnya, Peraturan Pemerintah tersebut juga eléangpendidikan
keagamaan bagi seluruh agama yang “direstui” doriedia. Hanya saja, khusus
di wilayah Kota, pengelolaan pendidikan keagamaemhl difokuskan bagi
pendidikan keagamaan Islam, sementara pengelolaadidikan keagamaan
selain Islam lebih banyak dilakukan oleh Kantor égadi tingkat Pusat dibawah
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kewenangan Direktur Jenderal masing-masing agamengédh adanya PP
tersebut, status pelaksanaan pendidikan agama dadidikan keagamaan
memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal dalurgk lulusannya pun
disetarakan statusnya dengan pendidikan formal dapat melanjutkan
pendidikannya ke jenjang-jenjang selanjutnya.

Implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut daramya muncul harapan
dan juga dorongan bagi lembaga pendidikan keagamseperti Sekolah Agama
Islam dan Pondok Pesantren untuk menata diriny@aaéebih profesional karena
keduanya diharapkan mampu memasuki wilayah barg {elsih mapan berupa
pendidikan formal. Profesionalitas yang didorong dénarapkan oleh pemerintah
bukan hanya pada sisi pengelolaan secara kelembagadelaka, melainkan
juga pada sisi kurikulum dan sumber daya manusidtgadaan tersebut menjadi
semakin  kentara terlihat, misalnya, pada pesamesantren yang
menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikasad (Wajar Dikdas) 9
Tahun atau penyelenggara Program Kesetaraan Pleadidielalui Paket A, B,
dan C. Di satu sisi, Pondok Pesantren dan SekolzdmaA Islam diharapkan
memiliki sinergitas dengan program penyelenggara@mdidikan nasional,
sementara di sisi lain pesantren berusaha untukpeamankan ke-khasan-nya.

Dalam konteks itulah, Seksi Pendidikan Keagamaamagang dirinya
sebagai pihak yang mampu mendorong terciptanyargsias-sinergitas baru
antara sistem pendidikan nasional dengan pola gikadi yang sudah berjalan di
pesantren maupun Sekolah Agama Islam. Untuk SedsdiBikan Keagamaan
Kantor Agama sendiri pembagian fokus kerja yangkdikan adalah memilah
antara Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islgak IS&rganti nama menjadi
Seksi Pendidikan Keagamaan pada 2007 yang lalsi 8ekelah dikepalai oleh
tiga orang, yaitu Hj. Masyhuroh (sekitar 6 buldlyjhammad Dailamy (2008), H.
Ahmad Bashri (2009-2011). Sedangkan staf yang pekkdalamnya bejumlah
11 orang (termasuk terdapat 2 staf yang baru),atentasa kerja yang bervariasi.
Pembagian kerja yang terpilah ke dalam Pondok Pesadan Sekolah Agama
Islam dilakukan dan kemudian dilaksanakan menwathagian jumlah staf yang
ada. Untuk bagian Pondok Pesantren dikerjakan #lehang, Sekolah Agama

Islam 4 orang, 1 orang selaku bendahara Seksiddarstaf yang baru bertindak
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sebagai pembantu keduanya. Kelompok-kelompok kemg ada diberikan tugas
untuk melaksanakan program/kegiatan yang sesuagadempembagian kerja
masing-masing.

Di seantero wilayah kerja Kantor Agama, hingga ptadteun 2010 terdapat
sekitar 24 Pondok Pesantren dan 73 Sekolah Agdara.l&husus untuk Pondok
Pesantren, dari sekian jumlah lembaga yang ad& sémuanya merupakan
pesantren besar, bahkan banyak diantaranya “hangafiliki jumlah santri yang
sangat sedikit jika dibanding dengan pesantren yfaimg telah begitu “mapan”.
Untuk di sekitar Jakarta terdapat beberapa namddkdhesantren yang memiliki
jumlah santri yang cukup banyak, seperti Pondolafesn Darunnajah pimpinan
KH Mahrus Amin dengan santrinya yang melebihi 2.668hg, Pondok Pesantren
Daarul Rahman pimpinan KH Syukron Makmun denganlabhnmsantri yang
melebihi 500 orang. Beberapa pesantren besar tgrss#ain membuka fasilitas
pembelajaran pendidikan keagamabmsalafiyah, juga membuka sekolah formal
sehingga memiliki jumlah santri yang banyak. Se#tangbeberapa pondok
pesantren yang lain lebih banyak berkutat pada p&gaban keilmuagamaan ciri
khas pesantren salafiyah tanpa membuka sekolahafoBahkan terdapat juga
pesantren yang khusus menampung santri-santrkdemmpok masyarakat yang
terkategori sebagai santri miskin dan atau yatiaupi

Ragam wajah pesantren yang meruyak di wilayah Keajator Agama ini
membuat model "pembinaan” dan “pelayanan pembahtyamg diberikan oleh
Seksi Pendidikan Keagamaan pun menyesuaikan dekgyadisi pesantren itu
sendiri. Bagi pesantren yang sudah cukup besamagan, apalagi didukung oleh
keberadaan pimpinan (Kyai) yang berkaliber nasiomaka keberadaan Seksi
Pendidikan Keagamaan pun kerap tidak diindahkanude untuk menangani
sesuatu yang sifatnya sangat administratif sepertgurusan surat-menyurat atau
rekomendasi tertentu. Biasanya, Kyai yang sudakahiber nasional itu memiliki
kedekatan langsung dengan para pemegang otoritisgilat “pusat” sehingga
pejabat di tingkat Kota tidak dianggap sebagai lpilgang penting. Berbagai
bantuan yang diberikan kepada pesantren besar gnap klatang langsung dari
tingkat pusat tanpa melalui tingkat Kota. Kedekdtabhungan Kyai besar dengan

para pejabat, khususnya dengan Menteri Kantor Agasrabuat posisi Kyai dan
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juga lembaga pendidikan yang dipimpinnya menjadigaa diperhitungkan.
Tampaknya, kelindan sosok Kyai dengan kekuasadagsénana banyak diulas
oleh para pemikir (Bruinessen, 1994; Horikoshi, 2;98hoha, 2003; Turmudi,
2004) sangat terlihat dalam konteks ini.

Seksi Pendidikan Keagamaan yang ada di wilayah ,Ksgkin sebagai
pelaksana program dari tingkat Pusat, juga lebiydla memberikan pelayanan
yang sifatnya administratif sehingga kecenderungatak memberikan bantuan
material secara langsung hampir tidak mungkin dkak. Mungkin, dalam
konteks itu pula maka para Kyai lebih memilih untbkerhubungan secara
langsung dengan pemegang otoritas di tingkat ketahbang pejabat di tingkat
kota. Untuk pelayanan yang bersifat administr&gksi Pendidikan Keagamaan
memiliki wewenang untuk mengeluarkan nomor stdtistan Surat ljin
Operasional Pesantren. Nomor Statistik dan SuratOperasional Pesantren itu
sendiri dipergunakan bukan semata-mata sebagataefiegal” bagi pesantren
bagi penyelenggaraan pendidikan, melainkan jugaagsb salah satu
pengkondisian wajib ketika pesantren akan mendapgtkembinaan dan bantuan
dari pemerintah.

Jika pesantren memiliki hubungan yang sangat dis@®ngan pengelolaan
administratif maupun kekuasaan, hal yang relatihaguga terjumpai pada
Sekolah Agama Islam. Lembaga nonformal yang satujuga harus mulai
mengikuti arah pergerakan standar pendidikan nabigang merambah dunia
“serba profesional dan tertata-kelola.” Selain tdes legal diharuskan,
Kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran didalamoga jdistandarkan. Oleh
sebab itu, pendirian dan pelaksanaan Sekolah Adslara harus merujuk pada
pedoman penyelenggaraan Sekolah Agama Islam. Teeroherlakuan semacam
ini hanya terjadi pada Sekolah Agama Islam yan@rsesadar ingin menjadi
bagian dari keterlaksanaan sistem pendidikan nalsion

Dengan kondisi Pondok Pesantren dan Sekolah Agastean | yang
demikian, Seksi Pendidikan Keagamaan mendudukkarydisebagai pihak yang
berusaha memberikan pelayanan melalui programAesgigang dilaksanakan
setiap tahunnya. Di Pada tahun 2011 ini, setidakeydapat 13 kegiatan yang

harus dilaksanakan sebagaimana terlihat dalam besoidut ini.
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Tabel 2.3. Jenis Kegiatan dan Anggaran Seksi Pisadidkeagamaan

Tahun 2011

No Program/K egiatan Anggaran

1 Pembinaan Pendidikan bagi Anak Marjinal di Pondok 44.318.000
Pesantren (PP)

5 Wajib Belajar Pendid_ikan Dasar (Wajar Dikdas) Qutaldi 67.374.000
Pondok Pesantren Tingkat Meneng@ugtha)

3 | Pembinaan Pengelolaan Sekolah Agama Islam 34.500000

4 | Pembinaan Guru Sekolah Agama Islam 34.500.000

5 | Pembinaan Pengelola Pondok Pesantren 34.500.000

6 | Pembinaan Guru-guru Pondok Pesantren 34.500.000

7 | Workshop dan Sarasehan Pondok Pesantren 34.800.00

8 | Workshop dan Sarasehan Sekolah Agama Islam 30D

9 | Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Pondok Resan  34.500.00(

10 :DSclag?nbinaan Administrasi & Pengelolaan Sekolah Agama 34.500.000

11 | Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 68.670.000

12 | Supervisi pada Pondok Pesantren (PP) 8.800.000

13 | Supervisi pada Sekolah Agama Islam 8.800.000
TOTAL 473.962.000

Sumber: Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)tKaAgama Kota

Sesuai dengan jumlah program/kegiatan yang dilaksanoleh Seksi Pendidikan
Keagamaan pada tahun 2011, maka program/kegiatentgekait dengan Pondok
Pesantren berjumlah 7 dan Sekolah Agama Islam&fu6 kegiatan. Kedua
pemilahan tersebut dipimpin oleh seorang koordmataitu Abdul Basith selaku
koordinator penyelenggaraan bidang Pondok Pesamaen Kirmanto selaku
koordinator penyelenggaraan Sekolah Agama Islamuri@e program dan
kegiatan tersebut mendapatkan dukungan anggaran pdgmerintah yang
dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Angg@d#PA) Kantor Agama di
tingkat Pusat dan harus dipertanggungjawabkan kepadnerintah pula. Dari
sekian program/kegiatan yang dilaksanakan olehiS#&isdidikan Keagamaan,
terdapat beberapa kegiatan yang relatif baru dardapat perhatian yang cukup
serius, yaitu: program Pendidikan bagi Anak Maljimeogram Wajar Dikdas 9
tahun, program kesetaraan (paket A, B,C).
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2.2.1. Program Pendidikan bagi Anak Marjinal

Program ini merupakan hal yang baru dalam ranalja k&eksi
Pendidikan Keagamaan dan dimulai pada tahun 2010@ Yalu. Menurut
informasi yang diberikan oleh Abdul Basith selakuookdinator
penyelenggaraan bidang Pondok Pesantren, progradidgean anak marjinal
merupakan dorongan dari Presiden Rl yang mengiaginkgar anak-anak
yang terkategori tidak mampu turut mendapatkan ipéah yang layak
sekaligus sebagai upaya untuk membantu pengenkasaiskinan. Program
ini sendiri bekerjasama dengan Kementerian Kesmjahh Rakyat yang
kemudian disebarluaskan pada beberapa kementemmanligin.

Kantor Agama juga mendapatkan bagian dengan lekingedepankan
peran Pondok Pesantren sebagai pihak yang diharapkartisipasi dalam
pelaksanaan program tersebut. Siapa saja yangdgdtasebagai anak tidak
mampu Yyang berhak mendapatkan bantuan program um awalnya
mengalami perdebatan yang cukup panjang. Dalanu gstemuan di tingkat
Provinsi yang melibatkan Bidang Kesra, Dinas Sosiah Bidang Pendidikan
Keagamaan, Abdul Basith menceritakan bagaimanaepatdn itu terjadi.
Kategori anak tidak mampu yang dirumuskan dalangnamo ini terbagi dalam
anak-anak yatim piatu, anak marjinal, dan anakgia

Kategori yang dibuat tersebut barangkali tidak uktohg oleh
kemampuan untuk menguraikan pengertian dan makatgemilihan istilah.
Bagaimana mencari titik-temu dan titik-tengkar desfi antara anak yatim-
piatu, anak marjinal, dan anak jalanan misalnygktiterjadi. Tetapi, yang ada
kemudian adalah kesepakatan bahwa Anak Marjinafy ydimaksud dalam
program tersebut adalah mereka yang terkategok mhanan, terlepas dari
bagaimana hubungan atau perbedaan antara kedukokyasetelah kategori
itu dilakukan, ternyata tidak memengaruhi perbedaaantifikasi perolehan
bantuan yang diberikan. Misalnya, anak-anak yamiategori marjinal dan
anak jalanan mendapatkan jumlah bantuan yang saam tilak ada
perbedaannya sedikitpun. Tampaknya, kategori tatséilakukan lebih untuk
membedakan status dan identitas anak-anak itu atek-anak lain yang

memang sudah cukup layak mendapatkan fasilitapelayanan pendidikan.
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Terlepas dari perdebatan mengenai kategori isgahg disematkan,
pada tahun 2011 ini terdapat sekitar 1516 anak yaaguk dalam program
Pendidikan bagi Anak Marjinal dan tersebar di 2ddtk Pesantren se
Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta Selatan misalrigadapat sekitar 296 anak
yang tersebar di 6 Pondok Pesantren, yaitu 65 dn&ondok Pesantren al-
I'tishom, 80 anak di Pondok Pesantren an-Nuriyah, ahak di Pondok
Pesantren Nurul Amanah, 21 anak di Pondok Pesaatrisilah, 30 anak di
Pondok Pesantren al-Mahbubiyah, dan 25 anak di dkorResantren al-
Kautsar.

Secara teknis, dan ketika terdapat sebaran mengegam pendidikan
bagi anak marjinal, setiap pesantren diberikan rkps¢an untuk membuat
proposal yang berisi keinginan untuk ikut sertaagalprogram tersebut. Di
dalam proposal tersebut harus dijelaskan tentafigrd&kruitmen anak-anak
yang tidak mampu yang sudah mendapat persetujuanpiteak orangtua.
Mungkin, karena tingkat sosialisasi yang kurangugtega karena kesiapan
yang dimiliki oleh Pondok Pesantren, di awal mungal program tersebut
pada tahun 2010 tidak banyak terdapat Pondok Resaydng ikut serta dalam
program tersebut. Lalu pada tahun 2011 terdapan®dk Pesantren lain yang
menyusul. Rekruitmen anak-anak harapan yang dikkuykiga harus atas
persetujuan dari pihak yang berwenang, dari mudgiaknatan hingga Seksi
Pendidikan Keagamaan sendiri.

Anak-anak yang sudah terjaring tersebut akan mextkiap bantuan
sebanyak 500.000/bulan untuk kebutuhan konsumsgmatasi, biaya
pendidikan, pakaian, dan sebagainya yang kesemuwisgeahkan dan diolah
oleh masing-masing pesantren. Dalam setahun, ban@raebut diturunkan
secara empat bulanan dan langsung masuk ke rekpagantren. Mengingat
bahwa program tersebut merupakan bantuan darinegegya, maka mau tidak
mau setiap Pondok Pesantren yang menerima bardrssbtit harus memiliki
kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara praesnenurut aturan
resmi pengelolaan dan pelaporan keuangan yangiklioleh pemerintah.
Sementara anggaran dana yang diberikan oleh pdaterimtuk program

Pendidikan bagi Anak Marjinal, khusus di 6 pesanyrang disebutkan di atas
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misalnya, untuk tahun 2011 ini sebanyak Rp. 1.7@G@O0,- (satu miliar
tujuhratus tujuhpuluh enam juta rupiah) yang diaulasi dari sekitar 296
anak.

Tidak sedikit pihak Pondok Pesantren yang meragam&etika harus
berhadapan dengan bagaimana membuat proposal himggéuat pelaporan
yang sesuai dengan standar laporan kegiatan dayja@mgmilik pemerintah.
Salah satu pemimpin Pondok Pesantren yang mendsgdtian program
tersebut berujar: “sebelumnya kami memang belumgbemendapat bantuan
dari pemerintah, keuangan pesantren kami kebanydkan donatur. Jadi,
ketika kami mendapatkan bantuan dari pemerintalersemi, terus terang
kami harus banyak belajar.”

Sebagaimana tertera dalam Petunjuk Pelaksanaamaprggendidikan
tersebut, proses pembinaan anak-anak ini dimulagale beberapa tahapan.
Pertama, rekruitmen dilakukan terhadap anak-anak yangatedori anak
jalanan atau anak marjinal berumur 7-15 tahun sédara dengan anak seusia
peserta didik Wajib Belajar 9 tahukedua, Anak-anak yang sudah terjaring
dan “secara resmi” mendapat pengesahan dari Sekslidtkan Keagamaan
lalu ditempatkan pada suatu tempat khusus yanputisiengan rumah transisi
selama 2 minggu hingga 1 bulan. Selama di rumatsisiatersebut, anak-anak
diperiksa secara khusus yang melibatkan tenagasmaetlik memerika kondisi
kesehatan, psikolog yang akan mengidentifikasi qaas psikologis, dan
beberapa guru yang memberikan penyesuaian-pengesaaial.Ketiga, jika
selama di rumah transisi tersebut tidak mengalaenidéla, maka anak-anak
tersebut ditempatkan bersama santri-santri yamgntenurut kelas, usia, dan

kemampuan.
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Sumber: Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Progendidikan Anak Marjinal Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Dengan mendapatkan bantuan sebanyak Rp 500.000/botak setiap

anak, maka diharapkan mereka tidak akan mengal@amdata dalam hal

pembiayaan pendidikan di pesantren, mulai dari ké¢tan makan sehari-hari,

pakaian/seragam, dan peralatan sekolah. Bantusebtdr menurut beberapa

pengasuh pesantren merupakan sesuatu yang layamk dgi tidak berlebihan

dan juga tidak terlalu kekurangan. Melalui progreersebut, masing-masing

pesantren juga didorong untuk mencari peluang-peldasilitas dari lembaga

yang lain agar kesinambungan pendidikan anak-aaa&phn tersebut dapat

berjalan secara terus-menerus hingga anak-anakbtéranencapai target

pendidikan Wajib Belajar 9 tahun.

Sebagai suatu hal yang baru, tidak sedikit pulakpipondok Pesantren

yang merasa kewalahan dalam mengikuti dan melakaar@ogram tersebut.

Dari sejak rekruitmen dilakukan, beberapa pihak plesantren sudah kesulitan

untuk membujuk anak-anak yang biasa menjelepokhdarmudik di jalanan

(asonganngamen, mengemis) untuk diajak masuk dan menjadi saomdpk
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pesantren. Ada juga yang karena harus segera mbamémget waktu
pelaksanaan program, maka pondok pesantren melakekauitmen secara
serampangan. Kategori umur yang sudah ditetapkanadigerabaikan karena
tidak sedikit anak-anak di bawah usia 7 tahun ydng diseleksi untuk
menjadi santri program Pendidikan bagi Anak Matjina

Pada tahap pembinaan awal pun demikian. Kurun waktoninggu
hingga 1 bulan untuk masa transisi yang seyogyaligtui oleh anak-anak
program pendidikan bagi anak marjinal ternyata jtigak berjalan mulus.
Tidak sedikit dari anak-anak itu yang tidak betedyur, dan akhirnya memilih
kembali ke jalanan. Kondisi yang relatif sama jugajadi pada tahap
pelaksanaan pendidikan anak-anak marjinal yandadkan di pesantren.
Beberapa kejadian sempat muncul, seperti: adai sartg mencuri di toko
swalayan, kabur dari pondok, mengamen kembalildngn, berkelahi di luar,
dan tindakan-tindakan sejenis yang akhirnya mddrataparat keamanan.
Ustadz Abror, salah satu pengajar di salah satuddorPesanten yang

menerima Program Pendidikan tersebut bertutur:

“Mendidik anak-anak ini (anak-anak marjinal) yangbslumnya
memang sudah terbiasa di jalanan tidaklah mudaya Sendiri pernah
berurusan dengan polisi karena ulah dua orangndareka. Suatu hari,
ada dua orang santri dari pondok saya yang ketalmencuri di
Indomart. Keduanya ditangkap oleh karyawbwomart dan diserahkan
ke polisi. Saya yang mendengar ada kejadian itudatang kéndomart.
Kebetulan memang pengeldiadomart di situ kenal baik dengan saya,
dan saya ceritakan bahwa anak-anak itu bukan deartri yang biasa.
Mereka adalah santri baru yang memang sengaja kakmut dari
jalanan, jadi mohon dimaklumi kalau perilaku merekeperti. Si
pengelola Indomart itu bisa memahami dan lalu memaafkan dan
menganggap semuanya sudah selesai. Waktu di kpalisi pun saya
menjelaskan hal itu. Awalnya, beberapa orang pofiasih keberatan,
tetapi karena saya beritahukan bahwa pengelwamart juga sudah
memaafkan akhirnya anak-anak tersebut bisa kami jemput dafekli
kembali ke pesantren.”

2.2.2. Program Wajar Dikdas 9 Tahun
Wajib Belajar Pendidikan dasar (Wajar Dikdas) Qutalyang digulirkan
oleh pemerintah sejak tahun 1994 melalui Inpres dfoinTahun 1994 tidak

hanya menyasar pada lembaga pendidikan formal tsef&/MI atau
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SMP/MTs, tetapi juga Pondok Pesantren SalafiyailS{PWajar Dikdas di
Pondok Pesantren juga dilakukan secara berjenyamty tingkat dasarlla)
yang setara dengan SD/MI dan tingkat menengaiktiia) yang setara dengan
SMP/MTs. Karena sifathya yang disetarakan denganbaga pendidikan
formal, maka pelaksanaan Wajar Dikdas di pondolamesn pun memiliki
banyak kesamaan, seperti dalam hal validitas kedmpeserta didik dan juga
pembantua secara materi. Dana Bantuan Operasiatalah (BOS) yang
sangat popular di kalangan masyarakat itu juga rifilne pada pondok
pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas.

Data Kementerian Agama RI tahun 2007 menyebutkdwaaerdapat
7.057 lembaga dengan 560.540 santri peserta pro@fajar Dikdas 9 Tahun
pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan rinciarRa85santri tingkatJla
(setara SD/MI) dan 375.282 santri tingkiistha (setara SMP/MTs). Angaran
dana yang disiapkan oleh Kementerian Agama Rl upgelaksanaan program
Wajar Dikdas 9 tahun secara nasional pada tahuB8 p0@ cukup banyak,
menyentuh angka 3.586.089.700.000,- suatu angkagup menggiurkan.

Selain Program Wajar Dikdas 9 tahun di pondok pesanterdapat juga
jenjang pendidikan menengah atas yang disebut depgsantrenmuadalah.
Pondok Pesantren muadalah adalah satuan pendidi&agamaan yang
disetarakan dengan Madrasah Aliyah/SMU. Setelairnign PP Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikamagamaan,
keberadaan Pondok Pesantren muadalah ini akan hkisara menjadi
Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang mekapa pendidikan
keagamaan Islam formal tingkat menengah. Hinggainatz008, Pondok
Pesantren muadalah dilaksanakan di 38 Pondok RPesase-Indonesia,
dengan jumlah santri peserta program muadalah geka6l.744 dan
dibimbing oleh 4635 guru u§tadz) serta anggaran dana sekitar
740.917.200.000.

Tidak banyak pondok pesantren yang menyelenggargiagram
tersebut. Pondok Pesantren Darunnajah dan Pondainfeen Daarul Rahman
yang terdapat di Jakarta Selatan merupakan dua ntp&sa yang

menyelenggarakannya. Kedua pesantren tersebut te&erapa tahun
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belakangan melaksanakan program Wajar Dikdas, terdnanelaksanakan

ujian akhir belajar.

2.2.3. Program Paket A, B, dan C

Program Paket merupakan program pelaksanaan plkadidiesetaraan
yang dikembangkan untuk memberikan peluang kepadganakat yang tidak
mendapat kesempatan belajar di jalur/jenjang pémahdformal dan ayang
putus sekolah sehingga memiliki pengetahuan danakguan yang setara
dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Progr&taket A setara
dengan SD/MI, Paket B setara dengan SMP/MTs, daetRa setara dengan
SMA/MA.

Pendidikan kesetaraan melalui Pket A, B, dan C jddgksanakan di
Pondok Pesantren yang bukan hanya difokuskan pa€embgkalan
pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang sudatagkssn, melainkan juga
pembekalan keterampilan. Tetapi tidak semua pesanttapat menjadi
penyelenggara Program ini, kecuali pondok pesanyarg telah memiliki
Nomor Statistik Pondok Pesantren yang artinya gesantersebut sudah
terdaftarkan di pemerintah yang didukung oleh katb@an pimpinan
pesantren, penanggungjawab program, tenaga admasijsutor bidang studi,
warga belajar minimal 20 orang, tempat (kelas) jbela sertifikat
penyelenggaraan, dan pernyataan kesanggupan peggafaan.

Di samping itu, setiap pondok pesantren penyelelagBeogram tersebut,
paling tidak harus memberikan pelayanan dalam katikulum inti dan
kurikulum muatan lokal, buku pegangan guru, modelajaran, buku/modul
keterampilan, bahan atau peralatan keterampilansa@&na belajar penunjang.

Meskipun Program Paket ini dilaksanakan di PondesaRtren yang
identik masuk dan berada di wilayah Kantor Agansagdi pendanaannya
justru tidak berasal dari Kantor Agama melainkami dgemerintah Daerah
dan/atau dari masyarakat sendiri. Anggaran danag ydiberikan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau dari masyarakat diakakasintuk kebutuhan:
pengadaan sarana belajar, pelatihan tenaga pendidikorarium tenaga

pengajar atau pelatih, honorarium penyelenggarsg daerasional, pengadaan
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buku atau bahan keterampilan, pengujian sertiftkad@n monitoring atau

evaluasi program.

Untuk kurikulum, Program Paket memiliki

kurikulumarng telah

distandarkan menurut Peraturan Menteri Pendidikasidshal Nomor 14/2007

tentang Standar Isi untuk Program Paket A, PakefaB® Program Paket C.

Berikut standar kurikulum pendidikan kesetaraanatneProgram Paket A, B,

C.
Tabel 2.4. Perbandingan Jenis Kurikulum ProgranePAakB, C
Paket A Paket B Paket C
1. Pendidikan Agama 1. Pendidikan Agama 1. Penaidkgama
2. Pendidikan 2. Pendidikan 2. Pendidikan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia 3. Bahasa Indonesia 3. Bahdsadsia

4. Matematika

4. Bahasa Inggris

4. Bahasa Inggris

5. IPA 5. Matematika 5. Matematika
6. IPS 6. IPA 6. Fisika

7. Seni Budaya 7. IPS 7. Kimia

8. Pendidikan Jasmani,| 8. Seni Budaya 8. Biologi
Olahraga dan Kesehatan

9. Keterampilan 9. Pendidikan Jasmani,| 9. Sejarah

fungsional

Olahraga dan Kesehata

n

10. Muatan lokal 10. Keterampilan 10. Geografi
fungsional
11. Pengembangan 11. Muatan lokal 11. EKonomi
Kepribadian Profesiona
12. Pengembangan 12. Sosiologi

Kepribadian Profesiona

13. Seni budaya

14. Pendidikan Jasman
Olahraga dan Kesehata

15. Keterampilan
fungsional

16. Muatan lokal

17. Pengembangan

Kepribadian Profesiona

Sumber: Brosur Pendidikan Kesetaraan Paket A, [|ada Pondok Pesantren

! Pengujian sertifikasi merupakan kegiatan penilatarhadap proses pembelajaran yang
dilaksanakan oleh warga belajar untuk mengetahys darap terhadap materi pembelajaran dan
kompetensi warga belajar yang meliputi tiga ranandidikan, yaitu kognitif, afektif dan

psikomotorik. Sertifikasi dapat disamakan dengaraStianda Kelulusan (STK) yang dilakukan
melalui Ujian Nasional yang pada akhirnya juga bisndapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh
Kantor Agama Kabupaten/Kota.
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Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok PesanDieektorat Jenderal Pendidikan IslaM
Kemenag RI Tahun 2010

Pondok Pesantren penyelenggara program ini jugi bednyak. Misalnya,
untuk wilayah Kota Jakarta Selatan hanya terdapgto@dok pesantren
penyelenggara Program Paket B dan C, yaitu: popédskntren al-Ishlah dan
Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Sebelumngpad&k Pesantren Darul
Rahman juga menyelenggarakan program ini, tetappate alasan bahwa
pihak pesantren sudah demikian sibuk dengan kegiatlajar-mengajar
sebagaimana biasanya, maka akhirnya Pondok Pesab@arul Rahman

mengundurkan diri dari peserta penyelenggara Pmogvajar Dikdas.
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BAB I11
PRAKTIK-PRAKTIK KECERDIKAN

“Mereka, orang-orang proyek, baik dari
pihak pemilik maupun pemborong sama
saja. Mereka tahu dan sadar akan kegilaan
mereka. Dan tampaknya mereka tak peduli.
Bagi mereka proyek apa saja dan di mana
saja adalah ajandpancakanDan karena
kebiasaan itu kata ‘proyek’ pun kini
memiliki tekanan arti yang khas. Yakni
semacam kegiatan resmi, tapi bisa
direkayasa agar tercipta ruang untuk jalan
pintas menjadi kaya. Maka apa saja bisa
diproyekkan.”
(Ahmad Tohari, 2004: 226)
A. Forum Silaturahim Kyai-Santri: Keterkeutan di Awal Musim

Agustus 2010, bulan dimana saya menjejaki pertaahiadkKantor Agama
juga merupakan awal musim dimana saya langsunglaltkan pada tawaran
untuk terlibat dalam sebuah kegiatan, yang wakiusd@ya tidak tahu persis itu
kegiatan “milik” kantor atau bukan. Saya memangkithutuh waktu yang cukup
lama untuk bisa bergaul dengan para staf yang soelaérapa tahun ada di sana,
khususnya di Seksi Pendidikan Keagamaan. BebetapalisSeksi ini memang
mudah dan cepat diajak bercengkrama tanpa ada ggeHlatidual yang
memisahkan. Dari hari ke hari, saya mulai bisa nmebgngi percakapan-
percakapan yang mereka lakukan dengan cara saimgarguyonan candaan,
atau juga ledekan-ledekan ringan.

Beberapa hari masuk dan aktif di ruangan, saya apaidbeberapa staf
yang bernama Abdul Basith, Baiti Nuraini, dan Igéamayani sedanggobrol
tentang akan diadakannya sebuah kegiatan yangosfiya tahu seperti apa rupa
dan bentuknya. Saya lalu dipanggil oleh Abdul Basa mengatakan:

“kita mau mengadakan kegiatan pada bulan Oktobamanya Forum
Silaturahim Kyai-santri. Ini proposalnya, coba karbaca dan periksa.
Kalau memang perlu diperbaiki, ya perbaiki aja. yah kamu sekalian aja
jadi panitia ya, siapa tau bisa nyari tambahan damak kegiatan. Kan
relasi kamu cukup banyak.”

Saya ambil satu jilid proposal, dan mulai saya jpelaDi halaman paling

depan, yaitu halaman judul tertera tulisan “Silahim Kyai-santri Pondok
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Pesantren dan Sekolah Agama Islam.” Jika menilik Hegiatan yang akan
dilaksanakan tampaknya cukup mencengangkan. Kegtatakan menghadirkan
seluruh santri Pondok Pesantren dan Sekolah Agalam lyang ada di wilayah
dimana Kantor Agama yang berada di sekitar Jaksetag kurang-lebih
berjumlah 7.000 orang untuk dikumpulkan di suatpategan di daerah Jakarta
Selatan pada tanggal 27 Oktober 2010 sebagai degfiatan dalam rangka
memperingati hari Sumpah Pemuda. Di dalam kegiataom Silaturahim Kyai-
santri itu terdapat beberapa rangkaian acara, tseggel (upacara) pagi yang
dipimpin oleh Walikota Jakarta Selatan, ajang kfigag santri, dzikir akbar yang
dipimpin oleh pemandu dzikir yang cukup popularwydl. Arifin lham, dan ada
pula acara tabligh (ceramah agama) yang diisampaidah KH. Syukron
Makmun.

Setelah halaman acara, mata saya tertuju pada lesudanan panitia yang
berjumlah sekitar 27 orang. Nama-nama yang tedersitu cukup asing bagi
saya, sehingga tidak lama kemudian saya lewatiairbedcara dan susunan
kepanitiaan, hal lain yang saya perhatikan adailatian anggaran dana yang
ditorehkan. Saya lihat, yang tertera hanya 39nupéah. Kening saya berkerenyit
dan bertanya-tanya dalam hatgpakah mungkin kegiatan sebesar ini hanya
membutuhkan dana 39 juta®alu saya tanyakan hal tersebut pada Abdul Basith
sembari berkelakar.

“Mas, ini proposal kok seperti bikin acara maulid rdushola aja ya?
Kegiatannya besar tapi kok anggarannya sangat iselika-kira proposal ini
akan diberikan ke siapa?”

Abdul Basith menjawab, “ya kita sebar sebanyak-binya ke berbagai
instansi.”

“Kalau menurut saya, tampilan proposal ini kurangyakinkan. Saya ragu
kalau proposal ini bisa diterimd.agian kalau untuk kegiatan sebesar ini,
anggarannya pasti kurang.”

Abdul Basith menimpali, “ya udah diperbaiki aja,ngapenting konsep
acaranya tetap seperti itu ya.”

Tidak berapa lama kemudian saya mulai perbaiki ggaptersebut. Ketika

membuat halaman muka untuk judul, saya tetap mierpada proposal awal.
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Saya bertanya-tanya kenapa di halaman judul tidadapat logo Kantor Agama,
yang ada justru dua nama organisasi, yaitu Fordatugahim Pondok Pesantren
(FSPP) dan kelompok Kerja Sekolah Agama Islam (KRSkalu saya tanyakan
hal tersebut pada Abdul Basith dan ia mengatakamvhakegiatan Forum
Silaturahim Kyai-santri itu memang tidak dilaksaaakolenh Kantor Agama,
melainkan oleh FSPP dan KKSAI. FSPP merupakan @asinyang dibentuk
oleh pihak-pihak dari Pondok Pesantren sebagagruatuk mengkomunikasikan
suara dan kepentingan pesantren. Demikian halnygasleKKSAI yang dibentuk
juga untuk mengkomunikasikan suara dan kepentirggkolah Agama Islam.
FSPP dan KKSAI sendiri dibentuk dari tingkat Previningga tingkat Kota yang
dilegalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Kepalaniga Agama di wilayahnya
masing-masing.

Proposal telah selesai saya perbaiki, lalu digamdatan dijilid untuk
kemudian disebarkan ke beberapa pihak yang merpi#ikiang untuk membantu
atau diajak bekerjasama. Sesuai dengan judul leegigh yaitu Forum
Silaturahim , konsep yang diusung oleh panitia a@tdamengundang para
pimpinan Pondok Pesantren, Sekolah Agama Islam shtri-santri untuk
berkumpul bersama melakukan upacara peringatan $iampah Pemuda 28
Oktober 1908. Setelah upacara selesai, disajikardahksi kesenian dan
kebolehan lain yang dimiliki oleh para santri, dzikersama Arifin llham dan
ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Syukromiiak

Para panitia, yang sebagian besar terdiri dari -guru Sekolah Agama
Islam dan Pondok Pesantren merasa optimis bahwaataetersebut akan
terlaksana mengingat terdapat beberapa Kyai yangilike nama besar dan
cukup “disegani” oleh banyak kalangan, termasula pejabat pemerintah. Sebut
saja nama KH. Syukron Makmun dan KH. Mahrus Amirrupakan dua Kyai
besar yang sangat dikenal dan disegani, bukan hdingakitar Jakarta Selatan
belaka, melainkan juga di tingkat nasional. Dengaengusung nama-nama
tersebut, diyakini akan mendorong kesuksesan kagiang akan dilakukan.

Mulailah panitia berbagi tugas, dengan langkah aadalah menyebarkan
proposal. Beberapa staf Seksi Pendidikan Keaganhetaih didorong untuk

menghubungi unit kerja-unit kerja di bawah Kantogafhadengan membawa
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mandat langsung dari kepala kantor. “Pokoknya kaladah membawa perintah
dari Kepala Kantor untuk berpartisipasi, pasti kagepala unite kerja di bawah

Kantor Agama itu akan nurut. Mereka pasti akgasihbantuan dana ke panitia.

Karena kalau sampai mereka nggajasih,bisa-bisa mereka dipindah atau tidak
lagi menjabat kepala Unit Kerja,” demikian ujar 8ailuraini, salah satu staf

Seksi Pendidikan Keagamaan.

Strategi lain yang dipakai oleh panitia untuk meradkan bantuan dana
adalah dengan membuat kupon senilai Rp 3.000/lenkhgoon tersebut dibagi-
bagi ke para wali santri dan beberapa majelisnta’engan mengatakan bahwa
acara Forum Silaturahim Kyai-santri itu dihadirellArifin Ilham yang dikenal
sebagamaster of dzikiserta KH Syukron Makmun, panitia sangat yakin btahw
jamaah majelis ta’lim dan para wali santri akanasala membeli kupon yang
dicetak sebanyak sekitar 20.000 lembar itu.

Karena acara apel pagi akan dipimpin oleh Walikdtkarta Selatan,
beberapa panitia juga melakukan pertemuan denglaak pWalikota Jakarta
Selatan untuk memastikan kehadiran Walikota seramima bantuan dari
Walikota dalam bentuk dana dan fasilitas lainnytukinmendukung kesuksesan
kegiatan tersebut. Memang, ketika melihat nama raglekyai dan juga format
acaranya, Walikota langsung menyatakan kesediaaunygk hadir memimpin
upacara. Bahkan beberapa fasilitas lainnya, sepenerahan unit kerja terkait
seperti Suku Dinas Pertamanan, Palang Merah Indgrigimas Kesehatan, Polisi
Pamong Praja, Kepolisian, dan petugas kebersihdahsdisiapkan oleh pihak
Walikota.

Melihat kenyataan itu, beberapa panitia merasa ataggmbira karena
kegiatan yang baru pertama kali digelar itu mentegspon yang cukup baik dari
pihak Pemerintah Kota. Hal itu terlihat misalnyagkapan Ketua Panitia yang
notabene juga staf di Seksi Pendidikan Keagamaweat baru kali ini jadi panitia
untuk acara besar, tapi langsung ditanggapi posiéh Walikota,” ujar Baiti
Nuraini, sang Ketua Panitia. Setelah itu, saya iseditlaku sebagai penyusun
pidato untuk Walikota, pidato Kepala Kantor, dadgto sambutan ketua panitia.

Satu hal yang terus membuat sebagian panitia kivaadalah belum

terhimpunnya dana untuk pelaksanaan kegiatan. [deslseluruh fasilitas sudah
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dicukupi oleh pihak Walikota, tetapi kebutuhan kamsi dan transportasi peserta
dari masing-masing pesantren dan Sekolah Agamm |garta “amplop” untuk
para Kyai yang diundang belumlah tersedia. Sem&ritapon yang dibagi serta
penghimpunan dana dari kepala Unit Kerja di bawamt&r Agama juga tidak
mendapatkan kejelasan. Untuk pembagian kupon mysalpanitia yang selama
ini didaku selaku penyebar kupon baru mendapatkadikit,” meskipun kupon
sudah habis tersebar. Demikian halnya panitialdarior yang bertugas meminta
bantuan dana ke Kepala Unit Kerja di bawah Kantagyarha pun hanya
mendapatkan Rp 350 ribu dari target sekitar tigguta rupiah.

Problemnya, sesama panitia tidak mampu melakukanggoekan
sejauhmana tingkat penyebaran kupon atau apakah kmgrala unit kerja di
bawah Kantor Agama memberikan bantuan dana atal.ti@etiap rapat, para
panitia yang bertugas pada penghimpunan dana tersebngatakan bahwa
kupon memang sudah tersebar tetapi uangnya behnildain. Sementara panitia
yang ke Unit kerja-unit kerja di bawah Kantor Agajuga mengatakan bahwa
para kepala Unit Kerja di bawah Kantor Agama itinthaakan memberikan
langsung pada hari pelaksanaannya atau akan dategsyng ke kantor.

Akhirnya, untuk kebutuhan dana yang mendesak, ipangmutuskan untuk
meminta bantuan dana dari individu-individu yanga adi kantor dan juga
meminta kepada pimpinan Pondok Pesantren dan $ekagama Islam untuk
tetap mendatangkan santrinya dengan biaya masisgign&arena panitia tidak
memiliki dana yang cukup. Dengan alasan bahwa selaneksistensi pesantren
dan Sekolah Agama Islam sedang mengalami “krigightitas, maka harapan
panitia tersebut mendapatkan respon yang posiiifpitzak pondok pesantren dan
Sekolah Agama Islam. Hal itu terlihat misalnya,usatinggu menjelang hari
pelaksaan kegiatan, panitia mengundang seluruhipeamgpondok pesantren dan
Sekolah Agama Islam se-wilayah Kantor Agama. Dalpada itu, panitia
meminta Kepala Kantor untuk mendorong para pimpiRandok Pesantren dan
Sekolah Agama Islam agar bersedia menyukseskamatkagiForum Silaturahim
Kyai-santri tersebut yang akan dihadiri oleh Walik@akarta Selatan. Dalam
pertemuan tersebut, Kepala Kantor mengatakan:
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“Guru-guru saya, para pimpinan pondok pesantren Sakolah Agama
Islam. Di sini kami memberikan informasi saja bahpeda tanggal 27
Oktober nanti akan dilaksanakan kegiatan Forumtu#dhim Kyai-santri
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam se wilKyator Agama.
Ternyata, acara ini disambut positif oleh bapak iKé&h dan beliau sudah
mengatakan siap hadir di tengah-tengah kita. Kae=aaa ini sebenarnya
adalah acara dari dan untuk pesantren serta Sekglaima Islam, ya mari
kita dukung dan kita sukseskan bersama. Beberdqpa taelakangan ini,
pondok pesantren sedang diuji. Banyak isu yang dmellang bahwa
pesantren adalah ini, itu, sarang teroris, dangsebga. Maka, pada acara
itu nanti mari kita tunjukkan bahwa pesantren tidakseperti itu. Sejauh
ini, panitia sudah bekerja keras tapi sepertinjarbenencapai target yang
diinginkan. Oleh sebab itu, saya meminta dengagatarantuan dari bapak
ibu sekalian untuk juga membantu kerja keras pan@aranya bagaimana?
Ya cukup dengan hadir membawa santri-santrinyalkasi kegiatan.”
Permintaan Kepala Kantor tersebut ditanggapi gosiéh para pimpinan
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam, dan eepek siap untuk
menghadirkan santri-santrinya dengan biaya dansp@atasi masing-masing.
Sejak itulah, panitia merasa cukup lega dan mdrdsk begitu terbebani dengan
masalah kekurangan dana. Sejauh ini, hubunganaa#igpala Kantor Agama
dengan para Kyai dan pimpinan Sekolah Agama Islarih&t cukup baik.
Menurut pengakuan beberapa pimpinan Sekolah Agatam)| beberapa tahun
belakangan ini Sekolah Agama Islam dan pesantrelaindiperhatikan lebih
serius, misalnya dengan diberikannya bantuan Ketsgan Rakyat (Kesra) bagi
guru-guru Sekolah Agama Islam dan sertifikasi l[gagu-guru pondok pesantren,
serta bantuan-bantuan lainnya. Kecuali Kyai-kyasdoedan popular yang
memang lebih banyak “bermain” pada level nasidnelherapa kyai dan pimpinan
Sekolah Agama Islam masih banyak yang “bermain”’yhapada level Kota,
sehingga hubungan dengan Kantor Agama tetap didakdlengan baik. Karena
bagaimanapun, berbagai kebutuhan yang terkait demgdaksanaan proses
belajar-mengajar atau juga kebutuhan mendapatkatudra harus melewati pintu
Kantor Agama di tingkat Kota sebelum kemudian ds&an ke tingkat Provinsi
atau tingkat Pusat.
Rabu, 27 Oktober 2010, kegiatan Silaturahim terseébdaksana. Sejak
pukul enam (6) pagi, panitia sudah mempersiapkarddlokasi yang bertempat
di sebuah lapangan di daerah Jakarta Selatan. péesisejak pagi ini memang

sengaja dilakukan mengingat seluruh peserta daiqio pesantren dan Sekolah
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Agama Islam juga diminta untuk tiba pukul setendafuh dan melakukan
berbagai persiapan karena Walikota sendiri akarr hepgat pukul 08.00 WIB.
Karena undangan bersifat terbuka yang ditandaialepgmajangan spanduk dan
baliho-baliho besar di beberapa tempat berisi ugaanpublik untuk Forum
Silaturahim Kyai-santri bersama Walikota Jakart&at@e, Arifin Ilham, dan KH.
Syukron Makmun, sejak pukul 06.00 pun lokasi sudahai didatangi oleh
pengunjung yang tidak hanya terdiri dari para $amtelainkan juga jamaah
majelis ta’'lim yang kebanyakan adalah para ibu &le@n putih-putih yang akan
menghadiri acara dzikir akbar bersama Arifin Ilhdam ceramah agama oleh KH.
Syukron Makmun.

Gambar 3.1. Upacara santri

.-_N.HJE"F-.-E\""‘ AL i) e 2O

Pukul 08.00 tepat acara upacara dimulai dengamngipi langsung oleh
Walikota Jakarta Selatan yang kemudian diteruskangan atraksi santri.
Sementara tidak jauh dari lokasi kegiatan pararisaatdapat lokasi khusus untuk
dzikir akbar dan ceramah agama. Di tempat terdipgpak ribuan jamaah begitu
khusyu” melantunkan dzikir yang dipandu oleh Arifilnam dan tidak lama
kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama olehSytkron Makmun.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Arifin Ilhagan KH. Syukron
Makmun cukup menyedot perhatian jamaah. Berjubeljgmaah cukup

menandakan bahwa Arifin llham dan Kh Syukron Makrmendapatkan tempat
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tersendiri di hati sebagian masyarakat. ternyat®aph yang hadir tidak hanya
dari seantero Jakarta semata, melainkan juga t&rgemgunjung yang datang
dari Depok, Bogor, Tangerang, dan Jakarta yang Rin Rahma, salah satu
pengunjung dari Depok mengatakan bahwa ia dibéornmasi oleh saudaranya
yang di sekitar Mampang bahwa Arifin llham akan giendzikir Akbar, oleh
karenanya ia menyempatkan untuk hadir. “Saya memserg/ukai beliau. Dzikir
beliau bisa langsung meresap ke hati saya. Makasstgap ada dzikir yang
dipandu oleh beliau, saya usahakan untuk ikutagp&blau masih sekitar Jakarta

saja,” ujarnya.

Gambar 3.2. Dzikir dan ceramah agama

Pukul 14.30 wib, seluruh rangkaian kegiatan Forula8ahim Kyai-santri
selesai. Panitia merasa puas dan menganggap sAksésgi ketika esok harinya,
kegiatan tersebut muncul di beberapa media cetakitip yang baru sekali itu
mengadakan kegiatan yang menurut mereka “cukuprbdsamerasa cukup
bangga. Tidak hanya panitia, Kepala Kantor yangama beberapa kali disebut
dalam media cetak itu pun merasa bangga karenatkagersebut cukup sukses.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan pertemuan, Ki€patar selalu menyebut
bahwa Kantor Agama baru saja menyelesaikan sugatahabesar, yaitu Forum

Silaturahim Kyai-Santri yang besar dan sukses.

“Sehari setelah kegiatan Forum Silaturahim Kyaitsatu, pagi hari ketika
saya baru tiba di kantor saya ditelpon oleh salatu pejabat (Kantor
Agama) di tingkat pusat. Beliau telpon saya dangueapkan selamat atas
suksesnya acara Forum Silaturahim Kyai-santri. igabeliau membaca
beritanya di media cetak dan di situ terdapat fidoa komentar-kometar
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saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Padadgil,itu saya belum

membaca koran sama sekali,” ujar Kepala Kantor.

Tetapi, apa yang muncul dari ungkapan Kepala Kaetsebut tidak serta-
merta diamini oleh beberapa pihak. Baiti Nurainsafmya, ketua panitia kegiatan

tersebut berujar:

“Gitu tuh kerjaan Kepala Kantor, yang capek kiteaktapi yang dapat nama

pasti dia. Sudah gitu, dia mengklaim kalau itu aoga dia. Padahal, ikan

acaranya Pesntren dan Sekolah Agama Islam sendiri.”

Hilir-mudik klaim pun terjadi. Pihak Sekolah Aganslam menganggap
bahwa pihak merekalah yang telah berhasil mengkadisantri-santri yang

berjumlah sekitar 7.000-an itu ke lokasi kegiatan.

“Ukuran keberhasilan acara itu ya di kehadiran gjadearena namanya saja

sudah silaturahim. Sebagus apapun konsepnya ketantpnya tidak ada ya

pasti tidak bisa dinilai sukses kan? Saya sendlals kontak teman-teman
dari Sekolah Agama Islam dan mengatakan kepadakmdyghwa inilah
waktunya bagi kita untuk menunjukkan kepada maggarbahwa Sekolah

Agama Islam itu penting. Pemerintah juga harus neghgiikan kita semua.

Masak pendidikan agama yang tertua di negeri iniamalianak-tirikan

daripada sekolah lain yang datang belakangan?” Rgradian Sunarya,

salah satu pimpinan Sekolah Agama Islam.

Pada sisi lain, ketua panitia yangtabeneadalah staf di Kantor Agama
menjadikan “keberhasilan” kegiatan tersebut sebafagian dari upaya
menaikkan “penilaian” dirinya di hadapan staf-stag lain atau di adapan pucuk
pimpinan. Dalam konteks hubungan kerja yang hiéaykitu suatu kondisi yang
didefinisi oleh Pumain (2006; 1) sebagai model pamg&atan dalam organisasi
sistemik yang secara penuh atau sebagiannya uktantoleh hubungan
kekuasaan, pengaruh, dan kontrol, penilaian yabgrifian dari pucuk pimpinan
menjadi sangat berarti bagi bawahan (staf), palitak bagi staf yang
bersangkutan. Dua bulan kemudian, Ketua Panitiglghin(mutasi) ke Kantor
Agama Tingkat Provinsi, yang secara hierarkis lainbgi tingkatannya daripada
sebelumnya yang hanya berada di tingkat Kota. Tidala setelah Ketua Panitia
tersebut berada di Kantor Agama Provinsi, ia digdngeh Kepala Kantor dan
langsung diminta untuk mengadakan kegiatan yang sargkat provinsi. Tidak

lama setelah pemanggilan itu, saya langsung ditelpo
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“Duh, gue kaget banget tadi. Gimana tidak? Gue batengah bulan disini
tiba-tiba dipanggil oleh bapak Kepala. Sambil jatare mikir terus, kira-
kira gue salah apa ya? Setibanya di ruang beliae, lgangsung ditanya:
katanya kamu ya yang bikin acara Forum Silaturayai-santri? lya pak,
tapi saya dibantu oleh tim yang bagus di sana. paksKepala bilang: ya
sudah, tolong kamu rancang kegiatan yang sama dingkovinsi ya
sekaligus menyambut hari kebangkitan nasional 20,”Mserita Baiti

Nuraini.

Berita tersebut pun sampai pula di telinga Kepadntlr Agama. Pada
momentum apel pagi yang dilaksanakan pada harinsefepala Kantor
mengatakan bahwa kegiatan Forum Silaturahim Kyairsgang cikal-bakalnya
di daerah yang berada di wilayah kerjanya akanksBlaakan juga di tingkat

Provinsi. Dengan wajah berbinar-binar, Kepala Kab&yujar:

“Minggu kemarin saya rapat di Kantor Agama Provishan ketemu dengan
Kepala. Beliau ingin acara Forum Silaturahim Kyamnsi itu dilakukan di
tingkat Provinsi. Jadi salah satu staf kita yandabupindah kesana diberi
amanat untuk merancang kegiatan tersebut. Tentdiiga juga harus
berbangga karena kegiatan Forum Silaturahim Kyatirsd@u kan cikal-
bakalnya atau lahirnya di sini dan sekarang diangkatingkat Provinsi.

Kita do’akan saja semoga kegiatan tersebut bitzksana.”

Pada saat klaim “keberhasilan” kegiatan terseblutrhudik, suatu ketika
ketua panitia didatangi oleh istri dari Kepala $eklean mengucapkan selamat
sekaligus permohonan maaf karena tidak bisa hadéenla pada waktu itu sedang
mendampingi Kepala Seksi yang kedapatan tidak bad&n. Di sela-sela obrolan
itu, istri Kepala Seksi mengatakan bahwa sebelugiaken belangsung, dirinya
diberi titipan berupa uang sebanyak Rp 350 ribth skdah-satu Kepala unit kerja
di bawah Kantor Agama untuk diberikan kepada panMemang benar, bahwa
uang tersebut telah diterima oleh salah satu pangtapi tidak pernah diterima
oleh bendahara kegiatan. Ketua Panitia mengatailhwa dirinya tidak pernah
mendapat laporan dari panitia pemungut anggaraartgrdana tersebut. Tentu,

kabar itu membuat kening istri Kepala Seksi benkgite

“Setahu saya, hampir semua Kepala unit kerja diabaWantor Agama
memberikan bantuan dana untuk kegiatan Forum $alaitm Kyai-santri,
meskipun saya tidak tahu berapa jumlahnya. Danydag tersebut tidak
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sampai ke tangan bendahara, berarti uang tersebstikmke kantong

pribadi,” ujar istri Kepala Seksi kemudian.

Hal yang sama juga terjadi pada kupon kegiatankhMes kupon tersebut
sudah tersebar habis, tetapi pertanggungjawabantidpstiap penyebar kupon
juga tidak jelas. Kalaupun terjadi klarifikasi, jalban yang muncul adalah bahwa
kupon tersebut memang sudah disebar, tetapi paexipe kupon tidak langsung
memberikan uangnya, sedangkan panitia tidak mekylenagihan sehingga
lambat-laun cerita tentang persoalan itu menguagri Bana, yang tersisa
hanyalah ingatan-ingatan kecil tentang kekurangangymelekat pada proses
pelaksanaan kegiatan tetapi kemudian lenyap diideh tarik-menarik klaim
dan kebanggaan beberapa pihak terhadap keterl@ksdegiatan yang mereka

yakini sukses dan menggembirakan.

B. Varias Pengetahuan

Ketika pertama kali saya masuk dan menginjakkam diaBeksi Pendidikan
Keagamaan, saya berusaha mengamati keadaan rugaggnerdapat di Lantai
tiga kantor ini. Ruangan persegi empat dengan unkseéitar 6 X 8 meter ini diisi
oleh sebelas staf dengan sepuluh meja kerja. Sayg lyaru saja masuk harus
menerima tidak mendapat meja kerja dan cukup “nugipsaja pada meja yang
kerap ditinggal oleh “pemiliknya.” Dari sebelasfsyang ada, tiga diantaranya
adalah generasi 1980-an, satu generasi 1970-an)agfanya adalah generasi
1950-an dan 1960-an. Tiga diantara generasi 195faarl960-an tersebut tidak
lama lagi memasuki masa pensiun.

Di deretan belakang, terlihat empat komputer daa mhesin printer. Satu
dari empat komputer tersebut sudah usang dan tidgkk lagi untuk
dioperasikan. Di dinding ruangan terdapat satu pamaih untuk memancang
data jumlah pondok pesantren, Sekolah Agama Istkem, santri. Dari rentetan
angka-angka yang terpampang, sangat tampak bahusa tdesebut tidak
mengalami perbaikan. Terbukti terdapat beberapankoyang kosong. Abdul
Basith mengatakan bahwa data tersebut merupakam ldata yang belum
diperbaiki. Alasannya, sangat sulit mendapat data whasing-masing Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam meskipun metelah glikirim daftar isian

pendataan.
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Pada awal-awal kerja, saya baru akrab dengan ABdsith dan Riki
Saptohadi. Abdul Basith adalah satu alumni dengg/@m sewaktu mengenyam
masa studi pada jenjang Strata 1, sementara RiitoBadi lebih karena satu usia
dan kemudian saya tahu bahwa masuknya dirinya kéokani adalah berkat
“bantuan” pamannya yang merupakan pejabat tingdfahtor Agama Tingkat
Pusat yang juga saya kenal. Dan ketika saya maissikig posisi Kepala Seksi
sedang “kosong” karena sedang mengalami sakitesulakam waktu yang cukup
lama, sehingga pekerjaan sehari-hari di ruangardiserahkan kepada Abdul
Basith yang fokus pada bidang Pondok PesantrerKatemanto yang fokus pada
bidang Sekolah Agama Islam.

Meskipun secara umum saya tahu bagaimana kehicagadok pesantren,
tetapi apa yang harus dilakukan oleh birokrasi Bamigama terkait dengan
pondok pesantren dan Sekolah Agama Islam tidakdsasgya ketahui. Mungkin,
karena posisi Kepala Seksi yang sedang tidak akafyapun relatif tidak
mendapatkan mandat kerja yang popular di kalangakrbsi disebut dengan
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kalaupun adaatestang harus dikerjakan,
seperti mengetik surat, itu biasanya diberikan @Maul Basith yang memang
sudah cukup kenal sejak lama. Dan mungkin jugankateibungan itu, lambat-
laun berbagai hal yang terkait dengan pelayanga pada Pondok Pesantren pun
menjadi bagian dari pekerjaan saya. Hingga suadt S@ya diajak oleh Abdul
Basith untuk mengunjungi Kepala Seksi di rumah@gsampai di rumah Kepala
Seksi, saya diperkenalkan oleh Abdul Basith, darsaha pula saya ditanya
banyak hal tentang latar-belakang profesi sayarselai. Hingga pada akhirnya,
Kepala Seksi mengatakan untuk mengikuti saja ritta@ irama kerja di kantor
yang menurutnya terkadang sangat monoton. Padauvitakjuga Abdul Basith
mengatakan kepada Kepala Seksi bahwa posisi sayaadgan akan banyak
membantu Abdul Basith dalam bidang peayanan bagd&to Pesantren, bukan
pelayanan pada Sekolah Agama Islam. Esok hariraysm disodori oleh Abdul
Basith satu lembar kertas berisi uraian tugas yargs saya tanda-tangani yang
ternyata adalah lembar berisi Tugas Pokok sayayaepagawai.

Beberapa bulan saya bekerja di Seksi ini sepertidgk banyak yang saya

lakukan. Banyak hal yang tidak saya ketahui di malg. Pusat informasi dan
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pengetahuan tentang pelayanan pondok pesantredabeada Abdul Basith,
sementara pengetahuan pada Sekolah Agama Islanpaatia Kirmanto. Hal
tersebut coba saya tanyakan pada Riki yang empan tbebih dahulu masuk ke
kantor ini. Suatu saat di pertengahan Desember 2@%8 berbincang dengan
Riki. Staf yang memiliki latar-belakang keilmuan 8idang ekonomi dan
mengaku tidak pernah mengerti tentang kehidupadgopesantren dan Sekolah
Agama Islam itu merasa selalu bingung dan tidak gegn apa yang harus

dilakukan. Dengan bahasa Jawanya yang cukup k&ikalbertutur:

“Kamu enak karena punya latar-belakang pesantranagama. Aku sama

sekali tidak tahu. Apa itu Sekolah Agama Islam saekali tidak tahu.

Pondok pesantren pun hanya tahu namanya saja, dpeyang diajarkan di

sana, aku juga tidak tahu. Aku ditempatkan disintuk membantu di

bidang pelayanan Sekolah Agama Islam, tapi akik tidlau yang harus aku

kerjakan. Aku hanya mengerjakan kalau disuruh. Kdldak, ya sudah,
paling hanya nongkrong-nongkrong saja atau maiar cajpalagi, kegiatan
kita tahun 2010 sudah selesai, jadi ya sudah tdiaklagi yang dikerjakan.

Paling-paling kalau ada tamu yang datang untukabga sesuatu ya kita

layani. Tapi tamu-tamu yang datang juga kebanyd&agsung menemui

pak Kirmanto atau pak Abdul Basith.”

Ya, apa yang dirasakan oleh Riki juga kerap sagmialSaya kerapkali
melihat Abdul Basith atau Kirmanto menerima telpdangan pembicaraan
tentang kegiatan untuk pondok pesantren atau Sekaama Islam. Percakapan
tentang bantuan sertifikasi bagi guru-guru, atantlzn kesejahteraan rakyat, dan
sebagainya hanya mampu saya dengar dan hanyalsssgkatanyakan. Itu pun
dijawab ala kadarnya oleh Abdul Basith. Bahkan setiap tamu gandok
pesantren yang datang ke tempat ini langsung bengan dengan Abdul Basith.
Sementara staf yang lain hanya diam saja dan tddékukan banyak hal.

Kondisi tersebut coba saya tanyakan ke Ramdhalah satu staf yang
sudah cukup lama di kantor ini, yaitu sejak tah@84ldan tergolong staf senior.
la juga salah satu staf yang berada di Seksi PiadidKeagamaan sejak tahun
2007, yaitu ketika pertama kali Seksi Pendidikanadgg@amaan secara resmi
menjadi bagian dari struktur Kantor Agama. Paddus4asempatan, ia bertutur

dengan nada tinggi terkesan emosional:
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“Dari dulu memang dua orang itu (Abdul Basith dainnkanto,Pen) yang
menguasai. Apalagi sejak pak Kasi sakit, dua orfangemain menjadi-jadi
karena keduanya memang diberi amanah oleh pak Kaguk
mengkoordinir pekerjaan kantor. Pak K&sin juga diberi amanah untuk
menjadi ketua umum koperasi Kantor Agama, jadileimh banyak fokus
disana. Sementara yang disini diserahkan pada daagadni. Padahal,
sewaktu rapat dulu, pak Kasi pernah bilang: tolgekerjaan seksi
dilaksanakan dengan baik, dan semuanya “diatud agpr teman-teman
yang lain juga mendapat bagian. Maksud dari ucdgaiur” itu adalah
agar pekerjaan dan anggaran yang ada itu bisaid#étagtapi kenyataannya
kantidak. Saya sendiri tidak tahu apa saja yang dkak oleh mereka, tapi
saya tahu bahwa setiap hubungan yang dilakukamhlad fain itu pasti ada
timbal-baliknya. Dan itu ya dimakan sendiri olehadorang itu. Nah, kalo
pak Kasi kesini kan dua orang itu menghadap seRdirbeliau, kitakan
tidak tahu apa yang dilaporkan. Saya yakin pak Kasbrangnya sangat
baik, dia juga tahu dengan perilaku staf-stafngpj beliau memang tidak
mau pusing. Apalagi sejak beliau sakit, beliau megndidak mau
mempermasalahkan urusan kantor.”

Ungkapan Ramdhani tersebut searus dengan keberg@adn kantor ini.
Hampir setiap hari ia masuk kantor pada pukul 1(@@i, lalu duduk-duduk
ngobrol atau bermairgame di komputer. Hal itu ia lakukan sampai siang
menjelang sore selepas waktu ashar. Setelah pulaag kantor. Rutinitas seperti
itu ia lakukan setiap hari hingga hal-hal yang aérdengan bagaimana pelayanan
di bidang pondok pesantren atau Sekolah Agama Isama sekali jauh dari
angan-angannya.

Lain halnya dengan Abdul Basith dan Kirmanto yangrasa keduanya
merupakan pusat dan sumber informasi serta pengetgiada pelayanan Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam, khususnya gakajttdengan administrasi
dan sebagainya, maka keduanya selalu dibutuhkah pikak-pihak yang
berkepentingan secara langsung, yaitu Pondok Remadan Sekolah Agama
Islam itu sendiri. Abdul Basith sendiri sejak awadanya Seksi Pendidikan
Keagamaan memang sudah menjadi staf di sana, gehbiga dianggap bahwa
dirinya termasuk pegawai angkatan pertama di Sekbersama Ramdhani, Nani
Yusilawati, Kirmanto, Maryati, dan Ipah Kamayanerfentara yang lain datang
belakangan dan tidak banyak mengetahui apa yangs fthlakukan. Meskipun
masing-masing staf disodori secarik kertas berisiian tugas, hal itu lebih

merupakan formalitas belaka karena pada kenyataapoysi pekerjaan lebih
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banyak dilakukan oleh Abdul Basith dan Kirmanto gatbantu oleh Nani atau
Riki.

Ketidakmemadaian porsi pekerjaan itulah yang membta lain seperti
Ramdhani dan Rojalih kerap tersungut. Bagi kedugpgebedaan porsi pekerjaan
turut berimplikasi pada peluang mendapatkan imbataterial. Sementara bagi
Abdul Basith, penguasaan pengetahuan dan relagi igabangun dengan pihak-
pihak yang berhubungan dengan Seksi Pendidikanafeagn merupakan bagian
dari upayanya untuk selalu dipercaya dan dianggampao menjalankan Tupoksi

Seksi Pendidikan Keagamaan.

“Ya saya merasa staf yang lain memang sulit untakdhlkan. Kebanyakan
dari teman-teman tidak memiliki latarbelakang dumpesantren, sudah
begitu kalau harus diminta untuk kesana-kemari jagang mau. Jadi ya
sudah, akhirnya saya harus ambil-alih semuanyakiigleés saya diberi

amanah untuk mengkoordinir urusan ruangan (Selksp; saya tidak

mungkin untuk menyuruh teman-teman karena posiaidemua ini sama,
yaitu sama-sama staf. Wewenang dan kebijakan unarkerintah ya hanya
ada di Kepala Seksi. Daripada kegiatan kita tidd&n, ya akhirnya saya
yang ambil peran,” ujar Abdul Basith.

Harus diakui, Abdul Basith memang sangat mengetamgara detail
seluruh tugas dan berbagai hal yang terkait depgéayanan Pondok Pesantren,
baik berupa program/kegiatan yang sudah tercanangldam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun program barmdaankerjasama dengan
instansi lain, seperti Program Wajib Belajar Peikadid Dasar (Wajar Dikdas) 9
tahun dan kejar Paket ABC yang bekerjasama dengaas[Pendidikan atau
penyelenggaraan perlombaan olahraga dan seni bydagabekerjasama dengan
Dinas Pemuda dan Olahraga. Maka menjadi tidak hgtanAbdul Basith atau
Kirmanto tidak ada di kantor, lalu tiba-tiba adanta yang mempertanyakan
tentang program atau kegiatan tertentu, maka tahfesnnya dibuat bingung dan
harus menghubungi Abdul Basith atau Kirmanto teénletahulu untuk mencari
informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh tansebert.

Abdul Basith tampak sangat sadar bahwa penguasahadap informasi
seputar Pendidikan Keagamaan merupakan sumberdada/riesourcg yang
membuatnya sangat legitimtif untuk berhubungan dengihak lain. Hal itu

terbukti dengan adanya pihak-pihak (hampir semaay\berkepentingan dengan
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Seksi Pendidikan Keagamaan selalu berurusan deygalanmenjadi sosok yang
sangat dipercaya oleh pihak lain dan dengan kepescaitu pula ia menjadi
sosok yang diperhitungkan.

Pada sisi lain, tingkat dan latar belakang penditdikuga memengaruhi
penguasaan pengetahuan itu. Abdul Basith, selailatae belakang pendidikan
pesantren juga sudah mengenyam pendidikan Stsggta@membuat dirinya tetap
menjadi rujukan dibanding staf-staf lain yang hanggmuanya lulusan strata 1
atau bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Bebepapgram/kegiatan berupa
workshop, pelatihan atau pembinaan selalu menanyskéebih dahulu kepada
Abdul Basith tentang tema dan materi apa yang tepak diberikan pada
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan Kirmanto, meskipun tidak berlatar belgkpendidikan yang
setara dengan Abdul Basith tetapi memiliki pengalamngang cukup mumpuni
dalam pengelolaan program/kegiatan di bidang p&mhddasar. Sebelumnya, ia
sempat beberapa tahun berada di Seksi Pendidikaar B@rmal dan termasuk
staf cukup senior. Pengalaman yang banyak berad&ekbi Pendidikan Dasar
Formal membuatnya cukup mumpuni untuk melakukakep@an yang relatif
sama dengan bidang Sekolah Agama Islam.

Sementara staf yang lain tidak banyak mengambameéeketerlibatan staf
yang lain hanya menonjol dalam hal kepanitiaanksalan kegiatan Seksi. Itu pun
dalam hal kehadiran atau sesekali membantu jikdapat keperluan atau
kebutuhan yang harus dilakukan. Proses pelaksakagratan itu biasanya
didahului oleh pengajuan proposal deerm of Referenc€lfOR) serta anggaran
yang sesuai dengan DIPA yang sudah baku. Dalam@psktigiatan telah ditunjuk
ketua panitia untuk membuat perangkat yang dib@nhitalam suatu kegiatan
yang dilakukan. Menjadi menarik ketika hampir setustaf kebagian tugas untuk
membuat draf proposal, TOR, dan anggaran kegi&tah.yang sebelumnya tidak
banyak berkutat atau memiliki pengalaman dalam nuatnlidraf proposal dan
TOR terlihat cukup kelabakan, khususnya ketika keeterus membuat abstraksi
tentang materi yang akan disampaikan dalam kegiatan

Misalnya, dalam DIPA hanya tercantum kegiatan tamptavorkshop dan

Sarasehan guru-guru Pesantren. Didalamnya tidd&get rincian tentang materi
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yang sesuai atau mendukung tema kegiatan. Susurseri ndiserahkan ke
masing-masing pelaksana kegiatan, termasuk siapg g#enjadi narasumber.
Kebingungan untuk menetapkan materi lebih disebalitah ketidakmampuan
dalam mendeteksi dan mendefinisi persoalan yangngedihadapi oleh Pondok
Pesantren sekaligus juga oleh keterbatasan peng@tamengenai dimensi
kehidupan Pondok Pesantren itu sendiri. Jika sdeafikian, Abdul Basith selalu
menjadi tempat untuk merujuk dan menetapkan magialigus narasumbernya.
Dan jika draf proposal serta TOR sudah selesai;ldag Abdul Basith akan
mengoreksi isi dari draf tersebut, mulai pengkatanahingga substansi layaknya
seorang pengajar yang sedang mengoreksi dan mésabdimbingan bagi anak-
didiknya.

Para pemangku pengetahuan dan informasi seputayamein Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam seperti AbdulittBatan Kirmanto
sepertinya sadar bahwa dengan menguasai berbdganasi itu, maka mereka
akan semakin diperhitungkan oleh pihak-piahk yamegkdpentingan. Apalagi
sebagai kantor yang berfungsi memberikan pelaysdnik, maka sebenarnya
hampir tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, kaic yang terkait dengan
anggaran (DIPA). Bahkan tidak jarang Abdul BasitéwaKirmanto memberikan
informasi ke pihak Pondok Pesantren atau Sekolalim&glslam jika terdapat
suatu kabar yang baru.

Tapi jangan harap bisa mengakses informasi sepotggaran dalam DIPA,
karena sudah dimaklumatkan oleh Kepala Kantor &jBA harus dijaga baik-
baik. Dalam suatu kesempatan, Abdul Basith juga amdrahkan bahwa jika
DIPA sampai diketahui oleh pihak luar maka bisaak#yat fatal. Hal tersebut
dikarenakan DIPA masih dianggap sebagai informasigytertutup dari pihak
luar.

“Hati-hati ya, DIPA ini jangan sampai ketahuan \earan atau LSM, bisa
fatal kita. Mereka pasti akan mengejar-ngejar Kt@benarnya sih asal kita
bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPAdsik masalah. Justru
karena kita melaksanakan kegiatan tidak sesuaiaseBdPA, maka kita

harus berhati-hati,” papar Abdul Basith.

C. Program/Kegiatan: Ranah Manipulasi
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Sekitar 3 bulan saya menjadi staf di Seksi PekdidKeagamaan Kantor
Agama, saya belum mendapati satu program/kegiagadabarkan DIPA yang
dilaksanakan. Hingga terjadi pergantian tahun, IaariDIPA untuk tahun yang
baru mulai ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kamtgama. Masing-masing
Seksi pun mulai mengetahui seberapa banyak progegmtan sekaligus
anggarannya. Seksi Pendidikan Keagamaan pun demikialam kurun waktu
satu tahun 2011, terdapat setidaknya 13 kegiatag lgarus dilaksanakan dengan
jumlah anggaran yang meningkat dibanding dengamtabbelumnya.

Meskipun permulaan tahun kegiatan dimulai pada roulanuari, tetapi
pelaksanaan DIPA baru dapat dilakukan sekitar bidiamet. Pada saat itulah,
masing-masing staf diberi mandat untuk membuatndangajukan draf proposal,
TOR, dan anggaran kepada Kepala Kantor sesuai debd@A yang telah
ditetapkan. Apa yang menarik dari fenomena pela@arkegiatan ini adalah
kebiasaan terjadinya penggabungan beberapa kegmaémpadi satu kegiatan,
tentu dengan asumsi dan harapan akan adanya “arsgjaran yang dapat
disimpan (disaving untuk kemudian digunakan bagi kebutuhan masingirga
Seksi termasuk “kesejahteraan” para stafnya.

Kebiasaan penggabungan tersebut, menurut bebdedpasg sudah cukup
lama menangani program/kegiatan merupakan hal pasg, bahkan cenderung

harus.

“Kalau tidak digabung, kita tidak mendapat apa-dga kegiatan justru sulit

untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena anggaran urggkatan yang kita

terima tidak penuh seratus persen, melainkan sed@@ setelah dipotong
sana-sini. Sementara laporan yang harus kita barasimemenuhi seratus
persen,” ujar Kirmanto.

Oleh karena kegiatan mengalami penggabungan, seya@sakan keanehan
dan kelucuan di berbagai tempat. Dari segi waktsamya, dua kegiatan yang
laiknya dilakukan untuk dua hari maka harus dilakéan hanya satu hari. Tetapi
karena untuk pelaporannya harus tetap dua hariadakumentasinyapun harus
dapat mencerminkan keterlaksanaan kegiatan selaraahdri. Masing-masing
kegiatan dibuatkan spanduk dengan tema yang bertsuanduk yang satu
dipasang pada pagi hari, sementara spanduk laidipgsang pada siang hari.

Dokumentasi fotopun bisa direkayasa sedemikian wypak meyakinkan pada
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pihak pemeriksa bahwa kegiatan tersebut memangsdit@kan pada hari yang
berbeda.

Absensi pesertapun dibuat berderet. Jika untuk lsggiatan, peserta harus
melakukan 3 kali tanda-tangan, maka pengggabunggmtian meniscayakan
adanya pelipatgandaan tanda-tangan. Tetapi, pgjgataan tanda tangan
tersebut tidak berimplikasi pada jumlah uang yamgtmya diterima peserta. Jika
merujuk pada anggaran sebagaimana yang tertena @dRA, setiap peserta bisa
mendapatkan tigaratus (300) ribu untuk menghaditii kegiatan, maka uang
yang diterima tidak lebih dari seratus (100) rilgpiah, dimana jumlah tersebut
merupakan patokan tertinggi untuk pengganti traritapodalam kota.

Kebiasaan melakukan tanda-tangan berderet yangh shdalangsung
beberapa tahun membuat para peserta kegiatan mesgagat mengerti dan
memiliki kesan bahwa Kantor Agama hanya sekedaraksahakan kegiatan
untuk memenuhi kewajiban semata, sesuatu yang bigsdbut dengan istilah
“formalitas”, “menghabiskan anggaran”, atau yangtjpgy kegiatan bisa jalan.

Sikap sama-sama “maklum” antara staf Kantor dergama peserta yang
kebanyakan mewakili Pondok Pesantren dan Sekoladmmagislam membuat
keterlaksanaan kegiatan hanya bersifat begitulegikaka. Meskipun juga harus
diakui bahwa tidak semua peserta menganggap kegidag dilaksanakan
sebagai sesuatu yang tidak penting. Masih terdaplerapa peserta, terutama
Pondok Pesantren yang masih baru berdiri merada gan ingin tahu lebih
banyak tentang kegiatan yang terkait dengan pelageladan penanganan pada
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam. Semdratigrgpeserta yang sudah
terbiasa mengikuti kegiatan kerap menyambut sétgpatan dengan sikap datar
tanpa kesan istimewa. Tampaknya, mereka juga mengahwa kehadiran
mereka hanya dibutuhkan untuk memuluskan kegia@mgmgat bubuhan tanda-
tangan mereka menjadi penting. Hubungan antaratpedengan staf Kantor pun
terjalin demikian akrab, bahkan kerap tidak tampalanya eksklusifitas dan
kekakuan. Tetapi juga harus diakui bahwa keakr&lpdrungan tidak terjadi bagi
seluruh peserta, kecuali beberapa diantara merahg sering datang ke kantor

dan menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan.
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Relasi yang demikian cair dan dekat ternyata meareig pemberian
kegiatan dan program bagi pondok pesantren danl&ekgama Islam. Melalui
kedekatan hubungan, ditambah dengan status daanéngdimiliki oleh beberapa
pengasuh Pondok Pesantren tertentu, kegiatan dgrepn dalam bentuk bantuan
lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak yang htetaemiliki kedekatan
hubungan itu. Dan ternyata, keterlaksanaan progtamkegiatan bantuan bagi
Pondok Pesantren atau Sekolah Agama Islam pun tideki semulus seperti apa
yang dibayangkan diharapkan oleh kebijakan (pekupglaksanaan dan petunjuk
teknis) yang ada.

Program bantuan pendidikan bagi anak-anak maryiaag dikenal dengan
program Pendidikan bagi Anak Marjinal misalnya,akanakan oleh Pondok
Pesantren dengan tanpa memenuhi standar yangdiétédpkan oleh kebijakan
yang terkait dengan program itu. Misalnya saja reenag persyaratan peserta
yang menurut kebijakan harus direkrut dari anakegatanan, anak yatim dan
kurang mampu yang sebelumnya tidak berada di PoRdekntren ternyata justru
sebagian besar diambilkan dari anak-anak yang sorgigenyam pendidikan di
Pondok Pesantren itu sendiri. Hal tersebut, merebtrapa pemimpin Pondok
Pesantren karena merekrut anak-anak jalanan memgkésulitan yang tinggi,
sementara tuntutan dari Kantor Agama untuk memeualftar peserta harus

dipenuhi dalam waktu yang cepat.

“Habis bagaimana? Kita diminta untuk cepat-cepahyaemhkan proposal

lengkap dengan susunan peserta. Merekrut anakjalaalan itu kan sulit,

sementara kami tidak memiliki pengalaman menangaak-anak seperti
itu. Akhirnya, kami isi saja daftar dari santri den lagian kalaupun nanti
ada pemeriksaan ya anak-anak kita kondisikan sepagarta,” ujar Asy’ari

Saleh, salah satu pemimpin Pondok Pesantren pemprimgram.

Dalam hal pelaporan anggaran pun demikian. Kebaryglara penerima
bantuan program Pendidikan bagi Anak Marjinal tidakmiliki kemampuan
membuat pelaporan yang sesuai dengan peraturanripgahe dalam hal ini
standar menurut Kementerian keuangan. Jika sudalkid®, yang terjadi adalah
dua hal: mereka belajar membuat pelaporan dengassekaensi mengalami
kesalahan dan harus diperbaiki terus-menerus, ataminta dan menyerahkan

pelaporan ke salah satu staf di Kantor yang tesbmsmbuat pelaporan dengan
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konsekuensi harus memberikan imbalan. Melihat keada, ada pula staf yang
hanya memberikan arahan bagaimana memperbaiki alapseusia dengan
petunjuk teknis pelaporan. Tetapi ada juga stafyaanerima untuk membuatkan
laporan karena memang dirinyalah yang cukup mehgetdan menguasai
bagaimana membuat pelaporan yang “baik” dan “bés@amentara tidak sedikit
pula staf yang hanya diam dan tidak tahu apa-apa.

D. Setoran: Kebiasaan Tak Terhapuskan

...Masyarakat membayar sejumlah uang, baik
dalam pajak maupun dalam suapan. Para
birokrat menerima — acap kali lebih besar dari
ketimbang yang semestinya, terutama ketika
biaya proyek dipergemuk untuk kemudian
diparuh dan dibagi-bagi. Dengan kata lain, yang
bekerja adalah mekanisme yang tak sama dengan
arti “pemerintahan.” Pemerintah, sebagai
sehimpun ketertiban dan wibawa, adalah sebuah
fiksi. Fiksi itu harus dibangun, karena sebuah
masyarakat senantiasa cemas akhaos
Mungkin itu sebabnya pemerintah atau “negara”
bukanlah barang yang menarik dalam pemikiran
“kiri” maupun “kanan”. Karl Marx
membayangkan bahwa akhirnya negara akan
“melapuk-hilang”, ketika sebuah masyarakat yang
sama rata dan sama rasa terbentuk.
(Goenawan Mohamadatatan Pinggir 5h. 155-156)

Desember 2010, Seksi mengadakan kegiatan workgmbang Pendidikan
Virtual bagi Guru-guru Pondok Pesantren. Saya yaarg tiga bulan bergabung
di Kantor ini hanya mengikuti saja kegiatan yangraldilaksanakan. Selesai
kegiatan, seluruh staf di Seksi menandatangani aksit dan beri uang
kepanitiaan. Tidak lama kemudian, Riki mendekatasa

“Tadi waktu tanda —tangan di kwitansi tertera bafip

“Seratus Limapuluh ribu. Kenapa?” tanyaku.

“Di ruangan kita ini aneh. Semuanya serba tida&ksjeKita disuruh tanda-
tangan di kwitansi dengan jumlah 150 ribu, tapi twak SPJ, kok berubah
jadi 300 ribu. Padahal saya sendiri tidak pernahassetanda-tangan yang
di SPJ,” celoteh Riki.
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Pada suatu kesempatan, saya mencoba mencari taigapasterjadi hal-hal
yang demikian. Saya tanyakan hal itu kepada AbasitB.

“Ya memang kita tidak mungkin melaksanakan kegiatasuai dengan
anggaran yang tertera dalam DIPA, karena anggdtamarus dipotong
sebanyak 15% untuk Biaya Kesejahteraan Kantor (BRRYo untuk pajak,
dan 20% untuk simpanan Seksi. Nah otomatis, serngaapggaran harus
dikurangi, termasuk honor panitia dan pesertadrtgnya.

Kening saya berkerenyit. Biaya Kesejahteraan Kai8&K)? Apa pula itu?
Ternyata BKK itu merupakan anggaran taktis yangmti& dari potongan
kegiatan. BKK merupakan keharusan yang menurut rephestaf digunakan
sebagai dana taktis yang tidak teranggarkan dali.IMisalnya, ketika Kepala
Kantor hendak bepergian ke suatu tempat, maka Ipagalanannya diamblikan
dari dana BKK. Atau jika terdapat tamu yang datdag “harus” memberi bekal
pulang, diambil dari dana BKK. Dan ketika selurdbfgamelakukan jalan-jalan
untuk wisata, juga diambilkan dari dana BKK. Sinmk@a, anggaran yang
“musti” keluar tetapi tidak terdapat dalam anggabdiRA, maka harus diambilkan
dari dana BKK itu.

Memahami BKK ini, menarik mengutip cerita dari Ab@asith,

“BKK itu memang dilematis, tetapi ia memang haras &arena kondisi
sekarang ini sedang membutuhkannya. Kantor kita jikda hanya

mengandalkan uang dari DIPA sangatlah tidak meruukarena di dalam
BKK itu juga tersimpan anggaran untuk kesejahtetlaagawan juga. Nah,
kesejahteraan karyawan itu meskipun sudah dari, gafiapi kalau

distandarkan dengan pendapatan perkapita dan kelaypendapatan
ekonomi, ya masih belum layak. Gaji kita kan berkisar antara 1,5 juta
rupiah — 2,5 juta. Kecuali kalau untuk para pejabatnang lain, tetapi gaji
pokoknya ya berkisar itu, yang berbeda adalah ngajanya saja. Dengan
standar gaji yang kecil, dan jika dihitung secaraematis memang tidak
cukup, terus darimana untuk menutupi kekurangan samentara untuk
bekerja di luar kantor ya sulit juga.

Dengan standar gaji yang seperti itu, kita ini juggak disebut sebagai
orang yang tidak mampu. Makanya wajar kalau kifaniasih mendapat
bagian dari zakat dan sumbangan lainnya karenarkitaemang tergolong
belum mampu. Kalau kemudian kita ditanya sama oradgh tau gaji

pegawai kecil tapi kok mau jadi pegawai?’ pertamyaaperti itu menurut
saya tidak relevan lagi. Kenapa? Karena pekerjaanjadi PNS ini juga
pilihan orang bekerja, sama saja ketika orang nienrtenjadi guru,
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menjadi pengusaha, pedagang, dan sebagainya. Kkalzal kita memaksa
diri jadi PNS atau di Indonesia ini pekerjaan yawa hanya PNS, maka
wajar kalau kita harus menerima saja.

Seharusnya pemerintah memikirkan ini. Kalau kemudeda BKK,
sebenarnya ini adalah keadaan yang terkondisikah sistem, dan mau
tidak mau kita harus memilih itu. Logika saya bedgBKK itu ibarat kita ini
sedang memelihara anak yatim. Ketika anak yatimgydipelihara itu
memiliki kelebihan harta dan si pemelihara kekueandharta, maka si
pemelihara anak yatim boleh mengambil sedikit Harta anak yatim tetapi
digunakan kembali untuk mengurus khidupan anakryatirtinya, BKK itu
ya diambil dari DIPA yang sebenarnya untuk berjaj@nproses yang ada di
kantor ini. Karena tanpa BKK itu, ya pasti susabrsBalannya sekarang
adalah, apakah BKK itu dikemukakan kepada masydmkak penerima
manfaat atau tidak?

Menurut saya, seharusnya BKK yang dipotong darigaran DIPA itu
dikemukakan ke penerima manfaat sehingga merekgemgrdan tidak jadi
dosa. Karena bagaimanapun di dalam anggarakaituada hak mereka
sebagai penerima manfaat. Kalau saya sih seriagdike pihak pesantren
atau pimpinan sekolah bahwa mengapa anggaran &egidta tidak
maksimal, ya itu karena anggaran kita memang digptantuk nyumbang
ke kantor. Nah, kalau tidak dikemukakan, ya ituakidransparan dan itu
dosa.

Nah, untuk meminimalisir itu kita berharap pada weerast Dengan
adanya remunerasi itu, gaji PNS seperti kita isalineningkat mencapai 6
juta rupiah. Dengan gaji sebesar itu, maka mensaya sudah memenuhi
standar kebutuhan hidup. Nah, kalau dengan adaanerasi itu masih
saja terjadi penyimpangan, ya itu artinya si pegatwasudah buruk dan
harus ditindak tegas.”

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Sekdarbauatu kesempatan,

ia menuturkan,

“Ya memang BKK itu untuk sekarang ini sulit untukhapus. Ini sudah
terjadi sejak dulu. Di semua Kantor Agama BKK itlaadan berlaku, tetapi
besarannya berbeda. Sebenarnya di kantor kitaBKiK-nya paling kecil

dibanding dengan Kantor Agama yang lain. Tetapi &f@pKantor mau
menaikkan lagi BKK tidak enak karena Kepala Kangang sebelumnya
mematok angka yang tidak besar. Pada waktu ity &#tyu kalau Kepala

! Remunerasi adalah penataan kembali sistem peaggaing dikaitkan dengan sistem penilaian
kinerja. Latarbelakang remunerasi ini terkait demgeendahnya kualitas pelayanan dan
profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sehingga merekudah melakukan manipulasi dan
penyimpangan-penyimpangan. Dengan remunerasi ¢kamnaakan meningkatkan profesionalitas
dan kualitas pelayanan publik oleh PNS.
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Kantor yang sebelum ini tidak ingin ada BKK, tetéginyata memang tidak
bias dihindari. Akhirnya tetap diadakan tetapi kiderlalu besar.

Nah bagi saya, yang penting dari BKK itu bukan besaya berapa, tetapi
seharusnya kita hitung dulu kebutuhan kantor kaagydiluar DIPA itu

berapa? Baru kita sokong bareng-bareng dari pematoIPA. Tetapi

selama ini memang tidak jelas. Saya beberapa katiamyakan itu, tetapi
selalu dijawab oleh Kepala Kantor “sulit kalau tsardihitung berapa
kebutuhan riilnya.” Masalahnya, kita juga tidakuadklokasi BKK itu untuk

apa dan kemana saja, sehingga wajar kalau tidakitsedri kita yang

menganggap bahwa BKK itu larinya ke kantong pribddpala Kantor.

Untuk bisa dihapuskan atau tidak ya tergantung pacipinan, karena di
kantor kita ini semuanya tergantung pimpinan. Ssemadiri yakin bahwa
pimpinan tahu bahwa ini keliru apalagi dia jugaraeg santri yang pasti
mengerti lah bagaimana hukumnya. Tetapi factorefakti luar itu juga

sangat menentukan.

Misalnya begini, ketika ada kunjungan dari pejali@igkat Provinsi
biasanya pimpinan mengkondisikan agar tamu terggdahg dengan diberi
amplop. Kalau tidak dikasih ya sebenarnya tidak-aps tetapi digkan
merasa tidak enak. Masalahnya lagi, yang dibem jogenerima dan tidak
menolak. Ketika dia Tanya ke Kepala Kantor yang,lérnyata begitu juga.
Akhirnya ini menjadi kebiasaan terus-menerus. Sugiélh kepala kantor
kita ini kan orangnya takut juga kalau dengan pmapidi atasnya.”

Setoran wajib dalam konteks birokrasi seperti ukdn hanya terjadi dalam
bentuk BKK belaka, melainkan dalam berbagai halgydasin. Yang paling
kentara, menurut pengakuan beberapa staf, adatédta kerjadi rotasi, mutasi,
atau naik tingkat jabatan. Ketika terjadi trangt®pemimpinan di Seksi ini,
khususnya pada saat Kepala Seksi sakit berbulambdhn isu pergantian
kepemimpinan demikian santer, hilir mudik informean manuver dari beberapa
staf yang ingin menduduki jabatan tersebut terlifi#up kuat. Abdul Basith,
salah satu staf di Seksi ini pun tampak begitu dfstningin menggantikan posisi
Kepala Seksi.

Dengan pengakuan bahwa dirinya telah mendapau“rdati Kepala Seksi,
maka Abdul Basith pun semakin percaya diri untukungan melobi beberapa
pejabat di tingkat lebih tinggi. Selain itu, keingnnya untuk maju disebabkan
oleh kondisi Seksi, yang menurutnya, semakin titikata semenjak Kepala
Seksi sakit hingga beberapa bulan. Padahal, dagka& dan golongan jabatan,
Abdul Basith belumlah memenuhi syarat. Tetapi iasikekuh maju dengan

alasan bahwa meskipun secara golongan jabatan behemenuhi, tetapi
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golongan jabatan yang ia miliki sudah bisa diusulk#&enjadi Pejabat Sementara
(Pjs) hingga saatnya kemudian bisa tetap menjagialie Seksi saat jenjang
golongan jabatan sudah memenuhi standar menuratupan yang ada.

Abdul Basith sempat bercerita bahwa sebenarnya IKefaksi sangat
mendukungnya untuk menjadi Kepala Seksi yang bKepala Seksi sudah
merasa tidak “layak” lagi menjabat sebagai Kepakstkarena kondisinya yang
sedang sakit. la tidak ingin dicap sebagai oramgyyaemakan gaji buta karena
tidak pernah masuk, tetapi mendapa gaji dan tuajangbatan secara utuh.
Keinginan Kepala Seksi untuk mundur tersebut disdgndleh Abdul Basith
sekaligus meminta dukungan kepada Kepala Seksi Afpalul Basith bisa
menggantikannya. Permohonan dukungan tersebut btésma alasan, selain
Kepala Seksi disegani karena “kebersihannya” dalmengelola pekerjaan
Kantor, ia pun dinilai memiliki kedekatan denganpié Kantor Agama di
tingkat Provinsi, sehingga dukungan atau rekomengtasg dibuat diharapkan
akan dipertimbangkan secara lebih kuat.

Hanya saja, untuk maju menduduki kursi jabatan yabg tinggi, tentu
saja bukan sesuatu yang mudah dan gratisan. Baimghk yang harus
dipertimbangkan dan kondisi yang mendukung. Sebsgza dimaklumi oleh
banyak pihak bahwa Kantor Agama diisi oleh statigiagawai yang memiliki
hubungan yang khas, yaitu: hubungan berdasarkaardie&tan, latarbelakang
organisasi masyarakat atau latarbelakang kesanharanidberdasarkan Perguruan
Tinggi dan organisasi kemahasiswaan sebelumnya.

Latarbelakang kekerabatan yang secara sederhaaadiagngerti sebagai
suatu kondisi yang terberi melalui kelahiran dataki bisa diubah, keseharian
aktifitas kehidupan keluarga baik melalui penjefadanu genetik yang ilmiah
maupun ahli medis yang mampu menjelaskannya baséla@lum sosok tertentu
dilahirkan (Carsten, 2004: 6) sangat memengarubkaib hanya terhadap
penentuan rekruitmen pegawai baru, melainkan jagatan karir seseorang. Hal
itu pula yang sempat saya dengar ketika pertamaniesuk sebagai staf di kantor
ini, salah satu staf bagian Kepegawaian sudah nyakan: 'ente titpan siap?”
lanjutnya, ‘Udah bilang aja, Kantor ini kan dinasti
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Hubungan kekerabatan itu menjadi sesuatu yang s#éidg& asing. Tidak
jarang terdengar dan terketahui dimana staf A adatak dari pejabat ‘anu’, si B
adalah keponakan pejabat ‘anu’, dan banyak lagg yaarupa. Bahkan di Seksi
saya pun terdapat dua orang staf yang merupakak dera keponakan dari
pejabat Kantor Agama di tingkat Pusat, sesuatu yaemang tidak terkesan aneh.

Selain hubungan kekerabatan, hubungan Dberlatadredakkesamaan
Organisasi Masyarakat (Ormas) juga memengaruhiapgludan percepatan
jenjang karir. Ormas seperti Nahdlatul Ulama (N&hgat diperhitungkan dalam
proses-proses percepatan karir, terlebih jika @i pegawai yang bersangkutan
merupakan anak atau keluarga atau direkomendasilaamwleh tokoh atau Kyai
NU yang disegani.

Sementara hubungan berlatarbelakang alumni Pemyuiliaggi dan
Organisasi Kemahasiswaan juga sangat diperhitungR&sanya, ketika akan
terjadi pergantian kursi jabatan, sosok-sosok yeergungkinan akan menduduki
jabatan tersebut kerapkali disensor latarbelakaggnisasi terdahulunya. Jika ia
memiliki latarbelakang organisasi yang sama, ma&sab kemungkinan akan
memuluskan jalannya untuk menduduki jabatan. Laamya jika ia pernah
menjadi anggota organisasi mahasiswa yang bedaa alekn lebih sulit untuk
meraih jabatan tinggi tertentu. Menjadi semakin angn bahwa di lingkungan
kantor terdapat beberapa orang yang menjadi infork&apejabat tinggi untuk
memberikan bisikan dan informasi seputar “biogratéf, khususnya sosok-sosok
yang memiliki peluang untuk menduduki jabatan ykefgh tinggi.

Hubungan berlatarbelakang kesamaan alumni Perguiliaggi dan
kesamaan organisasi kemahasiswaan tersebut jugiéthdia secara terus-menerus
dari generasi ke generasi untuk menjadi jaminamatiap pemapanan komposisi
jabatan. Kondisi tersebut bisa saya rasakan kedikdu ketika saya dan para
pegawai yang sudah diidentifikasi memiliki jaringelnmni Perguruan Tinggi dan
organisasi kemahasiswaan yang diundang dan berkibepama Kepala Kantor
Agama Tingkat Provinsi di sebuah rumah makan diata€iputat, Tangerang.

Di dalam pertemuan itu, secara terang-terangan aeyauyperlu mempererat
hubungan yang sudah ada sekaligus meminta dan mogngddepala Kantor

Agama Tingkat Provinsi untuk menaikkan jabatan ksigf atau pegawai yang
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berada pada satu “jalur’ yang sama. Pada pertentuapula diidentifikasi
jabatan, kedudukan, dan tempat tugas masing-masafiglengan harapan untuk
memudahkan penentuan masa depan karir dan jabatsingrmasing, disamping
tentu saja menanamkan benih-benih hubungan yaitgKkebht bagi pegawai baru
untuk masa-masa selanjutnya.

Hubungan-hubungan tersebut sangat dimengerti oltulABasith. Dalam
upayanya menduduki jabatan baru sebagai Kepalai,Sekgun hilir-mudik
kesana-kemari mencari dukungan banyak pihak. lg gawaktu mahasiswa dulu
tidak diperhitungkan dalam jajaran organisasi kesmsawaan, mendaku diri
sebagai sosok yang aktif dan terlibat dalam urusganisasi. Di samping itu,
ilapun tidak lupa mendatangi Kyai terkemuka untukmiméa rekomendasi.
Hingga pada akhirnya, ia pun menemui Kepala Kafig@ma Tingkat Provinsi di
rumahnya dengan membawa surat rekomendasi darirdpebeorang yang
memiliki pengaruh.

Meskipun hubungan-hubungan semacam itu sangat rudaern tetapi
terdapat hal lain yang juga tidak kalah menentukaitu modal materi berupa
kecukupan uang untuk memberikan “hadiah” kepadagmaang yang berjasa

padanya.

“Untuk menjadi Kepala Seksi di tingkat Kantor Ke@a, paling tidak harus
menyiapkan 50 juta rupiah. Uang sebanyak itu dibagi. Untuk Kantor
Agama Tingkat Provinsi sekitar 25 juta, kepala Kamgama Kota sekitar
10 juta, 10 juta untuk pelantikan, dan sisanya kirddministrasi dan
sebagainya. Segitu pun (50 juta, pen.) ya stardiatuk menjadi Kepala
Unit Kerja yang kerjaannya menikahkan orang itiamsencapai 75 juta.
Kenapa lebih mahal dari Kepala Seksi karena anggsaKepala Unit
Kerja yang pekerjaannya menikahkan orang itu yaydlapendapatan dari
menikahkan orang. Belum lagi kalo untuk menjadidtafkantor, wah bisa
ratusan juta. Bahkan untuk jabatan kepala Kantana Tingkat Provinsi
bisa mencapai miliaran rupiah,” terang Abdul Basith

Tetapi, pengakuan Abdul Basith tersebut sempatntiibaoleh Mahfuddin.
Sosok satu ini dikenal sebagai informan dan penghglbagi para pejabat. Sejak
mahasiswa dulu, Mahfuddin memang dikenal dekat alepgra pejabat di tingkat
Provinsi maupun di tingkat Pusat sehingga ia mé&mihosisi dan strategis
termasuk kerap dijadikan sebagai pemulus jalan @a&gig-orang yang ingin naik

jabatan.
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“Ah tidak benar itu. Buktinya, waktu pak Muzayyi@ik jabatan, dia tidak
pake uang sama sekali. Tidak pake uang itu bisa s@ya bisa
mengusulkan tetapi dengan syarat bahwa yang bdusamgmasih dalam
jajaran ‘kita’ dan memiliki kualitas yang baik. $aini kesana-kemari hanya
untuk menyisir siapa saja kader-kader kita yandumditas. Nah kader-
kader yang berkualitas itulah yang nanti bisa kisalkan. Tapi kita juga
tidak jarang kecolongan, karena tetap saja adagdi&n yang ‘bermain-
main’,” ujarnya.

Kebiasaan memberikan ‘setoran’ itu tidak hanyaakerlbagi staf/pegawai
yang ingin naik jabatan, melainkan juga bagi penarbantuan yang kemudian
memberikan ‘setoran’ ke pihak staf atau kantor. lAbmsetoran’ tersebut ada
yang berdasarkan sukarela, tetapi ada juga yaegtdkan kisarannya. ‘Setoran’
atau yang bagi sebagian staf menyebutnya sebagai ‘Ue-rahim-an’ (rahim
artinya kasih sayangpen) itu terkadang diberikan kepada staf/pegawai yang
sejak awal membantu mengusulkan dan menguruskaepposes bantuan ke
pihak Pondok Pesantren atau Sekolah Agama Islam,juagh yang diberikan
untuk kas Seksi.

Saya sempat terhenyak mendengar istilah ‘uang keaa) suatu istilah
yang diambil dari terminologi agama tetapi digumakatuk memberikan imbal-
balik bagi pihak-pihak tertentu yang memberikantban. Bagi saya aneh, karena
pemberian sesuatu yang terkait dengan bantuan sajaadengan gratifikasi,
suatu pemberian dari pihak tertentu kepada pegstabihegara yang dapat
disetarakan dengan suap atau korupsi jika tidalatddpaporkan sesuai dengan

aturan hukum. Tetapi, Kepala Seksi memberikan fesga yang cukup menarik,

“Istilah uang kerahiman itu baru dipakai sekitaradiahun belakangan.
Sebelumnya bernama ucapan terima kasih. Ketika lki@ng “ucapan

terima kasih” artinya itu sama saja dengan pembeugng. Saya sendiri
tidak tahu persis siapa yang pertama kali mendguiiristilah uang

kerahiman itu. Kalau tidak salah istilah itu justmuncul dari kalangan
pesantren untuk menggantikan ucapan terima kasitydang kerahiman itu
tidak pernah kita minta, itu atas kesadaran mesekaliri karena mungkin
sudah merasa dibantu, yah semacam hibah lah, pamisaja. Kita ini tidak

boleh minta karena kalau minta ya berarti sudah aksandan itu dosa. Tapi
kalau diberi ya kita terima, jangan juga ditolak.

Kebiasaan ini sudah lama terjadi dan sulit untukagus. Meskipun saya
sebagai pimpinan bisa bilang ke pihak Pesantrenkutilak memberikan
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uang kerahiman ke kita, tetapi terkadang ada pibak yang ternyata
terang-terangan meminta. Kita yang di bawatkam tidak bisa berbuat apa-
apa. Bentuk uang kerahiman itu juga macam-macarma, yahg sudah
ditentukan besarannya, ada juga yang tidak, tdrdezpada mereka. Bagi
sebagian Kyai, ada juga yang pintar menyiasatiBgtiap ada bantuan,
Kyai ini tidak memotong anggaran bantuannya untetoran, tetapi dia
ambil uang yayasan atau lembaga untuk memberikag kerahiman, tetapi
uang bantuannya sendiri tidak berkurang. Inilahab®ja Kyai-kyai itu. Dia
tahu kalau memotong anggaran bantuan, artinya ullahstidak amanah
lagi, tetapi ketika ia mengambil dari uang kas waya maka dia
memperlakukan itu sebagai pemberian saja. Singhatdgpsa itu bisa
disiasatin lah, ha...ha...ha...”

Gonjang-ganjing ‘setoran’ juga tidak hanya melanstaf di Seksi,

melainkan juga menjurus ke Kepala Kantor. Salah stf senior di kantor ini

sempat berujar,

“Coba ente hitung saja, di Wilayah Kantor Agama yang di sipjasada
berapa penghulu? Setiap penghulu itu sudah dikena@edoran’ wajib ke
Kantor sebanyak 100 ribu rupiah untuk setiap ka#ireka menikahkan
orang. Kalau satu orang penghulu per-bulan itu bisaikahkan 10 orang
saja sudah 1 juta rupiah. Kalikan saja dengan sgrenghulu, berapa coba?
Dan anehnya kita ini tidak pernah tahu kemana g@hrmang-uang itu,
pastilah banyak yang mengalir ke kantong pak Kepgdekan?Apalagi di
wilayah Kantor Agama kita ini tempatnya sangatteyes, lahan basah
karena banyak orang-orang kaya berkumpul. Makanmyayah kita ini jadi
buruan mutasi untuk jabatan Kepala Kantor karemakumendapatkan uang
1 miliar setahun saja itu gampang,” ucap Agustiahsy

Hal senada juga diungkapkan oleh Baiti Nurainialkakatu staf yang
suaminya adalah seorang penghulu. la mengatakamabsdtiap penghulu wajib
memberikan “setoran” ke kantor minimal 100 ribuialpuntuk satu kali kasus
pernikahan. Dalam satu bulan, suami Baiti Nuraisakbmenyetor 1 — 1,5 juta
rupiah, apalagi di kota seperti Jakarta hampirktidernah sepi dari pernikahan.
Sama halnya seperti Agustiansyah, Baiti Nurainigjtiglak tahu kemana akhir
dari alokasi uang “setoran” itu.

Bagi penerima program Pendidikan bagi Anak Marjim&alnya, ‘setoran’
yang diberikan sebanyak 7,5 % dari dana yang diterdengan pembagian 2,5%
untuk Seksi Pendidikan Keagamaan dan 5% untuk KaAgama Tingkat
Provinsi. Untuk program Pendidikan bagi Anak Majintahun 2011 saja
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mencapai Rp 9 milyar se-Provinsi DKI Jakarta. Jdigierkirakan terdapat sekitar
Rp 675 juta hanya untuk uang ‘setoran’ ke bebepatpak.

Sementara ‘setoran’ yang tidak bisa terdeteksi adaemberian yang
dilakukan secara personal karena jasa pembantu#salnyla, untuk program
sertifikasi guru atau bantuan kesejahteraan rabggt guru-guru Sekolah Agama
Islam juga selalu ada ‘setoran’nya meskipun tidakndukan jumlahnya. Pada
titik inilah, bagi staf yang sejak awal sudah ménjaubungan dekat dengan para
pengelola dan guru-guru Pondok Pesantren atau &ekglama Islam akan selalu
mendapatkan jatah ‘setoran’ yang langsung masukakeong pribadi karena
staf/pegawai yang lain kerapkali tidak tahu apa-apeeskipun sebenarnya
menduga dan yakin bahwa si A mendapat ‘setorampdaa guru.

Untuk bisa dipercaya atau untuk menjalin hubungekatl dengan para
pihak luar, maka selain karena posisi diri stafgyaitunjuk sebagai kordinator
juga disebabkan oleh penguasaan informasi menggogram/kegiatan. Abdul
Basith dan Kirmanto, dua sosok yang sejak lamanplikusebagai koordinator
kegiatan sekaligus menguasai seluruh informasi ewaig program/kegiatan
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam, makaakgduselalu dipercaya
dan menjadi rujukan para guru atau pengelola PorREgantren dan Sekolah
Agama Islam untuk dimintai informasi atau dimohocentuan atas keberadaan
bantuan-bantuan ke mereka.

Kapasitas Abdul Basith dan Kirmanto dalam menguadgarmasi sebagai
kapasitas pengetahuan mereka bukan hanya karegalae@an keduanya yang
sudah cukup lama membidani kegiatan di Seksi, mieai juga hubungan mereka
ke Kantor Agama Tingkat Provinsi sehingga memudahkaereka untuk
mendapatkan informasi terus-menerus. Kesempatarg yama relatif tidak
didapatkan oleh staf/pegawai yang lain. Tampakhgdhal seperti itulah yang
membuat kapasitas pengetahuan dan tindakan padakien pengelolaan Pondok

Pesantren dan Sekolah Agama Islam menjadi tidakeset

E. llmu SPJ

Maret 2011. Bulan ini Kegiatan DIPA berikut anggarga sudah turun.
Saat itu pula rapat di tingkat Seksi digelar unmuimbentuk jadual kegiatannya.
Untuk tahun 2011 ini terdapat sekitar 13 kegiatang&n jumlah anggaran DIPA
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Rp 473.962.000 juta. Tentu, anggaran tersebut rakeup anggaran normal
sebelum dipotong sana-sini. Prosedur pelaksanagiatée dan anggaran adalah
melalui pengajuan proposdierm of ReferencélTOR), dan anggaran biaya serta
Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Ketigabelas kegiatan tersebut lalu dibagi dan diakian kepada masing-
masing staf untuk menjadi ketua panitia kegiatangda konsekuensi bahwa
masing-masing ketua panitia harus membuat popos@R dan rincian
anggarannya. Masing-masing staf memang memilikiakégas yang berbeda
dalam hal penguasaan teknologi seperti komputerggiahuan terhadap dunia
ke-pesantren-an dan Sekolah Agama Islam, serteefsngn tentang penyusunan
draf proposal dan TOR itu sendiri. Rujukan yangr@aimudah bagi staf yang
memiliki keterbatasan kapasitas adalah mencontahddaf kegiatan yang pernah
dilaksanakan tahun sebelumnya, atau, mencontohddrafstaf lain yang sudah
jadi. Pada gilirannya muncul kesan membuat drdf‘gshlek”.

Kondisi yang demikian memang tidak bisa dihindarkBanyak hal yang
memengaruhi mengapa fenomena contek-mencontek ratambuat draf asal
“goblek” itu terjadi. Di Seksi ini, tidak semua stanemiliki latarbelakang
pendidikan yang mendukung tugas pokok dan fungsieghagai pelayan
kehidupan Pondok Pesantren dan Sekolah Agama If)am.11 staf yang ada,
hanya ada tiga staf yang memiliki latarbelakamendidikan keagamaan dan
pondok pesantren, sementara yang lainnya berldaiebey pendidikan umum.
Akhirnya, staf yang tidak banyak mengerti tentangid dan kehidupan Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam hanya terpalaipscerjaan teknis belaka,
seperti pengarsipan surat, membuat surat rekomienddsu melakukan
monitoring. Suatu kesan tentattige wrong man in the wrong place

Di samping itu, terdapat anggapan bahwa draf pedpden TOR hanyalah
syarat formlaitas belaka sebagai prosedur yangshditalui. Meskipun substansi
draf tersebut tidak mencerminkan suatu kegiatarg ydihutuhkan oleh Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam, hal itu tidakplanting. Bagi para staf,
yang penting draf sudah ada dan dapat diusulkalkelgala Kantor dan dengan

demikian kegiatan dapat dilaksanakan.
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Di tingkat Seksi pun tidak terdapat suatu pembemargang cukup serius
bagaimana membesut kegiatan yang memadai dan sdeungan kebutuhan
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama lIslam. Rapat lpariangsung untuk
membahas kegiatan lebih difokuskan ke hal-hal ybatsifat teknis, seperti
dimana dan kapan waktunya, berapa dan siapa sagadpandang, perlengkapan
apa saja yang dibutuhkan. Hampir tidak terjadistpértarungan” gagasan yang
terkait dengan substansi pelaksanaan kegiatan panngut atau output yang
diperoleh, baik bagi peserta maupun pelaksana tieegieSekedar formalitas
kegiatan itulah, selain karena faktor pemotongaggaran, yang membuat
penggabungan kegiatan menjadi suatu yang lazirkukiéan.

Sementara Kepala Kantor sebagai pemegang otostdagni di kantor
Kota memang tidak fokus pada substansi kegiatatelede melihat teknis
pembuatan draf (urutan sub-judul, penulisan, kédepgn lampiran) sudah
“tepat”’, maka ia pun langsung membubuhkan tandgatanPersetujuan Kepala
Kantor yang dibuktikan dengan tanda-tangan itulahgydijadikan dasar bagi
pelaksanaan kegiatan dan pengucuran anggaran, rmdepgtatan bahwa
pengucuran anggaran dilakukan setelah dipotongngaka20 % dengan
kewajiban laporan pertanggungjawaban tetap memgnooilah 100% anggaran
yang sesuai dengan DIPA.

Untuk membuat laporan pertanggungjawaban dibututdedniasaan untuk
membuat laporan manipulatif, terutama pengadaati-bukti tertulis dari banyak
pihak, seperti tanda-tangan peserta, panitia himggasumber, toko pembelian
Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi, dan sebagainfeberapa staf yang sudah
terbiasa berhubungan dengan toko dan rumah-makainteiuntuk mendapatkan
kertas kwitansi dan faktur kosong dengan tertemdadangan dan stempel toko.
Faktur dan kwitansi kosong tersebut pada nantirken adiisi sesuai dengan
anggaran yang terdapat dalam DIPA, meskipun konkeetbelanja ATK,
konsumsi, dokumentasi, dan lainnya tentu jauh lédgtil dibanding anggaran
yang semestinya.

Dan ternyata, di Seksi ini hanya terdapat satuysiafj memang memiliki
keahlian di bidang pembuatan Surat Pertanggungmwé®PJ). Bukan hanya itu,

dengan keahliannya itu, ia pun kerap dipercayakuntenghadapi pemeriksaan
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dari Inspektordt atau pemeriksa lain yang sewaktu-waktu datang kuntu
memeriksa seluruh akuntabilitas keterlaksaan progtegiatan, dan anggaran.
Kirmanto, staf yang dimaksud itu memang sudah bartdahun berpengalaman
membuat SPJ dan berpengalaman pula menghadapipeanariksa. Perihal

kemampuan Kirmanto ini, Baiti Nuraini menuturkan.

“Wah Kirmanto itu punya ilmu SPJ. Dia tuh palinghtia bagaimana

membuat SPJ yang tidak dicurigai oleh Inspekt@atiap ada pemeriksaan,

dia itu juga yang bisagejelasinkegiatan dan anggarannya.”

Setiap setelah selesai kegiatan, Kirmanto memangnaméu bagaimana
membuat SPJ dan persiapan apa saja yang haruskditakia juga menjelaskan
cara-cara pembuktian kegiatan dan anggaran agaai sEsngan DIPA.

“Sebenarnya kunci dari pemeriksaankan asal kegiatan dan anggarannya
ada buktinya ya sudah. Lagian anggaran kitekam tidak terlalu banyak,
jadi ya tidak terlalu diperhitungkan juga oleh lakforat,” ujarnya.

Berkat keahliannya membuat SPJ dan bagaimana cayakmkan para
pemeriksa, membuat Kirmanto “disegani” di kantor iBagian keuangan pun
sangat percaya dengan apa yang ia lakukan. Apapog ¥ ajukan ke bagian
keuangan selalu dikabulkan, sehingga seolah-olstinujua yang mengendalikan
seluruh mekanisme anggaran di Seksi. Bagian kenatdak mampu menolak
jika Kirmanto meminta agar anggaran Seksi harusngign, atau digunakan untuk
hal-hal tertentu. Dan mungkin, karena kedekatanmimnto dengan bagian
keuangan itu, membuat beberapa staf di Seksi iaiusenemiliki kecurigaan
bahwa Kirmanto mencari dan mendapatkan keuntungeseridiri, khususnya

keuntungan materi.

“Bagian keuangan kita itu orangnya jujur. Dia tidakkan mau
menyelewengkan anggaran karena dirinya sendiriahdatang kaya. Dia
tidak butuh duit dari kantor ini karena dia itu ganbisnis sendiri. Tapi
karena dia dikendalikan oleh Kirmanto, jadinya yaibu, dia selalu nurut
apa kata Kirmanto. Setiap ada kegiatan, kita sememang kebagian uang
panitia, tapi kitakan tidak tau persis Kirmanto itu dapatnya berapa. Dan
setiap selesai kegiatan, dia itu kan semangat baSgmik kesana-kemari

2 |nspektorat merupaka salah satu unit kerja yargifopada pemeriksaan terhadap seluruh
mekanisme dan teknis pelaksanaan program, kegddananggaran pada unit kerja di bawah
koordinasi Kementerian yang sama.
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bikin SPJ. Itukan pasti dia dapat sesuatu. Mana mungkin lah dia mau
capek-capek gitu kalo tidak dapat apa-apa. Saydirsgernah tanya ke
Kirmanto, kok panitia cuma dapat uang separo dagigaran DIPA. Dia
bilang anggaran telah dipotong dan disetor sanagiau apa kita?” ujar
Ramdhani.

Keluhan Ramdhani tersebut coba saya tanyakan kmafio. Dengan
santainya ia menjelaskan.

“Begini pak. Setiap ada kegiatdn hanya itu-itu saja orangnya yang mau
kerja. Sementara untuk SPJ kain butuh kejelian, harus hati-hati, dan juga
harus cepat diselesaikan karena kalau satu kegsajanSPJ-nya telat, ya
kita tidak akan bisa mengadakan kegiatan yang jsehga. Kenapa saya

mau capek-capek begini? Ya sampean sendikandau. Yang kerja siapa

sih? Yang lain ya begitu, tidak bisa diandalkaanya santai-santai saja.
Lha kalau begini terus, ya kegiatan kita tidak aja@an. Saya sih berniat

baik aja.”

Saya terdiam. Perlahan-lahan saya hembuskan nefabas merenung,

“birokrasi siapakah kamu sebenarnya?”

F. Tarik-ulur Perlakuan

Ruangan seksi yang berukuran sekitar 6 x 8 m iihgg tidak begitu
longgar untuk diisi dengan 11 meja kerja dan 4 rkejaputer. Terlebih dengan
tidak adanya gudang penyimpanan arsip, tampak katwapukan kardus dan
kertas-kertas berjilid yang merupakan arsip atakud@ntasi milik Seksi. Dari
sekian arsip dan dokumentasi itu, cukup mengherayakiagi saya ketika Seksi
ini ternyata tidak memliki data yang cukup mematiitang Sekolah Agama
Islam dan Pondok Pesantren. Data-data terkait jusitawa/santri, guru-guru, dan
segala macamnya tidak terdapat yang cukup memdgidikan, data yang
terpampang di dinding ruangan ini pun merupakaa daang yang tidak pernah
mengaami pembenahan.

Saya sendiri tidak tahu persis berapa jumlah sguatnilah guru, bagaimana
kondisi Sekolah Agama Islam dan Pondok Pesanteztg sarana prasarana yang
dimliki oleh kedua lembaga pendidikan keagamaan Mtata tahun 2009 pun
hanya data perkiraan, dan bukan data yang bis&idiyakurasinya. “Sulit,”
demikian ujar Abdul Basith menanggapi pertanyaagasaeputar pendatan

Sekolah Agama Islam dan Pondok Pesantren.
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“Kita sudah beberapa kali meminta ke Sekolah Agdstean dan Pondok
Pesantren untuk memberikan data-data mereka, aafiilgk pernah sampai
ke kita. Padahal, sekarang ini sudah ada EMé®g harus diisi. Tapi setiap
kita menyerahkan formulir, ya tidak pernah kembKklau dari Sekolah
Agama Islamsih masih banyak formulir yang kembali ke kita, taping
dari pesantren susahnya minta ampun.”

Lebih jauh Abdul Basith menjelaskan bahwa sulitoyguk mendapatkan
data-data langsung dari Sekolah Agama Islam darddkofPesantren adalah
karena sifat dan bentuk hubungan antara Kantor Agakmususnya Seksi
Pendidikan Keagamaan dengan kedua lembaga keagaerasabut. Sifat dan
bentuk hubungan itu adalah hubungan yang tidak npainon-client,cenderung

angin-anginan.

“Ini berbeda dengan hubungan antara Seksi Pendidiasar Formal
dengan sekolah-sekolah formal. Kalau sekolah-sbkdtamal itu kan
memiliki ketergantungan yang besar dengan Seksidifi&@an Dasar
Formal, kenapa? Karena Seksi Pendidikan Dasar Fatmanerupakan
penentu dari segala urusan administrasi dan berlbagéuan ke sekolah-
sekolah dan guru-guru, seperti sertifikasi dan dmamtlainnya. Artinya,
Seksi Pendidikan Dasar Formal bisa menekan ke aelsakolah untuk
mengirimkan data, karena kalau tidak, bisa terantdak mendapatkan
bantuan kan sekolah-sekolah itu pada takut. Makarmjar kalau data-data
sekolah di Seksi Pendidikan Dasar Formal itu lepgian akurat. Kalau di
kita (Seksi Pendidikan Keagamadten) ya sulit untuk begitu. Khususnya
Pesantren. Kenapa? Karena Pondok Pesantrerkamibelum menjadi
lembaga pendidikan formal. Sementara bantuan-bankeamereka juga
tidak tergantung pada kita. Mereka bisa nyari senkeémana-mana.
Seandainya kita tidak membantu pun, mereka bisgslarg meminta ke
kantor pusat. Kalau pun kita menekan mereka yaupggicwong mereka
sendiri tidak merasa tergantung sama kita. Tapik&ekolah Agama Islam
sih masih mending karena sekarang mereka mulai bita dalurkan
beberapa bantuan seperti sertifikasi maupun baraianya,” ujar Abdul
Basith menjelaskan.

Ya, seperti dilaporkan oleh banyak peneliti, Pond¥santren memang

memiliki kekhasan tersendiri dan terkadang tidakdatu untuk memahaminya

® EMIS (Education Management Information Syst8istem Informasi Manajemen Pendidikan)
merupakan suatu sistem manajemen pendukung yaffigngsi untuk menyediakan data dan
informasi yang akurat dan tepat waktu untuk digamakebagai dasar pengambilan kebijakan,
perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikaat, IDepartemen Agama RRedoman
Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Isliakarta: Dirjen Pendis-Departemen Agama Rl,
2009. H.1
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secara sambil-lalu. Saya teringat dengan ungkapbdurtahan Wahid yang
menyebut pesantren sebagai subkultur (Wahid, 13@ku kondisi yang selalu
mengalami alih-ubah budaya dengan tidak berada pgaas-lurus” dengan
budaya dominan, tetapi juga tidak benar-benar benzada “garis-luar” dari
budaya yang dominan itu, serta memiliki gaya-gay@uiikan) tertentu yang
selalu menarik perhatian. Dengan menyebut pesastbagai subkultur, maka
pesantren memiliki ke-khas-an, paling tidak, dalaga hal: cara hidup yang
dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang dijkdain hirarki kekuasaan intern
yang ditaati sepenuhnya (Wahid, 1983: 43).

Sejak awal kehadirannya di nusantara, pesantrenilikiemodal berupa
perwujudan kultur asketis (kealiman) sebagai kgmgja-padu antara doktrin
normatif Islam dengan kultus pada para wali yangnimeat pesantren berada
pada posisi yang selalu berusaha melakukan proaesfdrmasi sosial bagi
lingkungannya, suatu posisi yang pada satu sislilbeerpisah dari masyarakat,
tetapi pada sisi yang bersamaan juga menjadi bagiakehidupan masyarakat.

Cara hidup yang demikian membuat pesantren terligabira langsung
dalam penciptaan tata-nilai yang memiliki dua unstama, yaitupeniruandan
pengekangar{Wahid, 1983: 45). Peniruan merupakan usaha yaograesadar
dilakukan oleh pesantren untuk memindahkan poladikglan Nabi Muhammad
saw, para sahabat dan ulama salaf. Oleh sebadettap santri yang mulai masuk
dan belajar di pesantren sudah menempatkan diagselsosok yang sedang
melakukan suatu ibadah dalam kurun waktu yang esgaipai kapan. Pandangan
sarwa ibadah yang melekat pada diri santri membaisuya untuk mencintai
pula seluruh dimensi yang ada di pondok pesantsefingga kerja yang
dilakukan di pesantren selalu dalam konteks beaba&edangkan pengekangan
berarti usaha pesantren untuk menerapkan disi@g ycukup ketat, terutama
disiplin dalam penerapan keilmu-agamaan yang dseliapesantren. Dalam
melakukan dua hal tersebut, maka Kyai (pengasuhligepesantren) harus
memiliki kepribadian yang kuat, kapasitas keilmugang mumpuni, dan
kelebihan-kelebihan lainnya yang tidak dimiliki blsasyarakat pada umumnya.

Modal sosial-budaya yang dimiliki oleh Pesantrenptila yang membuat

hubungan antara Kantor Agama dengan Pondok Pesgoiare berjalan rumit.
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Abdul Basith mengatakan bahwa dalam konteks hubuniga “ya pesantren
memang sulit untuk diatur.” Apalagi Pondok Pesantyang Kyai-nya sudah
sangat popular dan kesohor, staf kantor pun tidakpu berbuat apa-apa selain
tunduk dan patuh.

Menyikapi hal itu, pelakuan terhadap Pondok Pesanpun dilakukan
secara tarik-ulur, terkadang perlu ada penegasantetkadang juga dibiarkan.
Penegasan bisa dilakukan jika pesantren akan melkguskegiatan, program
bantuan, mengurus surat-surat penting atau sesifguru pesantren. Tetapi lebih
dari itu, Kantor Agama, khususnya Seksi Pendidikeagamaan hanya mampu
diam dan cukup menyaksikan aktifitas Pondok Pesantfiyaknya tarian indah
yang tersaji di depan mata, laik ditonton, dinikindan sesekali diberi komentar

dengan cara bisik-bisik.

G. Keinginan untuk Berubah: Jeritan Hati Birokra(t)si

Setelah kurang lebih satu tahun Seksi Pendidikaag&®maan ada tanpa
“pemimpin”, di bulan Juni 2011 datanglah Kepala S$glang baru. Kurang-lebih
satu bulan yang dimulai dari bulan Mei hingga Jkekosongan kekuasaan
terjadi dan mulai saat itu terjadi kasak-kusuk,dvapa orang bermanuver untuk
mencoba merengkuh kursi yang kosong, sementaradpeberang lagi berusaha
menebak siapa kira-kira yang akan menjadi Kasi.baru

Abdul Basith adalah salah satu yang cukup getol dalen diri sebagai
suksesor Kasi. la, selama ini mengaku kerap gemlgah situsi Seksi yang
menurutnya berjalan diluar kendali. la ingin mergjulitu semua, tetapi dengan
syarat harus mendulang diri sebagai Kasi terlebifutl. Kasi sebelumnya yang
memang sejak lama absen, coba ia dekati dan dikaki bahwa Seksi
membutuhkan pemimpin baru yang mampu menyelamdix@rahu” di tengah
kemungkinan karam di lautan.

Abdul Basith sempat bertutur bahwa Kasi sudah ntidak enak hati untuk
terus duduk sebagai Kepala Seksi sementara didigada sakit yang cukup
lama sehingga hampir tidak pernah masuk kantosiddiain, usia jabatannya pun
hanya tinggal satu tahun lagi menjelang masa pen$tada suatu saat, ketika

Kasi datang kekantor dan berbincang dengan stafi ekdidikan Keagamaan, ia
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menuturkan bahwa ia ingin bersegera pamit dan rggalkan kursi Seksi-nya. la
pun menitipkan pesan agar Seksi dijaga dengan 8itakjutkan apa yang selama
ini dikerjakan, dan ia pun berharap serta berusababantu agar penggantinya
pun dari Seksi Pendidikan Keagamaan sendiri.

Ternyata tidak hanya Abdul Basith yang berminat jaginKasi. Salah
seorang pejabat kantor pun menghendaki kursi “paresebut. Sang pejabat
yang waktu itu sedang menduduki kursi Sub-bagiata Tisaha meminta Kasi
untuk segera mundur karena dirinya sudah memiéilorc Kasi baru. Momentum

itu diceritakan oleh Abdul Basith dengan cukup gkmg,

“Jadi pak Kasub-bag itu sudah punya calon, damegi® itu siap membayar
sejumlah uang. Nah pak Kasi kita pun tahu hal makanya ia menolak
untuk mundur dan mengatakan bahwa ia akan munditaiséulan April
atau Mei, itu adalah bulan dimana pak Kasub-bagipenIni sudah main
politik-politikan, dan pak kasi kita juga sangatdehal itu. Masalahnya, pak
Kasi itu ingin Seksi ini ya dipimpin oleh orang-otpdari kita saja.”

Lebih jauh, Abdul Basith mengatakan bahwa padardggsaKasi sangat
mendukungnya untuk maju sebagai Kasi, meskipunragmaongan kepangkatan
belumlah mencukupi. Tetapi ia mengatakan pula bajik@adiangkat pada saat
ini, maka ia hanya akan menjadi Pejabat Semen¢andari menunggu satu tahun
kemudian ketika golongan kepangkatannya sudah rkapcuDan atas dasar itu
pula ia meminta secara terus-terang kepada Kaskunendukungnya menjadi
Kasi baru. Menurut pengakuannya, Kasi setuju dap sienyatakan diri secara
legal untuk mundur dari jabatannya lalu menggunakek tentang Masa
Persiapan Pensiun (MPP) sebagai salah satu alasgrtgpat untuk pengunduran
diri. Terhitung sejak Mei 2011 itulah ia mundur daursi Kasi untuk sementara
dijalankan oleh Abdul Basith.

Ternyata jalan menuju kursi Kasi tidaklah semulwepesti apa yang
diasumsikan sebelumnya oleh Abdul Basith. Untuk jatirKasi, Kepala Kantor
harus mengusulkan beberapa nama ke Kepala Kantamagringkat Provinsi,
dan dari beberapa nama usulan itulah akan dipdin ditetapkan salah-satunya.
Hanya saja, apa yang membuat Abdul Basith risalaladzahwa dari beberapa
nama tersebut, terdapat satu nama yang membuatmgadgap. Tb (44 th), sang
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calon lain itu ternyata memiliki modal yang lebilb@hdingkan oleh Abdul
Basith. la bukan hanya memiliki golongan kepangkatang lebih dari cukup, ia
pun pernah berpengalaman menjadi staf Seksi P&adiddeagamaan di Kantor
lain (Jakarta Utara). Dan yang lebih membuat AbBlastith ketar-ketir adalah
hubungan antara Komarudin dengan Kepala Kantor Agéimgkat Provinsi yang
begitu dekat karena ia masih terbilang keponakawdise Abdul Basith lantas
menemui Mahfuddin yang dinilai merupakan salaha&sgiyang cukup dekat pula
dengan Kepala Kantor Agama Tingkat Propinsi unt@namyakan kemungkinan
dan peluang dirinya menjadi Kasi. Dalam pada itighfddin memberikan

informasi sebagaimana diterangkan kembali oleh ABdsith.

“Tergantung pak Komaruddin. Sebenarnya sudah laeekaKpmaruddin itu
mau diangkat menjadi Kasi, tapi beberapa kali dapataran ia selalu
menolak karena ia tidak enak dengan banyak oranggimgat dirinya
adalah keponakan dari pak Kepala Kantor Agama Rsavbementara pak
Kepala sendiri katanya sudah pernah mendapat amanairangtuanya pak
Komaruddin kalau dia sukses menjadi “orang besadka jangan sampai
melupakan Komaruddin. Jadi kartunya sekarang ina gmhda pak
Komaruddin. Kalo dia menolak, saya (Abdul Basitllstp akan jadi. Tapi
kalo pak Komaruddin menerima, ya pasti dia yang’jadtur Abdul Basith
menirukan laporan dari Mahfuddin.

Meskipun Abdul Basith merasa bahwa peluangnya cuienat, tetapi ia
tidak patah arang. la pun segera menemui beberd@mk yang ia anggap
memiliki kekuatan dan bias memengaruhi keputusapalee Kantor Agama
Tinkat Provinsi. la mendatangi salah seorang péjdbéingkat Kantor Agama
Tingkat Provinsi yang dinilai dekat dengan Kepalantor Agama Tingkat
Provinsi untuk meminta rekomendasi. Selain itupus menemui salah seorang
kyai yang cukup berpengaruh di Jakarta, juga umtekdapatkan rekomendasi.
Pada akhirnya, ia pun mendapatkan rekomendasi k#alianya lalu dengan
keberanian yang cukup ia pun menemui Kepala Kafsg@ma Tingkat Provinsi
di rumahnya untuk memberikan kedua rekomendasi itu.

Tekad Abdul Basith untuk maju menjadi Kasi ternyaitandapat respon
yang cukup beragam dari para staf Seksi sendira Adberapa pihak yang

merespon dengan biasa-biasa saja dan memakluma éteul Basith mengingat
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Abdul Basith dikenali sebagai pribadi yang selafjototmencapai keinginannya.
Ada pula yang sangat sinis dan siap untuk keluar siksi jika Abdul Basith
yang menjadi Kasi mengingat orang-orang ini memilikbungan yang tidak
harmonis di Kantor. Ada pula yang khawatir jika Abdasith menjadi Kasi
mengingat Abdul Basith termasuk sosok yang “lihdé&n “licin” sehingga
dikuatirkan akan menjadikan jabatan seksi sebafgapdl keruk” pendulang
keuntungan pribadi.

Hingga awal Juni 2011, kabar sudah cukup santetemgar bahwa
Komaruddin yang akan menjadi Kasi baru. Dan temyedbar itu benar adanya.
Senin, 6 Juni 2011 pukul 13.00 terdapat acara pkémpejabat baru di Kantor,
dan semuanya kemudian tahu bahwa Komaruddin ydejusenya adalah staf di
Seksi Tanah Suci itu dilantik menjadi Kepala SeRgndidikan Keagamaan.
Hampir seluruh staf Kantor memberikan selamat, &suk saya yang sebenarnya
tidak begitu tahu dan belum cukup kenal denganksyang satu ini.

Setelah acara pelantikan, Kasi yang baru masukukegan Seksi dan
meminta persetujuan para staf untuk menjadi pimpibaru. Bagi staf lama,
apalagi yang sudah cukup senior di kantor ini, n&maaruddin sangatlah tidak
asing. la dikenal sebagai sosok yang mudah berdicdra blak-blakan, dan
memperlakukan staf lain sebagai teman. Garis-bdtesarki kekuasaan
sebagaimana yang kerap dipahami dan dijalankanmdat@odel birokrasi
tradisional ia tampik. Tampaknya, ia tak berkenanghn semua itu. Kosa-kata
loe, gueyang biasa dipakai sebagai bahasa keseharian orang- Jakarta
(betawian) pun ia pakai dalam hubungan pekerjaakadtor. Dengan hadirnya
Komaruddin di Seksi, maka hiruk-pikuk sebelumnyaai bahkan ketegangan-
ketegangan yang ada di Seksi pun mulai pudar. eskawalnya Abdul Basith
terlihat cukup canggung, tetapi lambat-laun ia porenerima kehadiran
Komaruddin sebagai Kasi yang baru.

Hingga suatu hari dan entah bagaimana ceritanyga sidekati oleh
Komaruddin sembari membisikkan sesuatariti sore jam empat ada pertemuan
dengan pak Kepala Kantor Agama Provinsi. Ini ac&tausus untuk kita-kita
Saya terperanjat. Ternyata, apa yang ia maksudjaetata-kita” adalah sebutan

untuk orang-orang yang memiliki latar-belakang origasi mahasiswa dan
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organisasi kemasyarakatan yang sama. Telisik puigik, Komaruddin
mendapat informasi dari Mahfuddin bahwa di Seksidi#kan Keagamaan ada
salah satu staf yang memiliki latar-belakang kewoisgsian dan visi yang sama.
Sejak saat itu, hubungan saya dengan Komaruddiilateg cukup baik. Ternyata,
ila cukup terperanjat ketika mendapati beberapaddletiayakan di Seksi
Pendidikan Keagamaan yang terkait dengan pendgielaksanaan kegiatan, dan
Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).

Ketidak-layakan itu misalnya, belum terdapat datadakurat tentang
Pondok Pesantren dan Sekolah Agama Islam, pelaks&egiatan yang terkesan
asal-asalan, hingga tiadanya pembagian kerja ye&lag fli Seksi ini. Saya yang
ditanya seputar itu menjelaskan bahwa selama nmd&lepekerjaan terkonsentrasi
pada Abdul Basith dan Kirmanto, sementara staf yadg di Seksi hanya
menjalankan sebatas apa yang mereka tahu ataushekda permintaan dari
keduanya.

Setengah bulan menjabat sebagai Kasi, Komarudditai melakukan
beberapa pembenahan. la pun meminta saya untukrmsgkan Tupoksi yang
baru, meminta kepada Riki untuk menyusun data-8atalah Agama Islam dan
Pondok Pesantren, dan meminta kepada Maryati untakberikan laporan
keuangan rutin bulanan. Laporan keuangan Seksrasdtdanan itu selama ini
memang tidak pernah ada dan kerap dikeluhkan téélyang lain. Para staf tidak
pernah tahu berapa jumlah uang kas yang ada diaberal Seksi, sementara
setiap kali ada kegiatan selalu ada biaya yangtaiygodan dijadikan sebagai

simpanan Seksi.

“Secara pribadi, saya sangat tidak setuju dengamyad penggabungan
kegiatan karena itu nanti akan menyulitkan kita adw ada pemeriksaan.
Saya ingin ke depan kita buat kegiatan yang bettittmengena dan ada
manfaatnya untuk peserta,” ujar Komaruddin.

Dalam hal SPJ, Komaruddin juga meminta kepada w@elwtaf untuk
membuat laporan yang benar. Manipulasi yang selemnaiasa dilakukan ia
minta untuk dihentikan karena dirinya tidak mau jadnsasaran kesalahan jika

terdapat pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
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“Jika kita membeli sesuatu, sebisa mungkin memdetoko yang betul-
betul ada alamat dan nomor telponnya. Jangan menfdddar sendiri dan
mencantumkan alamat serta nomor kosong. Beli gagaaalanya, jangan
manipulatuf karena biasanya pemeriksa itu isenggisemenelpon
tokosebagaimana yang tercantum dalam faktur. Kabo bkkin yang fiktif
ya pasti kena.”

Bagi sebagian staf yang menginginkan transpararskdsungguhan dalam
melaksanakan kegiatan, upaya dari Kasi yang bantu aja menggembirakan.
Sementara bagi staf seperti Kirmanto, upaya dasi kexrsebut justru dianggap

sebagai suatu ketakutan yang berlebihan.

“Maklum, masih baru. Pengennya serba apa adanypi Kalo kita
laksanakan apa adanya ya sulit karena kita tidgdatdapa-apa. Dia itu
terlalu polos dan takut kalo ada pemeriksaan,” Kjananto.

Satu hal yang hingga saat ini masih menggelay@ndalikiran Kasi adalah
ketidakmampuannya untuk menolak anggaran untuk BBidya Kesejahteraan
Kantor). Di satu sisi, ia cukup mengerti ketika gaigagn BKK memang diperlukan
untuk menutupi berbagai kebutuhan yang tidak textddplam DIPA. Tetapi di
sisi lain, ia juga merasa prihatin ketika kegiatgang dilaksanakan kurang
memiliki kemanfaatan yang maksimal bagi pesertdaR&hirnya ia pun terdiam.

Dengan sedikit tengadah, ia berujar:

“ya sudahlah. Kita cari saja kerjasama dengan |Igalb#au kementerian
lain untuk memaksimalkan kegiatan yang bermanfagi pesantren dan
madrasah, karena kita memang tidak bisa keluataattutan BKK itu.”

Keinginan untuk berubah, sebagaimana yang diupayalkdn Komaruddin
tampaknya tidak mudah. Birokrasi yang sudah sedamitupa bertahan dengan
berbagai mesin dan program aplikatifnya masih meuatikan banyak hal untuk
mampu mencapai harapan terhadap perubahan itu.K@agaruddin, perubahan
itu tidak hanya menyangkut peraturan, mekanisme, piara stafnya belaka,
melainkan juga dari seluruh komponen birokrasi yadg di seluruh tingkatan.
Meskipun harus pula disadari bahwa aparatus bisokang bekerja di dalamnya
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bukanlah sosok-sosok yang seluruhnya bisa dihanap&tuh, juga bukan sosok
yang diandaikan oleh Alvesson and Sveningsson (20PBsebagai pihak yang
selalu lebih mementingkan publik daripada diringadiri.

Apa yang dapat dilakukan oleh Komaruddin adalahudmra untuk
memerikan pemahaman bahwa menjadi aparatur menmdikjgungjawab ke
publik, sementara bagi individu ia merasa memthkiggungjawab kepada Tuhan.
Sejak awal, ketika ia diangkat menjadi pegawai Erasa hanya ingin bekerja
dengan baik. la mengatakan bahwa untuk menjadbaejaukanlah ambisinya.
Dan mungkin karena itulah ia kerapkali menolak Keetdipromosikan menjadi
pejabat hingga pada akhirnya ia sudah tidak managu rhenolak ketika ia

menjadi Kepala Seksi seperti sekarang ini.

“Dulu, ketika pertama kali jadi pegawai negeri tah®89, saya tidak pernah
berpikir menjadi pejabat atau apa. Dulu itu ya karengin bekerja saja dan
memang beberapa keluarga saya jadi pegawai, lgu jsga terpengaruh
untuk menjadi pegawai. Tapi keinginan untuk menjagabat atau seperti
apa itu tidak terlintas di pikiran saya. Rekruitmmenjadi pegawai kalau
jaman dulu itukan tidak seperti sekarang. Dulu itu ya mendaftar, kdss
ya sudah. Kalau sekarang ikan lebih banyak yang ditentukan oleh
hubungan ini lah, itu lah. Kita harus akui itu. Aqg para pejabat yang ada
di tingkat Pusat itu hampir semua anak-anaknyagadawai negeri. Seperti
di kantor kita ini, berapa banyak titipan pejalzadahal sudah sesak begini
masih saja ada yang baru. Belum lagi kalau bicazagenai kualitas, wah
bias lebih menyedihkan lagi. Dulu, dengan orangi@ngtua di kantor yang
lebih dahulu dari kita, kita itu hormat, cium tangadan siap untuk
mengerjakan apapun. Tapi coba lihat sekarang, anak-yang baru-baru
itu seperti apa? Datang, ngobrol, kadang-kadanghsdsuruh kerja. Ya itu
tadi karena mereka merasaanaknya pejabat. KepalmiKjaga serba salah
karena kalau diberi sanksi nanti tidak enak saraagiuanya.

Di Seksi ini sih saya ada syukurnya karena hamgmuanya adalah orang-
orang tua seangkatan saya atau sedikit di bawah lsaena tidak perlu
harus begini, begitu. Tapi memang juga ada kekanamga karena mereka
ini kesulitan untuk menyesuaikan dengan kondisasmky. Harapan saya ya
kepada yang muda-muda ini meskipun tidak banyak.

Saya inikanbelum lama di Seksi ini. Saya juga masih mempelajza yang
sudah dilakukan sebelumnya. Tapi paling tidak urikekdepan ini, saya
ingin semuanya dibicarakan secara terbuka, janganpa ada yang
dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun riei@@an yang disini
tidak tahu persis tentang dunia pesantren, tetsgdkan pelayanan mereka
bagus dan memuaskan, itu sudah cukup bagi sayan&aaya juga tidak
mungkin memaksakan Riki untuk tahu secara luasamgntkehidupan
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pesantren karena itu bukan latarbelakang dia. Kapéna dia itu orang
ekonomi, bagaimana supaya ilmunya dimanfaatkankutigas pelayanan.
Dan memang kita ini kan diberi-tugas untuk memtarilpelayanan yang
terbaik dan pelayanan yang terbaik itu akan membia kita juga baik.
Apalagi kita juga memiliki label, agama, tapi buk@ararti bahwa kita harus
merasa bersalah kalau kinerjanya tidak bagus ld&i yang bilang. ‘ah,
orang agama tapi kok begitu.” Biarkan saja kalaa gdng berpendapat
begitu. Orang juga sebenarnya hafiais juga melihat kita. Meskipun label
kita itu agama, tetapi itu tidak bisa menjadi ukugelayanan. Kenapa?
Begini, sebenarnya semua pegawai di Indonesi&aniberagama, tetapi
kenapa ada yang professional dan ada yang tidaiéh&aikuran pelayanan
public itu tidak terletak pada agamaya, melainkadepapakah sudah sesuai
dengan mekanisme atau belum, sesuai dengan atatahedlum?

Kalaupun ada orang-orang yang menyimpang, artimydelum memenuhi
standar prosedur yang ada. Meskipun dia agamis,k&dau tidak sesuai
dengan prosedur dan mekanisme, ya salah juga dimemang lebih bagus
kalau agama itu menjadi pendorong bagi perilakwagdfari, tapi masalah
birokrasi ini rumit, dia punya cara sendiri. Salsditu menteri kita yang
terkenal hafal al-Quran, santri tulen, tapi kokrjeeat kasus korupsi.
Menurut saya, itu bukan karena dia tidak agamisptekarena ia tidak
memahami dengan baik mekanisme dan prosedur yatakbeDan ketika
dia terjerat kasus, hakim juga tidak pernah mengadkan agamanykarn?
Artinya, di birokrasi ini, agama ya menjadi urusaasing-masing.

Saya akan mulai coba untuk mengumpulkan kyai-kgai mhemberitahukan
ke mereka tentang kegiatan kita, dan kalaupun rtetdap saja ada yang
memberikan uang kerahiman, maka akan saya samp&i&apimpinan

pesantren agar memberikannya langsung ke bendajsargan sampai
masuk ke kantong-kantong pribadi. Mulai tahun dé&dan semua kita

benahi bersama-sama.”

Kehadiran Komaruddin di Seksi Pendidikan Keagamgang diiringi

dengan kegalauan hatinya diharapkan oleh sebagegawai sebagai suatu

pertanda baik bahwa ia akan melakukan perubaharatkegang lebih baik.

Komaruddin mengerti bahwa para aparatur birokrasgymenjelmakan tindakan

yang sedemikian rupa: manipulasi, bermalas-maldsempura-pura, mengerjakan

formalitas-formalitas tentu bukan sesuatu yang tdekemuncul dan mewujud,

melainkan melalui pengkondisian (disposisi) yangatk secara terus-menerus

dan berulang-ulang dari apa yang terjadi sebelumiyjaposisi inilah yang

kemudian membentuk suatu tindakan berkesadaransdalah-olah terterima:

habitus demikian Bourdieu berujarMaka menjadi maklum jika kemudian

keadaan yang teramati dalam Seksi Pendidikan Keaganbaik orang-orang
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maupun kinerjanya, sebagaimana yang terlihat diankas merupakan sesuatu
yang terkondisikan sejak lama. Menjadi maklum puka kegalauan hati
Komaruddin menyaksikan kondisi Seksi yang ia pimf@ampak begitu dalam
karena ia sendiri sadar bahwa melakukan perubalikantah perkara yang

mudah.
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BAB 4
JALAN TERJAL MENUJU PERUBAHAN

4.1Birokras Berlabel: Orang-orang yang Tertuduh

Senin, 23 Mei 2011 merupakan minggu yang kesekialinya saya
mengikuti apel pagi. Seperti biasanya, tidak semegawai ikut apel. Ada saja
yang selalu absen. Dan jika ditelisik, muka-mukagy&ut apel hanya yang itu-
itu saja. Karena apel jam 08.00 pagi dipimpin lamgsoleh Kepala Kantor, maka
sangat terlihat tingkat kedisiplinan para pegawatika Kepala Kantor selaku
pembinan apel memberikan sambutan — yang selailn ¢klvsi 30 menit —hal-hal
yang berbau kedisiplinan menjadi menu utama. Bahagi pegawai yang
terlambat dan berusaha untuk ikut dan masuk datarmean peserta apel, seketika

Kepala Kantor langsung mengusirnya. Dalam pad&ipala Kantor berpetuah:

“Kita ini adalah pegawai negeri yang diangkat dagyag oleh uang rakyat.
Jadi, pekerjaan kita ini adalah amanat yang hatadunaikan. Aslinya, jam
kantor kita ini adalah jam 07.30, tetapi saya metkbae toleransi hingga
jam 08.00. Apalagi hari senin, kita semua tahu kaddari Senin itu macet
dimana-mana dan kita harus apel, maka seharusngagraasing bisa
mengatur waktu. Ingat, apa yang kita kerjakan ukam hanya disorot oleh
masyarakat, tapi akan kita pertanggung-jawabkahadiapan Allah swt.

Apa kita tidak malu kalau sudah jarang masuk, tagisih minta uang
makan dan gaji penuh? Daftar absen diisi penuh aeRadahal, kalau mau
jujur, dalam satu bulan itu, pasti akan ada 1 &adwari yang kita tidak

masuk karena ada keperluan di luar kantor. Saydirsesetiap ada Dinas
Luar (DL), selalu saya tulis di absen itu ya sedBhgdan saya siap tidak
menerima uang makan penuh. Padahal kalau sayahisausaja saya tulis
masuk, tapi buat apa kalau uang hasil menipu taurkiakan, menjadi darah
dan daging? Saya yakin, kalau tingkat kedisiplikda masih seperti ini,

jangan harap kita akan dapat remunerasi. Kita dialadn pegawai Kantor
Agama, jadi harus menjalankan amanah itu sesuagateanjuran agama.
Kalau tidak, pasti malu-lah kita sebagai pegawantka Agama, karena
Kantor Agama adalah Kantor yang mengedepankan rageatha.”

Entah, dan mungkin juga karena hanya materi yangutsaja yang selalu
disampaikan oleh Kepala Kantor dalam setiap ka gpgi hari Senin, termasuk
lama waktu dalam memberikan sambutan, maka tidakkisepegawai yang
mengabaikan bahkan cenderung tidak suka. Seleshiaga saja lontaran keluh

yang keluar dari mulut pegawaiwah kudu pijit nity" “coplok nih dengkuil
“kambuh nih asam urat

94
Para aparatur..., Miftahus Surur, FISIPUI, 2012 Universitas Indonesia



95

Ungkapan yang keluar dari Kepala Kantor tentangpssiitu Pegawali
Negeri, bagaimana mereka dibayar, dan bagaimararusgtya berperan selalu
dan kerapkali didengung-dengungkan di setiap letigmuan, terutama pada saat
apel. Tapi sesaat setelah itu, tidak sedikit pala gtaf yang cuek, acuh, dan tidak
menganggapnya sebagai suatu petuah yang pentingedaakna. “Halah, itu kan
bisa-bisanya dia aja sebagai kepala kantor. Tdpuksudah menyangkut urusan
duit, doyan juga dia,” ucap Ramdhani (51 th), salatiu staf senior di kantor ini.

Kepala kantor memang tidak pernah sepi dari guajingsunjingan itu
tidak terlontar secara frontal, karena staf yangeir selalu melalui obrolan
sehari-hari dan gosip bahwa Kepala Kantor adalabksgang “strategis” dalam
menimba uang. Terlebih, wilayah Kantor Agama innildi sebagai wilayah
“basah” dengan jumlah penduduk yang cukup banyak téadapat diantara
mereka yang tergolong kelas menengah ke atas. tuusgan administratif yang
terkait dengan persoalan keagamaan dan pendidikEmaa hampir pasti
berhubungan dengan Kepala Kantor, tentu saja demgaihikasi sosial dan
ekonomi yang tidak remeh.

Implikasi sosial yang paling kentara adalah digerigkannya segala
aktifitas kemasyarakatan yang berhubungan dengarsuskeagamaan, seperti
ritual hari-hari besar agama dan kunjungan atauangah keagamaan di
masyarakat. Posisi yang demikian juga diiringi dengmplikasi pendapatan
materi yang tidak sedikit. Setiap kegiatan yan@kilikan oleh Kepala Kantor

selalu ditimbali dengan pendapatan materi.

“Kantor kita ini dalam satu tahun mendapatkan argugaekitar 7 miliar.
Jika 15% dari anggaran itu untuk BKK sdan sudah 1 miliar lebih.
Meskipun 1 miliar itu tidak langsung untuk Kepalaror, tetapi berbagai
kegiatan yang ia lakukan ya didukung sepenuhnya BkK. Dan Kantor
ini kegiatannya paling besar dibanding dengan \aiakain, makanya wajar
kalau wilayah ini jadi incaran,” ujar Abdul Basith.

Bisik-bisik pergunjingan yang terjadi di Kantor ibukan hanya terjadi
antara staf yang satu dan lainnya, tetapi jugatsuderambah ke luar kantor,
yaitu orang-orang yang selama ini dekat dan benhgdru dengan kantor. Dalam
suatu kunjungan ke sebuah Sekolah Agama Islam, suidik tajam menghujam

kuat ke hati saya. Kepala Sekolah Agama Islam ysswrang perempuan itu
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mengatakan, “Pak, kenapa ya kegiatan kantor itkesan formalitas belaka?”
Saya terdiam. Dengan nafas berhembus berat dan sedikit tercekat saya
berusaha melontarkan jawaban, yang tentu saja tidakuaskannya. “Yah
begitulah, bu.”

Sepulangnya dari tempat itu, saya merenung darsé@eaujujur pada diri
sendiri bahwa ada yang aneh pada kantor ini, pdloak di mata dan benak
orang-orang seperti kepala Sekolah Agama IslamYify. setiap kegiatan yang
dilakukan di kantor ini terkesan formalitas, sekeaditaksanakan untuk memenuhi
“kewajiban” dalam bentuk alokasi serapan anggafbetapi, kegiatan yang
dilakukan, entah itu dalam bentuk workshop, sam@selatau juga pembinaan
hanya menampilkan narasumber atau materi yanguajikg memenuhi selera
intelektualitas dan hati para peserta. Kegiatabjhleampak sebagai ajang
kumpul-kumpul antar-sahabat, makan siang bersasrappbuhan tanda-tangan
dan pulang berbekal amplop.

Sesampai di kantor, saya lontarkan sindiran dapiale Sekolah Agama
Islam ke beberapa staf. Ada yang menanggapinyasé&t@sa-biasa saja, tanpa
ekspresi kecuali hanya senyum tersungging di bibhda juga yang
menanggapinya dengan serius dan mengakui secana Qahwa dirinya pun
merasa malu dengan setiap kegiatan yang dilakukaen& tidak memberikan
banyak arti dan manfaat kepada peserta.

“Susah juga. Karena ada beberapa orang di sini ydak ingin berpusing-
pusing dengan kegiatan. Yang penting terlaksanaugtah. Sementara saya
sendiri sebenarnya ingin agar kegiatan yang kitakan ya memiliki
manfaat bagi peserta. Kesulitan kita sendiri addigh tidak pernah
mendiskusikan secara serius tentang apa yang &izkan. Kita sedang
krisis,” ujar Abdul Basith.

Kirmanto lebih menanggapinya dengan santai. la mgniebih fokus pada

keterlaksanaan kegiatan dan anggaran serta bagaibms& menyelesaikan SPJ
tepat pada waktu yang diberikan oleh bagian keuanga

“Ya memang sulit juga untuk membuat kegiatan yarmksimal. Setiap
tahun selalu ada kegiatan yang judulnya ya yanrgutsaja. Kita mau bikin
kegiatan seperti apa lagi, sementara pesantre®elsiah Agama Islam itu
juga ya paling-paling persoalannya ya yang ityuga,” ujar Kirmanto.
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Sebagai staf senior, Kirmanto dipandang oleh bglbestaf lain sebagai
pribadi yang retak. Penampilannya yang kalem daang serta rajin ke masjid
untuk shalat jamaah dipandang oleh staf yang tidaka bergaul dengannya
adalah sosok yang baik dan taat menjalankan periamma. Tetapi bagi staf
yang tiap hari bersentuhan dengannya, kesan hagarna sekali tidak terdapat di
sana. Bagi saya yang belum lama menginjakkan kiakadtor ini, tentu tidak
banyak yang saya ketahui dari sosok yang satu ini.

Saya hanya teringat pada suatu hari pukul 12 siketika kumandang
adzan Shalat Dhuhur terdengar, Pak Kirmanto mekgsgga untuk turun dan
shalat berjamaah di mushola Kantor. Saya menolakaanya dan mengatakan
bahwa saya shalat di ruangan saja. Setengah janudiam Pak Kirmanto
kembali ke ruangan, dan dengan sedikit berkelakga $ontarkan pertanyaan:

“bagaimana, Pak jamaahnya?” Pak Kirmanto dudukdahseloroh panjang lebar.

“Pak, alhamdulillah sudah sejak lama saya berusahéuk tidak
meninggalkan shalat jamaah, baik di rumah maupsinidSaya merasa ada
hilang kalau tidak sempat jamaah. Di rumah jugatbegasjid di tempat
saya jaraknya sekitar 500 meter, dan setiap subaya sselalu
menyempatkan diri berjamaah. Bagi saya, shalatghnta akan membawa
banyak manfaat untuk kita. Yah tidak usahlah bicangpahala akherat, tapi
untuk kehidupan dunia saja, saya merasa terlinddagi nyaman, saya
yakin karena shalat jamaah itu,” tuturnya.

Saya termangu, tentu bukan karena apa dan bagaimgoti&asi shalat
berjamaah itu sebagaimana diterangkan dalam ag@aaan atau teks normatif
Islam, melainkan pada apa yang diketahui oleh Pakahto tentang agama dan
bagaimana ia merealisasikan dalam seluruh tindk&akretnya. Kepribadiannya
yang tenang dan suka memberi petuah pada yangrlembuatnya dipandang
sebagai orang-tua yang bijak. Pernyataan itu seldeagan ungkapan Rachmat
(31 th), salah satu staf yang bertugas sebagaamdgbersihan di kantor ini
sempat menuturkan: “Pak Kirmanto itu baik sekatiomgannya bijak. Saya kalau
sudah ketemu dan ngobrol sama denengbanget. Batin ini jadadem Dia itu
kayak Kyai ya, sukagasihsiraman rohani, nasihatnya mengena terus.”

Ungkapan tersebut sempat saya utarakan ke Pak Kiontan ia merasa
sangat tersanjung serta mengatakan bahwa dalarduaim ini, hanya agama

yang bisa memberikan jalan ketenangan lahir bakitakanya, tiap ngobrol ke
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teman-teman, ya sebisa mungkin kita saling memhasihat agama.” Dengan
kepribadian yang cenderung pendiam dan cara besbyang lembut, berbagai
lontaran yang diungkapkan Pak Kirmanto akan dipkhamai sebagai suatu
nasihat yang sangat menyejukkan.

Hanya saja, apa yang terlontar dalam berbagai mamaain itu kerap tidak
berbanding lurus dengan apa yang dilakukannya setf Kantor Agama yang
mencerminkan diri sebaga abdi negara. Pak Kirmdnikan hanya kerap tidak
ikut apel pagi yang “diwajibkan” oleh Kepala Kant@ pun hampir selalu datang
ke kantor setelah jam 10 pagi atau menjelang dhukemampuannya untuk
membuat laporan program dan anggaran yang “sedeagan mekanisme yang
berlaku membuatnya seolah-olah berubah dari sosok ylianggapalim ke
sosok administratur yang handal. Siasat “kreatélaporan yang ia lakukan dan
kemudian “direstui” serta dianggap sah oleh bagi@meriksa menempatkannya
pada posisi sebagai pegawai yang cukup diperhiamgkkantor.

Namun demikian, laporan dari staf lain di Seksi didikan Keagamaan
tentang perilakunya yang kerap menyiasati anggsgakan mengukuhkan dirinya
sebagai pribadi dengan wajah yang penuh gurat. Idamayani, sempat
menuturkan bagaimana suatu ketika Pak Kirmanto mami uang kas Seksi
sebanyak 10 juta untuk bisnis obat herbal dengginyang ia ungkapkan bahwa
keuntungannya akan dibagi dan diberikan juga kesiSd&isnis yang sudah
berlangsung selama dua tahun yang lalu itu tidakgbeada hasilnya, sementara
uang yang ia pakai pun tidak jelas kemana arahnydak hanya itu,
kepandaiannya mendekati bendahara Seksi juga mékamaya untuk
meminjam uang kas untuk kepentingan pribadi. Pddatenurut Ipah, uang kas
itu untuk keperluan makan siang seluruh staf Seédgsi,karena uang kas itu sering
tidak ada, maka sering pula para staf tidak mertlapamakan siang dan
membuat mereka menggerutu.

Nada dan cibiran miring seperti itu tidak hanyaujdikan pada Pak
Kirmanto, tetapi juga pada Abdul Basith. Staf yalietahui sebagai koordinator
salah satu program di Seksi Pendidikan Keagamaakerap digosipkan sebagai
staf muda yang “licin” dan “pandai” bermanuver uatkepentingan sendiri.

Ramdhani menuturkan:
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“Dia (Abdul Basith) itu, meskipun masih muda, tépesit’. Setiap ada
pertemuan rapat dan acara-acara penting, selagad@ghadir. Padahal kita
semuakantahu bahwa dalam setiap pertemuan dan acaraiacgasti ada
honornya, tapi kita-kita ini tidak pernah kebagi&@ia mengurusi program
Wajar Dikdas, Program Paket, sertifikasi, semuaadia honornya. Guru-
guru pesantren yang lulus sertifikasi itu kan paggtor, tapi mana coba
untuk kita? Dia itu tahu karena Pak Kepala Seksiktiaktif karena sakit, ya
begitu. Tapi waktu dia lapor ke Kepala Seksi, dialsi bilang bahwa
semuanya “beres.” Dia itu sama aja sama si Kirmanto
Di ruangan ini semuanya tahu bahwa Abdul Basithaddlulusan S2 salah
satu perguruan tinggi agama ternama di Indonesgngdétahuannya tentang
normativitas Islam tidak diragukan lagi. Bekal petadpuan itu tidak hanya ia
dapatkan semasa menjajaki bangku kuliah, bahkaak stpgkat menengah
pertama, ia sudah mengenyam pendidikan di Ponds&nren. Ketidakselarasan
pengetahuan keagamaan yang dimiliki dengan peritiam relasi keseharian
itulah yang kerap menimbulkan pertanyaan dari sebagtaf yang ada di
ruangan: mengapa pengetahuan keagamaan yang mundpuaiiki tidak
berbanding lurus dengan tindakan keseharian, khyaugang bersentuhan
dengan ekonomi? Riki, salah satu staf berlatarkbelg pengetahuan ekonomi
dan mengaku tidak mengerti tentang ilmu agama i&ragk melontarkan
pertanyaan seperti itu. la selalu tidak habis ptan dibuat tidak mengerti
mengapa orang seperti Abdul Basith atau juga Pakaato begitu mudah dan
terlihat santai saat melakukan perbuatan yang roémya “menyimpang” dari
yang sepatutnya. Hilir-mudik “setoran” yang datadgri pihak-pihak yang
berhubungan dengan Seksi Pendidikan Keagamaan ksi@hui oleh kedua
orang itu.

“Saya pernah mengerjakan pendataan guru-guru deviabeAgama Islam
selama berhari-hari, tapi tidak pernah diberi itigeadahal informasi
yang saya dapat bahwa pekerjaan untuk pendataasmd#@uanggarannya.
Tapi mau gimana lagi, saya tidak mungkin menanydianitu sama Pak
Kirmanto, nanti malah dikira apa,” ujar Riki tergurn.

Konfirmasi terhadap kondisi yang demikian sempatasajarkan kepada
Kepala Seksi (Kasi) yang memang sudah sejak 6 lafakhir tidak aktif sebagai

Kepala Seksi karena sakit yang dideritanya. Dalaratus kesempatan, saya
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berdiskusi dengan Kepala Seksi mengenai keterhwaouragtara pengetahuan
yang dimiliki oleh staf dengan perilaku mereka sehari di kantor. Dalam pada

itu, ia bertutur:

“Perilaku-perilaku yang menyimpang itu tergantungangnya, bukan
agamanya. Kalau anjuran agama sudah jelas, menghaakborang lain itu
dilarang. Artinya, dia masih berani melanggar keten agama. Tapi ya
begitulah, bekerja di birokrasi seperti ini ya sulhi sudah sistem. Anda
pun akan kesulitan untuk mengubahnya. Makanya sagdiri lebih baik
tidak mau tahu urusan-urusan yang begitu. Semusugah saya serahkan
sama Abdul Basith dan Pak Kirmanto, yang pentingebedan kalau
memang ada kelebihan rejeki ya dibagi rata.”

Kepala Seksi yang satu ini memang dikenal sebagsiksyang jujur dan
berpegang-teguh pada prinsip. Sudah berkali-kadlitewari untuk naik jabatan
dan ditempatkan di wilayah lain dengan jabatan vyiagh tinggi dari sekedar
sebagai Kepala Seksi. Tetapi, setiap tawaran yatang selalu ia tolak. la selalu
mengatakan bahwa penolakan itu karena dua algsatgma karena ia tetap
ingin selalu berada di Jakarta Selatfedug karena ia tidak mau memberikan
“imbalan” kepada atasan yang mengangkatnya mendydbktan yang lebih
tinggi. Tapi, ia sendiri mengatakan bahwa meskigusudah berusaha menjadi
orang yang jujur dan bersih, tetapi pandangan odamgar sana terhadap Kantor

Agama memang terkesan buruk.

“ltulah susahnya kalau bekerja di birokrasi yangldieel agama. Sudah
bekerja dengan benar pun belum tentu dinilai bagalagi bekerja dengan
buruk. Sementara harus kita akui bahwa ada di astaf yang bekerjanya
mengecewakan, akhirnya berdampak pada kita semua.”

Dan ketika ia sakit, ruangan menjadi hilang kendin menurut Bh
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Abdul Basith dak Rirmanto.

“Dua orang itukan sama saja. Setiap kali ada kegiatan, dia lapoagzak
Kasi dan bilang, ‘beres, pak’. Memang, semenjakts&ak Kasi sudah
berpesan agar seluruh pekerjaan Seksi dilaksardagan baik, dan kalau
ada kelebihan rejeki ya diaturlah bagaimana baikNydn maksud pak Kasi
agar ‘diatur’ itu ya bagaimana semua staf ikut kg Saya ini 3 bulan
menjabat sebagai pejabat pelaksana Kasi semenjaki [sakit. Tapi apa
coba, saya cuma jadi pajangan, cuma dibutuhkanaterdjan saja, tapi
tidak pernah dapat apa-apa. Ya kita kan sama-sama staf, semua juga
butuh makan. Kalau saya mirkan ya tidak mungkin, saya ini sudah tua,
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masak harus mintiean malu. Harusnya mereka ngerti. Padahal kedua orang

itu sebenarnya ya tidak akur dan sudah tahu samakiaculasan masing-

masing. Tapkan tidak mungkin saling menegur, karena tidak maingal
membongkar kebobrokan masing-masing. Jadi, semeygiikKasi tidak
aktif, kita ini jadi amburadul, semuanya dikuaskhodua orang itu,” ujar

Ramdhani panjang-lebar.

Mungkin menjadi wajar jika Bh kerap menggerutu den@erilaku Abdul
Basith dan pak Kirmanto. Ipah menjelaskan bahwarsginya Ramdhani kerap
menggerutu bukan semata-mata disebabkan oleh kstid@aan “pembagian
rejeki” di Seksi Pendidikan Keagamaan, melainkarekka mengalami tekanan

dalam kehidupan rumah-tangganya.

“Istri Pak Ramdhani itu boros banget. Setiap kalian, langsung diminta
dan dibeliin pakaian melulu. Makanya Pak Ramdhasing. Jadi kalau dia
dapat uang tambahan dari sini, itu nggak dia kksilstrinya. Dia simpan
untuk cadangan. Karena kalau dikasih ke istringafighabis,” ujar Ipah.

Dan menjadi lebih menarik untuk ditelisik adalainwa tindakan para staf
yang mengerjakan program/kegiatan yang bersinggudgagan dunia Pondok
Pesantren dan Sekolah Agama Islam tidak selalu amelaykan pada visi
keagamaan, melainkan lebih pada bagaimana teknidaksa@aan
program/kegiatan itu sendiri. Bagi para staf yandas bertahun-tahun bekerja
sebagai pegawai negeri di kantor ini, pengetahe&nig tentang pelaksanaan
program/kegiatan sudah sangat melekat pada kekakmasing-masing. Semua
bekerja berlandaskan pada petunjuk teknis dan jdturpelaksanaan
program/kegiatan tanpa memedulikan kualitas hasiri dketerlaksanaan
program/kegiatan itu sendiri. Dan mungkin, kareetidakpedulian pada kualitas
hasil itu, maka amputasi anggaran yang dilakukanjaxle sesuatu yang tidak
aneh,tokh program/kegiatan lebih diposisikan sebagai satdh glentitas untuk
memperlihatkan bahwa birokrasi memang ada dan jeeketuk memerhatikan
kebutuhan publik.

Keterlepasan hubungan antara visi keagamaan demgaya untuk
menyejahterakan masyarakat pesantren dan Sekolama\¢slam menjadi suatu
gambaran bahwa pengetahuan keagamaan dalam panggati yang lebih

normatif dan tekstual merupakan konsumsi pribadgingamasing staf. Rutinitas
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dalam menjalankan syariat agama memang terlihatcglkegap, khususnya pada
waktu-waktu tertentu dimana tuntutan dan tuntungariat itu mengemuka,

seperti puasa, zakat, kurban, dan sebagainya. $gmita menjadi penting bagi

identifikasi dan pemberian warta kepada publik batstaf Kantor Agama dan

juga Kantor Agama itu sendiri merupakan entitasgyaesuai dengan yang
semestinya, yaitu birokrasi agama dengan aparahg ggamis pula.

Tapi jika kemudian ukuran-ukuran normatif itu dipakintuk melihat wajah
Seksi Pendidikan Keagamaan, maka tampaknya justteset jika disandingkan
dengan perilaku birokratis sehari-hari. Pada konteitu, saya justru
membayangkan perilaku keagamaan normatif tampakgsebsuatu tindakan
simbolik, yang memendarkan informasi yang selaliakipasti dan tidak persis
karena mengandung dugaan terhadap makna yang bensgimsesuatu yang
menurut Raymond Firth (1973: 76) sebagai “muslihgihg memungkinkan
adanya abstraksi dari sesuatu yang tak hendakagtgat Perilaku birokratis yang
merujuk pada ketentuan administratif yang lebimigldan instrumental justru
menunjukkan adanya keberjarakan antara apa yamgatibdan apa yang terjadi
dalam pengalaman relasional para staf. Keberjaraidagangat tampak misalnya,
sebagaimana yang tercermin dalam diri Kirmanto raaupbdul Basith yang
sebegitu mudahnya melakukan “manipulasi” prograsygidan, atau anggaran
yang sebenarnya merupakan poros dari keterlaksasiaam dan mekanisme
birokrasi itu sendiri.

Agama dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki stieghmenjadi tidak
serta-merta bersinggungan dengan misi programatikrasi yang berorientasi
pada kesejahteraan publik. Melihat perilaku mamifiulyang dipraktikkan,
tampaknya menjadi terang bahwa justru agama memjattorientasi pengaturan
sosialnya. Dan ketika yang berjarak dan yang tegetlitu memendar ke ranah
publik dimana banyak orang tahu dan melihat, makaatyal para birokrat yang
berteduh di bawah atap birokrasi yang berlabel ag@mjustru berbalik menjadi

nista, tertuduh sebagai pembual yang mengingkarnagya sendiri.

4.2 Mengurai Benang Kusut: Mana Pangkal, Mana Ujung?
Tuduhan, kritik, sindiran, dan cemooh yang lalahg dihadapan para staf

sebenarnya menjadi momok yang menakutkan sertackiangtentang adanya
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sesuatu yang salah pada birokrasi ini. Ada kesadarduk berbuat sesuatu,
bangkit melakukan perubahan dan perbaikan terhlaoiagisi yang biasa mereka
sebut sebagai sistem. Untuk melakukan perubahanAibdul Basith sempat
bingung dan bertanya pada saya dan dirinya serdirimana dan bagaimana
memulainya?

Keadaan tanpa kemudi terus berlanjut, meskipunkagmla Seksi, tetapi
laju kendaraan Seksi Pendidikan Keagamaan ini bekganpa kendali. Masing-
masing staf berpikir dengan pikirannya sendiritihdak menurut keinginannya
sendiri, dan berusaha mencari keuntungan tanpdatiedin yang lain. Malik, staf
yang ada di bagian kepegawaian mengatakan bahwsasemharus dimulai dari
pimpinan tertinggi. la, tampaknya begitu meyakiahwa birokrasi ini bersifat
hierarkhis dan hanya melalui pucuk pimpinan teditadn kondisi yang marut ini
bisa distabilkan.

Abdul Basith bukannya tidak sepakat dengan ucapalikMetapi ia lebih
melihat ini sebagai persoalan sistem, suatu magaladp tidak hanya berakar pada
staf atau orang-orang belaka, melainkan juga padaladkmemadaian aturan,

kebijakan, mekanisme kerja, dan banyak lagi. lacortohkan dengan sederhana.

“Setiap hari senin kita apel pagi. Tapi kita jugdau bahwa tidak semua
pegawai ikut apel. Banyak juga kan yang tidak ipél. Tapi apa bedanya
bagi yang ikut apel dan tidak ikut. Tidak ada bg@akan? Coba kalau yang
tidak ikut apel itu diberi sanksi, gajinya ditundtau uang makannya tidak
diberikan, nah pasti akan rajin. Tapi karena tiddk sanksi, jadi ya sudah
pada semaunya.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Agustiansyah. Sésfior ini juga
mengatakan bahwa dulu dirinya rajin ikut apel. &esenin tidak pernah absen
kecuali karena sakit atau adanya kendala yang tusk dihindari. Setiap kali
apel itu pula selalu terpentang nasihat-nasihaty yarendorong kedisiplinan
pegawai. Tapi setelah sekian lama yang ikut apeydavajah-wajah yang sama,
lambat-laun ia pun mulai membiasakan diri untukkidutin ikut apel pagi.

“Jadi kalau Kepala Kantor marah pada waktu apelyarsg kena marah ya
yang ikut apel. Yang kena nasihat, ya yang ikut.&fenggakikut apelkan
gak kena marah. Sekarang saya senggk ikut apel lagi, saya malah
pengendipanggil sama Kepala. Kalau sudah dipanggil, saga bilang:
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bagaimana dengan teman-teman yang selama inigefalah ikut apel sama

sekali? Itulah karena Kepala juga tidak tegas.”

Persoalan yang melanda Seksi Pendidikan Keagarmaagwak lebih rumit
lagi. Dari segi komposisi staf yang ada sudah delkasenjangan, bukan hanya
dalam hal penguasaan pengetahuan mengenai dunidokPdPesantren dan
Sekolah Agama Islam, melainkan juga dalam hal fangang dilakukan. Setiap
hari, kerap muncul dua keadaan yang mirip, yaitnybk atau sedikitnya staf
yang masuk, hampir tidak ada yang dilakukan. Makaktor lebih sebagai
rutinitas karena kewajiban administratif. Begitbatidi kantor, para staf lebih
banyak ngobrol, duduk-duduk, magamedi komputer yang sudah usang, lalu
pulang ketika jam dinding sudah menunjukkan puksb.

Dalam keseharian, hampir tidak pernah terjadi pedngan tentang
bagaimana membesut suatu kegiatan yang bisa daasaknfaatnya oleh para
pihak luar. Perbincangan justru ramai ketika tegaerkabar bahwa pejabat “A”
akan dimutasi, pejabat “B” akan datang menggantitang sebelumnya atau
pejabat “C” naik ke jenjang yang lebih tinggi dndkat Provinsi atau tingkat
Pusat. Proses-proses pemendaran pengetashuam@ knowledgedari staf lama
yang dinilai cukup mumpuni dan berpengalaman keystag masih baru hampir
tidak pernah terjadi. para staf yang baru — dalegmbekerja di bawah 3 tahun —
hanya melakukan pekerjaan sesuai instruksi ataak#n bertanya ketika ada
sesuatu yang memang hendak dilakukan sementardada& tahu. Proses
penguatan kapasitas, sesuatu yang popular disehgadcapacity buildingtidak
ada dalam benak staf dan juga Kepala Seksi seld#ihkan terdapat staf yang
tidak pernah bersentuhan dengan pekerjaan samd, ded@iali hanya datang,
ngobrol, lalu pulang kembali ke rumah. Pada giliiga yang terlihat adalah
kumpulan orang-orang yang sekedar bekerja menuamdar pengetahuannya

masing-masing.

“Menurut saya, adanya tupoksi (tugas pokok dandymen) yang dibuat
itu kurang tepat. Kenapa? Karena asumsinya semaf raemiliki
kemampuan yang sama, itu tidak mungkin. Orang-oraegerti pak
Ramdhani atau Rojalih ya tidak mungkin untuk mejadi@n program
pendataan, ngetik aja tidak bisa. Seharusnya, Hipitk dibagi sesuai
dengan kemampuannya masing-masing. Yang biasakberga diberi
pekerjaan untuk mengkonsep, membuat draf propd&atg selama ini
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memiliki jaringan organisasi yang bagus ya mencabambangun

kerjasama dengan lembaga atau kementerian yangTiaras yang hanya

bisa mengerjakan yang teknis seperti mengatur tatak ruangan,
mengarsip dokumen, ya sudah mengerjakan itu sagh.dalah efektif,”
ujar Abdul Basith.

Penilaian terhadap komposisi staf itu belum ldg gudah mengarah pada
anggaran kantor, sesuatu yang menurut hampir $egiai di sini tidak mungkin
untuk diperbaiki. Kebiasaan potong-memotong, meikaer setoran, atau
memanipulasi laporan menjadi kelaziman yang tamymkidak akan hilang.
Saya mencoba melontarkan pertanyaan berandai-kedada Kirmanto: apakah
tidak mungkin BKK itu dihapuskan?

“Tidak mungin, pak. Kalau BKK itu dihapuskan yaaidada yang mau jadi
Kepala Kantor. Gimana dia bisa gerak? Sebagai léepgantor, jadual
manggungny&an banyak. Tapi manggungnya kepala Kantorkiun tidak
serta-merta mendapatkan uang, malah kadang-kadangadg ngeluarin
uang, darimana coba uangnya? Dari gaji? Ya tidakgkin lah. Di Seksi
juga begitu. Kenapa adsving (simpananpen)? Karena banyak kegiatan
kita yang tidak ada dalam DIPA? Misalnya, undangeluar bagi Kepala
Seksi, trus waktu lebard@n harus ngasih THR, atau sumbangan kalau ada
staf yang sakit atau nikah. Banyaklah. Kalau tiddksaving ya gak bisa
ngapa-ngaain. Y&an siapa juga yang mau ngeluarin duit dari gajirgak
mungkin. Bisagak makan,” jawab Kirmanto.

Mendengar jawaban Kirmanto, saya teringat tuliseof. Achmad Fedyani
Saifuddin dalam buku barunyantropologi Sosial Budayé011). Dalam salah
satu kolom yang ia tulis berjudul ‘Mencari Akar Ksi: Belajar dari
Kazakhstan’ (h.221-226), Prof. Afid - begitu sapa&nabnya — dengan mengutip
buku Cynthia Ann Werner [(2004: “Gifts, Bribe, ab&velopment in Post Soviet
Kazakhstan”Economic Development: An Anthropological Appro&déffrey H.
Cohen & Norbett Dann Heuser, eds.). New York: AlitanfPress)], sebuah tulisan
yang senada dengan Michele Rivkin-Fish [(2005: BBs, Gifts, And Unofficial
Payments: Rethinking Corruption In Post-Soviet Rkarss Health Care”,
Corruption: Anthropological Approach{Dieter Haller And Cris Shore, eds.).
London: Pluto Press)] mengetengahkan suatu gambaag cukup menarik.
Praktik-praktik ‘setoran’, potong-memotong anggarg@emberian’ atau sesuatu
yang didefinisi oleh pencetus birokrasi modern Ba@bagai praktik korupsi

ternyata tidak sepenuhnya “tepat” dalam konteksapadmasyarakat seperti di
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Indonesia. Ada yang gagap di sana. Pemberian atangtmenolong (gotong-
royong) merupakan kebiasaan yang terjadi dalansirskehari-hari masyarakat

yang tidak mungkin hilang dari keseharian maupuandgraktik berbirokrasi.

“Peluang korup itu membesar antara lain karena gadarnya birokrasi kita
dibentuk dan diberi-warna oleh gotong-royong jufakta menunjukkan
bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan kitaberbadgs bernegara,
warna dan nuansa KKN itu hadir. ... Nilai-nilai Bamengalammultiple
interlink dengan nilai-nilai gotong-royong kita menghasillaratu kondisi
yang tidak menguntungkan bagi bangsa. Kini kitatampada suatu kondisi
dimana sukar sekali menemukan buhul-buhul kerunkiteapsi, kolusi, dan
nepotisme, suatu upaya yang niscaya agar kita depatgurai dan
memutusnya.” (Saifuddin, 2011; 226)

Sayangnya, menurut Saifuddin, inspirasi nilai-niggtong-royong yang
kemudian mengalami kontestasi dengan nilai-nilaiaB&u berujung pada dua
kekalahanPertama,“kalah” dan menerima nilai-nilai baru dari luar gaberbasis
materi atau uang untuk suatu tujuan yang bernammg@egunan, darkedua kita
mereduksi nilai-nilai luhur gotong-royong menjadirép, menyelaraskan nilai-
nilai gotong-royong dengan tersedianya kesempatao enateritanpa adanya
kontrol birokrasi yang sudah mantap. (Saifuddirl, 2®25).

Tentang bagaimana mengurai dan memutus persoalarsaya sendiri
pernah ditanya oleh seorang teman yaatabenesebagai aktifis LSM: kira-kira
menurutmu, apakah lembagamu itu sudah tidak bgerlokiki? Saya mengatakan
bahwa organisasi seperti Kantor saya ini memang. (Bgjak awal dibentuk ia
memiliki nuansa keagamaan dan hubungan dengantpkoA agama sebagai
hubungan yang khusus. Para birokrat atau pejald@armtior ini hampir semuanya
pernah besar dan dididik dalam lembaga keagamaants8ekolah Agama Islam
dan Pondok Pesantren. Oleh karena penanaman eilaatkn dan kepatuhan
kepada Kyai atau tokoh agama yang memiliki kapgadi@ilmu-agamaan yang
dalam, maka menjadi sulit bagi para birokrat atajalpat untuk keluar dari
koridor hubungan-hubungan itu.

Secara sederhana, saya mencontohkan ketika sd¢yandatang ke Kantor
dimana Kepala Kantor atau pejabat lain merupakatrisga, dan entah secara
terus-terang atau tidak meminta bantuan, maka hatigak mungkin untuk

ditolak. Atau ketika seorang Kyai yang kaliber mipona salah satu pejabat tinggi
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dan mengatakan, “tolong, anak saya bisa dibantwkunenjadi pegawai,” “santri
saya yang sekarang di sana agar dinaikkan jabadnmaka tentu saja sulit
ditampik.

Hubungan-hubungan semacam itu tidak bisa hilang alean tetap ada
selama masing-masing pihak menganggap memiliki tkélaun yang setara,
dimana pihak Pondok Pesantren dengan berbagai myatag dimilikinya
“memaksa” birokasi (negara) untuk memerhatikan Kahgsungan pesantren
(atau agama), sementara pihak negara pun meraka pduk “melindungi”
entitas keagamaan. Apa yang terjadi di Indonesidampaknya mirip dengan
yang terjadi di India, ketika kuil-kuil dibangunetl negara bukan semata-mata
untuk memberlanjutkan eksistensi Hindu semata, imleda juga untuk
mengukuhkan simbol otoritas dan legitimasi heg@ega, Presiden, tokoh agama,
Kyai, menjadi sama-sama mendaku sebagai yang petiélam melindungi dan
menjaga keberlanjutan entitasnya masing-masing. g@&renkesadaran akan
perlindungan dan pentingnya untuk saling berhubariga keduanya — kepala
negara dan kepala agama atau agama dan negarandiri S- menjadi perlu
dirawat, pun sesekali diruwat. Berbagai bantuangahndungan terhadap agama
yang dominan pada akhirnya selalu menjadi pentedgnd konteks itu (Presler,
1987: 30).

4.3 Membongkar Kemapanan, Membentur Tembok

Menyaksikan dan mengamati apa dan bagaimana aphanaikrasi di Seksi
Pendidikan Keagamaan melakukan banyak hal, memiaas kerap tercekat.
Mereka adalah pekerja, tapi mungkin bukan pekegjaagaimana yang kerap
dirumuskan oleh Marx (1874) sebadmbour, suatu kreatifitas untuk mendulang
dan mengkonstruksi dunia alamiah menjadi karya ysergilai bagi dirinya. Ada
bekal pengetahuan yang diinkorporasi sebagai rakin sebaliknya, ada praktik
yang terinkorporasi sebagai pengetahuan yang denfyansetiap pekerja
memproduksi komoditas yang bernilai. Kerja dalanmtkks aparatur birokrasi
sebagaimana yang saya lihat lebih terkesan selsegaatu yang rutin, hanya
kebiasaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan k@ngyaitu kesucian nama
birokrasi yang telah menetapkan berbagai standaatiaan yang harus dipatuhi;

absen, melaksanakan kegiatan, menerima upah, daayami’ publik.
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Apa yang tampaknya mirip dengan kerjabpur) dalam konteks Marx
adalah kecenderungan “lenyapnya” subjek akibatkjaek tertempuh antara
subjek dengan segala sesuatu yang dikerjakanngaatseyang popular dalam
terminologi Marx sebagai fetisisme komoditas. Avine(1968: 102)
menambahkan bahwa pada awalnya, setiap subjek jdeleelalah untuk
mengeksplorasi kemampuan dirinya untuk sesuatu panglai. Tetapi ternyata,
sejarah menuntun manusia ke kondisi yang lain.aankan hanya membutuhkan
guna (1sed, ia juga memerlukan pertukaraex¢hange Di antara guna dan tukar
itu ada mediasi yang dalam sejarah masyarakat atifgai oleh kapital yang
paling konkret, yaitu uang. Pada gilirannya, uarenjadi sarana yang meringkus
berbagai hal: imajinasi, seni, jasa, waktu, at@a jibadah kedalam satu kriterium
yang memiliki angka-harga. Uang, yang awalnya tiéign oleh manusia beralih
menjadi pengendali penciptanya sendiri. Kelgdgur) dan juga hasil kerja telah
menjadi komoditas, dan dalam kondisi yang demikialah subjek telah lenyap.

Masyarakat masih tetap ada. Subjek dalam pengettiamh-tubuh yang
hidup juga masih bergerak. Tetapi ia belum pastiambangkan hidup subjek
yang hadir dengan penuh kesadaran-subjektifnyardaktiap kondisi. Analogi
ini dapat pula menggambarkan peta sosial aparaiwkrasi di Seksi Pendidikan
Keagamaan yang memang tetap ada sebagai sosokygmsgkerus datang ke
kantor, mengisi absen, sesekali menghadiri apal dag melaksanakan kegiatan
sebagaimana yang tertera dalam DIPA. Tetapi, tekdkkit dari mereka yang
datang tetapi “tidak hadir”, bekerja tetapi “absetéin berjarak dengan kerja serta
hasil kerjanya. Angka-angka sebagai jumlah yangekatlpada berapa staf yang
harus ada itu menjadi perlu adalah karena negaraamg memandang perlu
kehadiran mereka untuk menjalankan titah-titah reega sendiri.

Dalam konteks ini, Marx sebagaimana dirujuk olehngv (1968: 48-51)
menjadi benar bahwa birokrasi lebih merupakan peaj@n institusional dari
suatu keterasingan politik. Keterasingan itu temgelkarena para aparatur yang
bekerja di dalamnya hampir tidak pernah berpikitaag kehidupan publik yang
kemudian justru berimplikasi pada dua hal;, “pengo@an” negara dan
pemunculan wajah negara dalam bentuknya yang lkeameradaan birokrasi

searus dengan konsep Marx tentang fetisisme koasodidlam konteks politik
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dimana keberadaan aparatur birokrasinya justru adenjperlu untuk
mempertahankan azimat politik itu sendiri.

Oleh karena keberadaan para staf itu menjadi skaharusan sama
niscayanya dengan keberadaan birokrasi, maka meiga# aneh jika apa dan
bagaimanapun bentuknya, maka birokrasi tetap kertaldup. Tampaknya inilah
yang sempat disebut oleh Bourdieu (1998) sehbagmate force kekuatan supra-
batas karena Bourdieu melihat birokrasi adalah shataya dengan negara itu
sendiri. Dalam bukuny&ractical Reason. On the Theory of Acti¢h998),
Bourdieu menyampaikan betapa kengerian terhadapkrbsi sebagai
(perpanjangan tangan) negara adalah karena ia at@migkulminasi dari suatu
proses konsentrasi beberapa bentuk modal (kapyaty): modal kekuatan fisik
atau instumen pemaksa berupa balatentara keamar@tal ekonomi, modal
budaya, dan modal simbolik. Beragam modal itu gahertemu, memperkuat satu
sama-lain, dan dengan demikian ia membentuk swekuiakan supra-batas, yang
dengan bertangkupnya modal fisik dan modal simbol#gtmpu meluluhlantakkan
kekuatan tubuh dan mental masyarakat.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, beragam modagydimiliki birokrasi
itu telah mencetak suatu kondisi yang tergiringaadakesamaan (homogenisasi)
berbagai koda, bahasa, hukum, dan berbagai beptukirikkasi. Seluruh kalimat
administratif dibuat seragam, prosedur-proseduretdic sama, klasifikasi
masyarakat berdasar usia dan jenis kelamin dikerapa, pun demikian model
pendidikan dan ritual sosial juga disepadankarokBasi dan juga negara lambat-
laun membentuk struktur mental masyarakat menjatlippdalam keseragaman
dan membesut suatu pemikiran bahwa penyamaan sefoda tersebut adalah
untuk memberadabkan pikiran dan mental masyaratahgga menjadi mudah
untuk membentuk identitas nasional.

Tentu, dengan pemikiran itu Bourdieu begitu memuleaau mungkin juga
telah menyelipkan rasa takut dengan ungkapan yasgjalsolah birokrasi
dan/atau negara merupakan kekuatan tak tertemhals apapun. Pemikiran
Bourdieu tentang modal memang tidak diragukan,feasetiap individu atau juga
kelompok bertindak berdasarkan atau juga ingin ngdeh modal-modal itu.

Siapapun yang memiliki modal itu, tentu akan meinjajency yang
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diperhitungkan. Dan bisa dibayangkan ketika saagncymeraup seluruh modal
(ekonomi, sosial, budaya, simbolik + fisik) itu, kaahampir dipastikan menjadi
suatuultra-poweryang menghentak, tak mudah ditundukkan. Posisi paokrat,
atau staf yang bernaung di bawah atap birokrasidenmkian kuat karena mereka
memperisai diri dengan logika legitimasi yang terlsebagai “takdir” birokrasi
untuk selalu berpajang pada garis depan penjagaalagan publik. Apapun dan
dimanapun, birokrat harus bertindak seperti it} 8arenanya tampak sebagai
sesuatu yang universal. Dengan logika universalttagurut pula melahirkan
monopoli universalitas karena mereka menganggap seibagai representasi
paling absah dari negara atau birokrasi, meskipigakt jarang justru

memunculkan retorika-retorika yang tak penting.

“The monopolization of the wuniversal is the reswf a work of

universalization which is accomplished within therdaucratic field itself.

As would be revealed by the analysis of the fumetig of this strange

institution called a commission, that is, a setingiividuals vested with a

mission of general interest and invited to trandcdreir particular interests

in order to produce universal propositions, offieonstantly have to labor,
if not to sacrifice their particular point of viean behalf of the “point of
view of society,” at least to constitute their poaf view into a legitimate
one, that is, as universal, especially through oféhe rhetoric of the

official.” (Bourdieu, 1998: 59)

Meluasnya pembesutan keseragaman dalam selurumisieleadan kerja
birokrasi, ternyata bukan hanya untuk meneguhkagikdo monopolisasi
universalitas, melainkan juga objektivitas, denddaopang oleh perangkat yang —
menurut Weber - adalah rasionalitas instrumefahyeragaman koda birokrasi
sebagaimana diuraikan oleh Bourdieu juga seiringgde pengamatan Weber
[1968 (2006)] yang melihat birokrasi modern sebagaia yang selalu
mengedepankan cara paling efisien untuk tujuan yam@ah direncanakan demi
peningkatan efisiensi ekonomis dan administratélu&ih tata dibuat secara
formal, sementara yanglenik dan takhayul ditampik karena yang formal itu
selalu butuh terhadap ide dan kemampuan untuk m&naekan, mengontrol, dan
menertibkan kehidupan individu, baik tubuh wadagupuem mental ataupun

kehidupan simbolik mereka.
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Meskipun di satu sisi gelora pemikiran Bourdieu d@feber begitu
memukau, tetapi tampaknya ada yang alpa dari kgdudirokrasi, walaupun ia
tetap bertahan karena dijaga oleh setumpuk kekudtaodal dan para
aparaturnya), tetapi ia sebenarnya tidak lagi me&kan kengerian-kengerian.
Keasyikan Bourdieu melihat birokrasi sebagai rabaitumpuknya modal, dan
penglihatannya melihat dunia sebagai ranah korsiestdar modal yang dipakai
paraagencymenjadi perlu untuk direnung-ulang. Bukan karenmiggan yang
dipakai Bourdieu tidak menarik, tetapi ada yang tetampung disana. Kini,
birokrasi tidak sekedar diisi oleh para kontestangysaling menindih, menjegal,
dan mementalkan satu sama lain, tetapi jamak parg ynenjaga tiang birokrasi
melalui kesepakatan-kesepakatan, jaringan befetiakang teman atau
organisasi. Thompson dan Alvesson (2005) mengathkhma wajah birokrasi
sudah berubah. Terdapat arus baru dalam kehidupakrdsi, yaitu ketika
globalisasi dan jejaring (manusia maupun teknoltgiit mengubah kehidupan
para manusianya.

Birokrasi masa kini dan para aparaturnya tumbuhngedengan perluasan
kekuatan ekonomi, hubungan-hubungan global, perkegdn teknologi, dan
hilir-mudik individu dalam lalu-lintas global-lokalmembuat birokrasi yang
awalnya serba rasional dan ketat, masa-masa & teai. Kini telah muncul era
baru wajah birokrasi, sebuah era yang mewartakakrdisi sebagai sesuatu yang
tidak lagi angker, tidak pula monoton, melainkahiledinamis dan merespon
ragam informasi dan perangkat-perangkat baru.nra&at yang disebut keduanya
sebagai era post-birokrasi.

Tentu, terdapat hal lain yang tampaknya menarik daratan Bourdieu
adalah selalu adanya kemungkinan adanya keberjaraktara subjek dengan
modal-modal yang dimilikiniya atau yang sedang dimngkannya. Meskipun
setiap subjek memiliki modal, tidak selamanya motaamampu merapatkannya
ke tujuan yang hendak ia gapai. Dalam hal ini, mdaidiak selalu berbanding
lurus dengan imajinasi akan konsekuensi sebuale&t@si. Giddens (1984: 293-
295) telah memperingatkan bahwa hampir selalu adadkuensi tindakan yang
tak terduga nintended consequencieyang membuat subjek kerap-kali gagap
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dan hilang kendali sehingga ia tidak lagi mengep@a yang hendak ia lakukan
selanjutnya.

Kontestasi antara subjek yang memiliki modal tetmyéidak mampu
melakukan suatu analisis terhadap kalkulasi atadamsehingga ia membuka
peluang cukup luas bagi setiap subjek untuk terjbed dari ranah kontestasi itu.
Mungkin pula itulah yang menurut Bourdieu bahwakk&dsi modal tidak
menjadi pertimbangan penting, sehingga ia tidakatlaijadikan sebagai ranah
pe(r)nghitungan akan seperti apa hasil dari selkatiestasi antar-modal itu.
Tetapi meskipun demikian, setigggencysebenarnya mampu untuk membuat
perkiraan terhadap konsekuensi dari tindakan yantakukan. Meskipun pula
pada gilirannya, tidak semua orang yang memilikdedalan berkontestasi selalu
mampu membuat penghitungan dan analisis akan saparhasil dari kontestasi
yang mereka lakukan.

Tampaknya, birokrasi yang tetap bertahan hidup dangini, tidak lagi
semata-mata berdiri di atas kepemilikan modal I@lakelainkan adanya
pertemuan antara para subjek yang saling-perlusdiimg-butuh atas keberadaan
birokrasi itu sendiri, tidak lain dan tidak bukamatah untuk mendulang
kepentingannya masing-masing. Dalam konteks itul@mg birokrasi menjadi
penting untuk mereka jaga.

Menjaga dalam konteks ini sebenarnya suatu penedsdava akan selalu
terdapat pihak-pihak yang merasa diuntungkan okdtetadaan birokrasi yang
memberikan manfaat bagi mereka. Tampaknya inilaly yhsebut oleh Bourdieu
sebagai ortodoksa, suatu upaya yang dilakukanageh untuk mempertahankan
kondisi sebelumnyadpxg karena dengan itu maka agen merasa mendapatkan
keuntungan tertentu.

Hanya saja, ortodoksa selalu melahirkan heterodaksstu upaya untuk
mengubah kondisi yang dianggap mapan dan domirkatiadiran Komaruddin
sebagai Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan yangheserta segelintir orang
yang ingin melakukan perubahan terhadap kondiselsginya pastiah akan
mengalami tantangan dan penentangan (ortodoksa)semaliri tumbuh dan
berkembang dalam lingkungan dimana habitus ituisendhbuh subur, sehingga

menjadi sesuatu yang sulit sekiranya ia berusahagoii@hnya menjadi habitus
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baru karena yang dibutuhkan bukan saja pengkonepg@agkondisian terhadap
kesadaran dan tindakan yang kritis terhadap ydaogrgelainkan juga kepiawaian
untuk merespon struktur eksternal yang demikiart. kua

Selain itu, heterodoksa, atau upaya-upaya perubgdiag diinginkan juga
harus melihat ruang yang sudah terkondisikan dinpema aparatur itu bekerja.
Terkadang, beberapa individu — termasuk Kepala iSe&sdiri misalnya —
menginginkan perubahan atau keluar dari struktumidatif, tetapi ia merasa sulit
karena struktur itu sendiri demikian kuat dan meénjaagian dari sarana
terpolanya praktik sosial para aparaturnya. Logkanacam ini tampak dalam
logika kerja dalam tradisi Marxian tentang sulitnk@las proletar keluar dari
sistem kelas proletariat, bukan karena individuvida proletar tidak ingin bebas,
melainkan sistem sosial dimana kolektifitas yanga adi dalamnya tidak
memungkinkan untuk bebas. Oleh sebab itu, kemampudok mengarungi
samudera struktur itulah yang perlu diperhatikartukinmenunjukkan bahwa
dengan kemampuan itu maka gambaran tentang prakskal dapat terlihat.
Callinicos (2004, 99) berujar;

“A worker’'s freedom to escape, however, dependsheir overwhelming

majority of other workers not actually seeking t@eeise their own similar
freedom. Where they to do so, all available exibsnf the proletariat would
rapidly be used (indeed blocked by those strugglmgeach them). Each
worker's freedom is conditional on the others naereising their own

conditional freedom. Thus, though each is indiviju&ee to leave, he
suffers with the rest from what | shall cabllective unfreedomwhere a

group suffers collective unfreedom with respecatiype of action A if and
only if performance of A by all members of the tireup is impossible. So,
although most proletarians are free to escape tbketpriat, and indeed,
even if every one is, the proletariat is collediyvenfree, an imprisoned
class.”

Seksi Pendidikan Keagamaan merupakan arena sasiaha pertarungan
wacana terus terjadi antara wacana mapan yang kdkuolgan keadaan dan
posisinya sebagai birokrasi yang cenderung martipudangan wacana yang
berupaya mempertahankan keadaan itu serta wacanayéng berupaya
membongkarnya. Wacana yang mapan/status darg( selalu didukung oleh

kelompok yang dominan, baik secara kuantitas maupeh kelompok yang
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memiliki jabatan hirarkis yang lebih tinggi. Di Kim Agama sendiri, baik Kepala
Kantor maupun pejabat lainnya sangat mengerti dashars bahwa kondisi
manipulatif dan berbagai penyimpangan lainnya dgrjdetapi yang selalu
menjadi pertanyaan adalah mengapa hal itu cendelibraykan dan berlangsung
terus-menerus?

Komaruddin selaku Kepala Seksi Pendidikan Keagargaag baru menilai
bahwa ketidakma(mp)uan Kepala Kantor untuk memhekeadaan yang ada
dikarena ia selalu terkait dengan pihak lain yaeduklukannya lebih tinggi yang
juga kerap menginginkan kemapanan. Misalnya, hlallaag terkait dengan
‘setoran’, tidak hanya diberikan ke Kantor Aganragkiat Kota belaka, melainkan
juga kerap dikondisikan oleh Kantor Agama di Tinglkxovinsi, sedangkan
hierarki Kantor Agama di Tingkat Kota harus “patid&pada pengkondisian yang
dilakukan oleh Kantor Agama tingkat Provinsi. Bellemi jika diketahui bahwa
Kantor Agama tingkat Provinsi memiliki hubungan Ebs dengan Pemerintah
Daerah Provinsi DKI misalnya, maka seluruh mekaeigterja akan menjadi
lebih rumit lagi.

Kalaupun tokh kehadiran Komaruddin dan segelintir orang yang nngi
melakukan perubahan (heterodoksa), ternyata dars fthakui bahwa ia masih
membutuhkan pertarungan yang lebih sengit lagiitr§al untuk membongkar
keadaan lama bukan hanya terletak pada upaya umémibentuk habitus baru
yang mengarah pada perubahan, melainkan pada keny@iahwa kelompok
dominan sekuat-mungkin untuk mempertahankan keadeagan simbol-simbol
keagamaan yang kemudian dipersepsi seblag@imate, suatu legitimasi yang
mendapat pengakuan dan diterima secara luas. Bagidiu, ketika legitimasi
sudah terbangun, yang terjadi bukan saja kelasrdomakan semakin memegang
tampuk kekuasaan, melainkan juga mampu menghilangkaelupakan)
kesewenang-wenangan yang sekian lama terjadi. Apabarokrasi tidak lagi
merasa bahwa penyimpangan yang dilakukan sebagai swanipulasi, mereka
juga tidak lagi merasa “berdosa” ketika mengelgiublik, karena mereka sudah
mendapatkan legitimasi atas seluruh tindakan akiereka, yang ternyata
sumber legitimasi itu mereka dapatkan dan merekestkaksi dari bahasa dan

simbol-simbol keagamaan.
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Kini, yang tampak adalah wajah birokrasi yang tidakalu mulus. Aparatur
birokrasi, dengan berbagai tingkah-polahnya merapaosok yang selalu hilir-
mudik, terkadang patuh, terkadang bengal, danderigsuka menampik. Mereka
memancang-diri sedemikian rupa berhadapan denganpiaak sebagai sosok
yang terkadang bermuka manis, bermuka masam, mepedratian, dan tak
jarang cuek sama sekali. Banyak hal yang merekarkpik yang mereka
inginkan, dan mereka butuhkan. Dan mungkin atabagai dasar pertimbangan
itu, birokrasi — terutama di Seksi Pendidikan Keagan — lebih merupakan ranah
yang senantiasa hiruk oleh suara dan gerak tubodp psamai dengan gelak-tawa,
terkadang candaan, lalu sibuk mengatur dan melakaarkegiatan-kegiatan yang
terterima. Tampaknya, hanya sedikit orang yang dagra untuk tetap menjaga
jarak, meskipun tidak mampu keluar sepenuhnyanieakeluar dan menyepi dari
praktik sosial yang ada berarti suatu pembangkanigenharus siap menerima
sanksi karena dianggap telah “melanggar’ norma yama@ Seksi Pendidikan
Keagamaan telah menjadi “kelas yang asyik” denggam subjek yang memang
tidak bisa ditata secara sama karena masing-masemiliki kehendak untuk

bergerak kearah yang juga tidak selalu sama.
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KESIMPULAN

Birokrasi masa kini, sebagaimana diperlihatkan rdageenelitian ini, tidak
lagi beroperasi sebagai aparatus negara yang ifepgrega tidak sedemikian
ideologis, tetapi mengalami negosiasi secara temiserus dengan berbagai
pihak. Keberadaan para pegawai yang bekerja dinula tidak semuanya
merepresentasikan kepentingan negara dalam mengesyarakat, melainkan
juga para pegawai yang bertindak menurut kepermtimgga masing-masing. Oleh
sebab itu pula keberadaan sederet peraturan (hukehlmakan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan) yang pada dasarnya menjaklisentral yang harus
digamit oleh seluruh aparatusnya justru mengalantahgan-tentangan.

Kajian etnografi ini sendiri menunjukkan adanya-ihalal yang merupakan
sudut pandang dari penglihatan terhadap wajah fiasolberlabel agama, yang
tampaknya juga mencerminkan wajah dari birokradohesia. Dari temuan yang
ada, terdapat beberapa hal yang menarik.

Pertama, para aparatur birokrasi, atau di dalam kajian imposisikan
sebagai agen, merupakan sosok atau entitas a&#itikkiranya sadar akan posisi
mereka sebagai pegawai yang di satu sisi harusrjaekeenurut berbagai
mekanisme dan aturan yang berlaku, tetapi di@isijuga sadar bahwa posisinya
sebagai pegawai memungkinkan mereka untuk bertimlelampaui atau juga
bertolak-belakang dengan berbagai meknisme daaray@ng ada tersebut.

Kenyataan tersebut menggambarkan adanya suatuskatidiana posisi
agen dan struktur merupakan dua hal yang selalu umgkmkan adanya
pengekangancénstraint) dan juga pembebasaenébling) sebagai dua hal yang
saling timbal-balik. Dengan pengertian lain, starktmengekang itu juga
mengondisikan agen untuk melakukan respon (krisilesat) sebagai wujud
kapasitas diri yang tidak pernah bisa tunduk-patdara total dihadapan struktur.

Kedua, tindakan-tindakan “strategis” dan “kreatif” yangodiktikkan oleh
aparatur birokrasi bukanlah respon secara langsenhgdap struktur yang ada,
melainkan telah mengalami suatu proses “meruang”“deewaktu” akibat dari
proses pembelajaran yang dialami dan dilakukan p&h aparatur birokrasi itu

sendiri. Proses pembelajaran untuk mengendapkarktwtr dan kemudian
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mengalami penuangan kembali dalam tindakan praktsh yang oleh Bourdieu

(1972) disebut dengdmabitus. Individu-individu aparatur yang dikondisikan oleh
struktur untuk melakukan ‘penyimpangan’ dalam bgabebentuknya (setoran,
mark-up laporan, pungutan, dan sebagainya) secara termeros membuat

kesadaran dan tindakan praktisnya seolah-olah skdenmadanya dan tak perlu
dipertanyakan lagi benar-tidaknya. Tindakan prakfidividu aparatur yang

kemudian beralih menjadi tindakan kolektif mempgute suatu skema budaya
aparatur birokrasi sebagai potret birokrasi di mekja.

Proses “meruang” dan “mewaktu” itu tidak terjadica® tiba-tiba.
Meskipun secara formal, keberadaan Seksi Pendiddeagamaan relatif baru
dalam bagian struktur Kantor Agama, tetapi pengkoad tindakan aparatur
didalamnya sudah berlangsung jauh sebelum selsgbigr ada. Pengkondisian,
atau dalam hal ini disebut sebagai proses intesamlistruktur telah menjadi
bagian dari proses perjalanan dan pengalaman kiehgri-hari aparatur birokrasi
Kantor Agama.

Tindakan praktis itu telah membahana jauh sebelwksiSPendidikan
Keagamaan muncul, yaitu ketika para staf telahrdii@kan dan mengkondisikan
diri untuk berbuat menurut skema yang mereka upayaknilah sumbangan
bernas Bourdieu yang sulit tertampik, bahwa kelaiasang terkondisikan sejak
masa lalu membuat tindakan praktis pada masadanimungkin juga pada masa
depan dengan berbagai dinamikanya itulah yang nmeaj@n suatu skema
budaya yang sulit tertelusur secara tepat. Itu palag sempat disebut oleh
Giddens bahwa keterulangan dan keterbentukan pafe yerjadi kemudian
menjadi praktik sosial yang terstruktur pula. Dagtika kita percaya bahwa
habitus akan selalu menggerakkan dan mengelolamasek hasrat atau etos —
tindakan praktis dan representasi-representasi, agaka pada saat itu semakin
terlihat bahwa hidup dan kehidupan akan senanggagap, hiruk, dan marak oleh
kegesitan-gerak mereka dalam ranah kehidupan yangkan pakai sebagai arena
perjuangan (kontestasi). Meskipun agen tidak pedkap untuk tahu sampai
dimana kontestasi itu berakhir, tetapi paling tica&reka mengerti bahwa ranah
kehidupan bukanlah tata yang tersusun dengan tagkadangchaotic dan

menghentak, dan oleh sebab itu agen akan terugabelan belajar serta
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membentuk habitus baru untuk menggerakkan keherdkak representasi-
representasi terkemudian.

Ketiga, Seksi Pendidikan Keagamaan memang dapat diangdsagae
ranah kontestasi bagi sosok-sosok yang bermodain¢ski, sosial, budaya,
simbolik), tetapi pada kenyataannya Seksi tersghgh tidak sepenuhnya
dibentuk dan dikembangkan dengan kontestasi yarakhga “pasar”’ atau arena
peperangan, melainkan juga dengan kesepakatangdkedap dan jaringan-
jaringan yang membuat kepentingan bersama paraatapaya menjadi
tertampung.

Anggapan Bourdieu bahwa birokrasi merupakan kekugaag tak terbatas
akibat kepemilikan kulminatif dari berbagai modhisa tepat tetapi bisa juga
perlu direnung-ulang. la menjadi tepat ketika nalimegara atau birokrasi
sebagai ranah bertumpuknya modal, dan konsekuensidglah kepemilikikan
kekuatan dan kekuasaan yang sangat kuat. Teta selamanya kekuatan dan
kekuasaan itu mutlak tak terbatas karena ia satadumunculkan resistensi,
penyiasatan kreatif terhadap kekuasaan yang domirextebih, negara di masa
kini selalu didorong oleh titah untuk selalu tamig@tbuka dan ramah, dan oleh
sebab itu hubungan antara masyarakat dengan aphnatkrasinyapun menjadi
terbuka dan kerapkali akrab. Dan harus pula didahwa keakraban-keakraban
yang terjalin itu membentuk suatu fenomena barugmekemudahan melakukan
manipulasi secara berjama’ah.

Keempat, terpelesetnya agama dalam ruang birokrasi tampakaiih
disebabkan logika yang dibangun oleh negara ketikadirikan Kantor Agama
sebagai birokrasi pelayanan publik di bidang kep#étu keagamaan, bukan
sebagai birokrasi agama seperti layaknya pondolanpes. Individu-individu
yang bertindak sangat bisa jadi memperlihatkanl&baa spiritual yang cukup
mumpuni, tetapi praktik mereka sebagai aparatwkbasi, dalam arti bagaimana
memberikan pelayanan publik yang harus sesuai deisgandar Operasional
Prosedur birokrasi membuat mereka tidak sepenumgreggamit agama sebagai
penuntun perilaku birokratis sehari-hari.

Kepiawaian aparatur birokrasi untuk mengambil bahden simbol-simbol

keagamaan sebagai legitimasi tindakan praktis raetelsatu sisi mengukuhkan
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adanya tafsir bahwa agama sebagai atribut tidak dagting sebagai rujukan
dalam melakukan orientasi sosial, sementara di lsisi juga meneguhkan
kepercayaan diri aparatur agar tindakan merek tideenyalahi” aturan-aturan
normatif yang terkandung di dalam agama itu sendfietidakmemadaian
hubungan antara agama yang ditafsir sebagai kesqakiarmatif dengan tindakan
praktis aparatur membuat wajah dari birokrasi éodsri tergurat, dan suka atau
tidak, terjerembab dalam cemooh yang tak kenal lxathaenti.

Pada akhirnya, praktik sosial aparatur birokrasngyanewujud dalam
berbagai bentuk yang cenderung manipulatif dan kdruselain karena proses
“‘meruang” dan “mewaktu” dari suatu pengkondisidrulgur yang kemuan
membentuk dan mempola tindakan praktis mereka, damya juga bermuara
pada suatu struktur mental tertentu, yang sebagammaincul dalam suatu kisah
yang dihamparkan oleh Pramoedya Ananta Toer,

“Di Hindia Belanda ini, Tuan, sejauh yang kuperka, begitu seorang
terpelajar mendapat jabatan dalam dinas Gubermanbethenti sebagai
terpelajar. Kontan dia ditelan oleh mentalis umumggyi: beku, rakus, gila
hormat dan korup. Nampaknya yang harus dipersatum@mang bukan
kaum priyayi, mungkin justru orang-orang yang samlkali tidak punya
jabatan negeri.” (Ananta Toer. 20@@jak Langkah. H. 464)

Jika ungkapan itu benar, maka struktur mental yaeggendap pada diri
aparatur birokrasi Indonesia adalah mentalitasagngme yang korup dan hal itu
terus menggerakkan sekaligus mengendalikan pra@slal aparatur sebagaimana
yang terlihat pada masa kini. Dalam konteks Kamigama, struktur mental
priyayiisme yang terbentuk melalui suatu proseghkarpanjang selalu didefinisi-
ulang, dan justru kerapkali dengan bahasa dan $isniobol agama.

Mencengangkan, bukan?
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